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KATA PENGANTAR 

  

 

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah Alloh 

Subhanahu Wa Ta’ala sehingga Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja 

(RENJA) Tahun 2025. 

Keberadaan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak 

lain bertujuan agar langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang 

bersangkutan dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung 

jawab.   

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan acuan 

yang memuat kebijakan, program kegiatan, lokasi kegiatan, indicator 

kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang akan 

dilaksanakan pada Tahun 2025 terdiri dari 9 Program, 18 Kegiatan 

dan 45 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 9.079.900.000,- 

(sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu 

rupiah). 

Diharapkan dengan tersusunnya Renja Tahun 2025 ini efektifitas 

dan efisiensi kerja dapat lebih optimasl dalam rangka mendukung 

program pemerintahan dan pembangunan di bidang perindustrian 

dan perdagangan. 

 Demikian harapan kami semoga bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang memerlukannya untuk proses perkembangan selanjutnya. 

 

 

Sukadana, 11 Juli  2024 
KEPALA DINAS 

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

 
 
 

VERZANITA HASAN, ST.,MT 
Pembina Tk.I 

NIP. 19771126 200003 2 002 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan 

Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan 

mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan maupun 

daerah.  

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Kepala 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengkoordinasikan 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, 

sedangkan RKPD dijadikan dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) 

dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat daerah, 

pengusulan program/kegiatan yang dibiayai APBD Prpinsi dan APBN. 

 Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah dokumen 

perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan 

arah pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya 

dilakukan secara terencana dan sistematis yang didasarkan pada 

kondisi, potensi serta proyeksi sesuai kebutuhan Tahun 2025 

mendatang. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan 

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada 

Perangkat Daerah  dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
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(RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis  jangka 

menengah (RPJMD) daerah dan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah. 

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 memuat berbagai program, kegiatan 

dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Stategis (Renstra) Tahun 2021-

2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung 

Timur. 

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat 

daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam 

rancanngan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan 

Renja Perangkat daerah dapat dikerjakan secara simultan/pararel 

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan 

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting setiap 

Perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan renja tahun-tahun 

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. 

Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja untuk 

pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program 

dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan. 

 

 

 

  



 

3 

 

1.2 LANDASAN HUKUM 

 

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Rencana 

KerjaPerangkat daerah adalah : 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah  dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Regncana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan  dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); 

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024  77 Tahun 

2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lebaran Daerah Provinsi 

Lampung Tahun 2019 Nomor 13); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Timur 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-370 Tahun 2020 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

13. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021 – 2026. 

14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 

Nomor 81).  
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah: 

1. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 

dan dasar gambaran program dan kegiatan tahun 2025, sehingga 

lebih terarah, efektif, dan efisien sesuai perencanaan dan 

penganggaran;  

2. Sebagai bahan/acuan dalam rangka penyusunan RKA-DPA 

Tahun 2025.  

 

Tujuan penyusunan rencana Kerja Dinas perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah: 

1. Memberikan informasi pencapaian hasil kinerja tahun 

sebelumnya, dan target pencapaian tahun berjalan, serta kendala  

dan permasalahan  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan tugas 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung 

Timur;  

2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis 

selama satu (1) Tahun;  

3. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang 

telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk rencana kerja dan 

anggaran yang dibutuhkan   untuk melaksanakan rencana kerja. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, 

ketrkaitan antara Renja Perangkat daerah dengnan dokumen RKPD, 

pedoman yang digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan 

dan penggaranan, memuat maksud dan tujuan penyusunan renja 

serta menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat 

Daerah secara garis besar. 

BAB II  EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

Bagian ini berisi hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu, Pencapaian kinerja Perangkat Daerah, isu-isu penting 

penyelengaraan tugas dan fungi Perangkat Daerah, dan Penelaahan 

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB III  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

Berisikan telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasarn 

Renja Perangkat Daerah 

BAB IV  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

Berisikan matrik rencana program dan kegiatan, kebutuhan 

pendanaan indikatif, loksi, indikator, target dan perkiraan maju 

BAB V PENUTUP 

Berisikan uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu 

mendapat perhatiann, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun 

seandainya ketersediann anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah –

kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut.  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk 

mengetahui sejauhmana kemampuan SKPD dalam menjalankan 

program dan kegiatan yang direncanakan, faktor apa saja yang 

mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan 

hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil 

evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra, faktor pendukung dan 

penghambat tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan 

untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil 

untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang.   

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD merupakan kegiatan 

lanjutan dari pengukuran pencapaian sasarn, maka evaluasi atas 

pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman pada ukuran-

ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk Rencana kerja 

Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merencanakan 

Program dan kegiatan serta Jumlah Anggaran sebagai berikut: 

 Jumlah Program   : 9 Program 

 Jumlah Kegiatan   : 19 Kegiatan 

 Sub Kegiatan   : 45 Sub Kegiatan 

 Rencana Anggaran  : Rp. 9.079.000.000,- 

 

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2023 pelaksanaan 

Program dan Kegiatan beserta anggaran terealisasi sebagai berikut: 

 Jumlah Program   :  9 Program (100%) 

 Jumlah Kegiatan   : 17 Kegiatan (100%) 

 Sub Kegiatan   : 42 Sub Kegiatan 

 Realisasi Anggaran  : Rp.  9.042.831.753,67,- (96,65%) 
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 Sisa anggaran 3,35% dari total anngaran belanja langsung tidak 

terserap dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari APBD 

Kabupaten Lampung Timur dan penghematan dari proses pengadaan 

barang dan jasa sehingga hal ini menguntungkan pemerintah daerah 

karena realisasi secara fisik mencapai 100%. 

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas 

Perinduatrian dan Perdagangan, dapat dilihat pada table 2.1 berikut 

ini; 

 Secara rinci evaluasi pelaksanakan Rencana Kerja tahun 2023 

serta realisasi program dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 



 

9 

 

Tabel 2.1 

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP 

KABUPATEN/KOTA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN  DAN PERDAGANGAN KABUPATEN 

LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

 
 
 

No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3     URUSAN PEMERINTAHAN  PILIHAN               
3 30    URUSAN PEMERINTAHAN  BIDANG PERDAGANGAN     2,566,639,317         
3 30 02   PROGRAM Persentase 70     persen 30,000,000 - - 1 1,000,000 - 1,000,000 - 100 - 1,000,000 - 3.33 

  PERIZINAN DAN pelaku usaha  
  PENDAFTARAN memiliki izin  
  PERUSAHAAN (tertib usaha)  

3 30 02 2.01  Penerbitan Izin Peningkatan 12      bulan 30,000,000 - - 12 1,000,000 - 1,000,000 - 100 - 1,000,000 - 3.33 

 Pengelolaan jumlah pelaku  
 Pasar Rakyat, usaha yang  
 Pusat memiliki izin  
 Perbelanjaan, usaha  
 dan Izin Usaha 

Toko Swalayan 

perdagangan  
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 02 2.01 01 Fasilitasi 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perolehan 

Perizinan Pasar 

Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, dan 

Toko Swalayan 

melalui Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 

Jumlah 

Rekomendasi 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perolehan 

Perizinan Pasar 

Rakyat, Pusat 

Perbelanjaan, 

dan Toko 

Swalayan 

Melalui Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi 

Secara 

Elektronik 

50        Dok 30,000,000 - - 5 1,000,000 - 1,000,000 - 100 - 1,000,000 - 3.33 

3 30 03   PROGRAM 

PENINGKATAN 

SARANA 

DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN 

Persentase 

peningkatan 

retribusi 

pelayanan 

pasar 

10     persen 4,110,000,000 1 1,944,150,570 1 2,024,826,800 - 1,271,296,800 - 63 1.00 3,215,447,370 10.00 78.23 

3 30 03 2.01  Pembangunan 

dan Pengelolaan 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Terbangunann 

ya Sarana 

Perdagangan 

100     persen 2,000,000,000 24 9,226,370 12 24,750,000 - 22,058,300 - 89 24.00 31,284,670 24.00 1.56 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

9        Unit 2,000,000,000 9 9,226,370 9 24,750,000 - 22,058,300 - 89 9.000 31,284,670 100.00 1.56 

3 30 03 2.02  Pembinaan 

Terhadap 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Masyarakat di 

Wilayah 

Kerjanya 

Petugas 

pengelola 

Pasar Daerah 

yang produktif 

216     Orang 2,110,000,000 24 1,934,924,200 12 2,000,076,800 - 1,900,799,600 - 95 24.00 3,835,723,800 11.11 181.79 

3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan 

Pengendalian 

Pengelola Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pembinaan 

dan 

Pengendalian 

kepada 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

9            Dok 1,210,000,000 9 1,121,212,300 12 1,164,726,800 12.00 1,094,715,300 100 94 21.000 2,215,927,600 233.33 183.13 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan 

Pengelola Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

Jumlah 

Dokumen 

Hasil 

Pembinaan 

dan 

Pengendalian 

kepada 

Pengelola 

Sarana 

Distribusi 

Perdagangan 

9            Dok 900,000,000 9 813,711,900 12 835,350,000 12.00 806,084,300 100 96 21.000 1,619,796,200 233.33 179.98 

3 30 04   PROGRAM 

STABILISASI 

HARGA BARANG 

KEBUTUHAN 

POKOK DAN 

BARANG 

PENTING 

 100     persen 400,000,000 1 241,221,800 1 262,192,417 - 260,862,000 - 99 1.00 502,083,800 1.00 125.52 

3 30 04 2.02  Pengendalian 

Harga, dan Stok 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang Penting 

di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota 

Harga dan 

stok barang 

kebutuhan 

pokok dan 

barang 

penting 

tingkat pasar 

kabupaten/kot 

a dapat 

dikendalikan 

dengan baik 

60        bulan 350,000,000 24 235,730,000 12 235,112,417 - 233,785,000 - 99 24.00 469,515,000 40.00 134.15 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga 

dan Stok Barang 

Kebutuhan Pokok 

dan Barang Penting 

pada Pasar Rakyat 

yang Terintegrasi 

dalam Sistem 

Informasi 

Perdagangan 

Jumlah Laporan 

Pemantauan 

Harga dan Stok 

Barang 

Kebutuhan 

Pokok dan 

Barang Penting 

pada Pasar 

Rakyat yang 

Terintegrasi 

dalam Sistem 

Informasi 

Perdagangan 

24       Laporan 100,000,000 24 25,283,500 12 84,000,000 - 83,715,000 - 100 24.000 108,998,500 100.00 109.00 

3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan 

Operasi Pasar 

Reguler dan Pasar 

Khusus yang 

Berdampak dalam 

1 (satu) 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Laporan 

Pelaksanaan 

Operasi    Pasar 

Reguler    dan 

Pasar    Khusus 

yang 

Berdampak 

dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota 

24       Laporan 250,000,000 24 210,446,500 24 151,112,417 - 150,070,000 - 99 24.000 360,516,500 100.00 144.21 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 04 2.03  Pengawasan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi di 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

yang beredar 

di Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kot 

a dapat 

diawasi 

dengan baik 

100     persen 50,000,000 24 5,491,800 12 27,080,000 - 27,077,000 - 100 24.00 32,568,800 24.00 65.14 

3 30 04 2.03 03 Pengawasan 

Penyaluran dan 

Penggunaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

Jumlah Laporan 

Pengawasan 

Penyaluran dan 

Penggunaan 

Pupuk dan 

Pestisida 

Bersubsidi 

dengan 

Realisasi 

Minimal 90% 

24    Laporan 50,000,000 24 5,491,800 24 27,080,000 - 27,077,000 - 100 24.000 32,568,800 100.00 65.14 

3 30 05   PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

EKSPOR 

 100     persen 650,000,000 1 521,243,070 1 169,063,200 - 167,784,304 - 99 1.00 689,027,374 1.00 106.00 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 05 2.01  Penyelenggaraan 

Promosi Dagang 

melalui Pameran 

Dagang dan Misi 

Dagang bagi 

Produk Ekspor 

Unggulan yang 

terdapat pada 1 

(satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatkan 

kualitas 

produk 

unggulan 

dalam daerah 

100     persen 650,000,000 24 521,243,070 12 169,063,200 - 167,784,304 - 99 24.00 689,027,374 24.00 106.00 

3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan 

Pengembangan 

Usaha Produk 

Ekspor Unggulan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Pelaku 

Usaha Produk 

Ekspor 

Unggulan yang 

Dibina 

20     Palaku 

Usaha 

100,000,000 - - - - - - 0 0 - - - - 

3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang 

Nasional 

Jumlah  Pelaku 

Usaha  yang 

Difasilitasi 

dalam Pameran 

Dagang 

5         Palaku 

Usaha 

400,000,000 - 450,411,470 10 169,063,200 - 167,784,304 - 99 - 618,195,774 - 154.55 

3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang 

Lokal 

Jumlah  Pelaku 

Usaha  yang 

Difasilitasi 

dalam Pameran 

Dagang Lokal 

5         Palaku 

Usaha 

150,000,000 - 70,831,600 - - - - 0 0 - 70,831,600 - 47.22 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 30 06   PROGRAM Persentase 80     persen 400,000,000 1 74,490,050 1 109,556,900 - 86,022,800 - 79 1.00 160,512,850 1.25 40.13 

  STANDARDISASI cakupan alat  
  DAN UTTP bertanda  
  PERLINDUNGAN tera sah  
  KONSUMEN   

3 30 06 2.01  Pelaksanaan Meningkatnya 20     persen 400,000,000 24 74,490,050 12 109,556,900 - 86,022,800 - 79 24.00 160,512,850 120.00 40.13 

 Metrologi Legal, pelayanan  
 Berupa Tera, Tera/Tera  
 Tera Ulang, dan 

Pengawasan 

Ulang AUTTP  

3 30 05 2.01 01 Pelaksanaan Jumlah Alat 702        Unit 200,000,000 24 65,934,800 702 73,556,900 - 72,898,600 - 99 24.000 138,833,400 3.42 69.42 

Metrologi Legal, Ukur, Alat  
Berupa Tera, Tera Takar, Alat  
Ulang Timbang, dan  
 Alat  
 Perlengkapan  
 Ditera Ulang  

3 30 05 2.01 02 Pengawasan/Peny Jumlah Pelaku 24      Orang 100,000,000 24 3,956,150 30 36,000,000 - 13,124,200 - 36 24.000 17,080,350 100.00 17.08 

uluhan Metrologi Usaha di Bidang  
Legal Metrologi Legal 

yang Dibina 
 

3 30 05 2.01 03 Penyidikan Jumlah Unit 2        Unit 100,000,000 - 4,599,100 - - - - 0 0 - 4,599,100 - 4.60 

Metrologi Legal Hasil  
 Penyidikan  
 Metrologi Legal  

     URUSAN PEMERINTAHAN  PILIHAN               
3 31    URUSAN PEMERINTAHAN  BIDANG PERINDUSTRIAN     6,806,921,967  6,600,649,949       
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01   PROGRAM  100     persen 138,000,000 1 70,205,000 1 5,617,861,801 - 5,523,413,684 - 98 1.00 5,593,618,684 1.00 4,053.35 

  PENUNJANG   
  URUSAN   
  PEMERINTAHAN   
  DAERAH   
  KABUPATEN/KOT   
  A   

3 31 01 2.01  Perencanaan, Penganggaran, 100     persen 138,000,000 24 70,205,000 12 147,000,000 - 144,547,760 - 98 24.00 214,752,760 24.00 155.62 

 Penganggaran, Perencanaan  
 dan Evaluasi dan Evaluasi  
 Kinerja Kinerja SKPD  
 Perangkat sesuai aturan  
 Daerah   

3 31 01 2.01 01 Penyusunan Jumlah 2        Dok 68,000,000 2 41,076,000 2 131,000,000 - 128,732,260 - 98 2.000 169,808,260 100.00 249.72 

Dokumen Dokumen  
Perencanaan Perencanaan  
Perangkat Daerah Perangkat  
 Daerah  

3 31 01 2.01 02 Koordinasi dan Jumlah 1        Dok 36,000,000 1 23,911,600 1 5,000,000 - 4,815,500 - 96 1.000 28,727,100 100.00 79.80 

Penyusunan Dokumen RKA-  
Dokumen RKA- SKPD dan  
SKPD Laporan Hasil  
 Koordinasi  
 Penyusunan  
 Dokumen RKA-  
 SKPD  
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.01 03 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA- 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan RKA- 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan RKA- 

SKPD 

1        Dok 5,000,000 1 1,077,500 1 2,000,000 - 2,000,000 - 100 1.000 3,077,500 100.00 61.55 

3 31 01 2.01 04 Koordinasi dan 

Penyusunan DPA- 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen DPA- 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen DPA- 

SKPD 

1        Dok 5,000,000 1 300,000 1 2,000,000 - 2,000,000 - 100 1.000 2,300,000 100.00 46.00 

3 31 01 2.01 05 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan DPA- 

SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Perubahan DPA- 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perubahan DPA- 

SKPD 

1            Dok 5,000,000 1 1,400,000 1 2,000,000 - 2,000,000 - 100 1.000 3,400,000 100.00 68.00 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.01 06 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

1   Laporan 7,000,000 1 1,100,000 1 2,000,000 - 2,000,000 - 100 1.000 3,100,000 100.00 44.29 

3 31 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

2   Laporan 12,000,000 2 1,339,900 2 3,000,000 - 3,000,000 - 100 2.000 4,339,900 100.00 36.17 

3 31 01 2.02  Administrasi 

Keuangan 

Perangkat 

Daerah 

Administrasi 

Keuangan 

Kantor yang 

tertib dan 

sesuai aturan 

12      bulan 6,420,000,000 24 4,987,548,207 12 4,800,883,122 - 4,725,876,075.67 - 98 24.00 9,713,424,283 200.00 151.30 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN 

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan 

Tunjangan ASN 

52    Org/Bln 5,870,000,000 24 4,731,733,207 12 4,608,725,122 9.00 4,538,366,075.67 75 98 33.000 9,270,099,283 63.46 157.92 

3 31 01 2.02 02 Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

24        Dok 400,000,000 24 145,540,000 12 125,570,000 9.00 121,330,000 75 97 33.000 266,870,000 137.50 66.72 

3 31 01 2.02 03 Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifika 

si Keuangan SKPD 

Jumlah 

Dokumen 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifi 

kasi Keuangan 

SKPD 

12        Dok 130,000,000 24 109,500,000 12 62,588,000 9.00 62,280,000 75 100 33.000 171,780,000 275.00 132.14 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.02 05 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

dan Laporan 

Hasil Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

1    Laporan 10,000,000 24 - 12 2,000,000 - 1,900,000 - 95 24.000 1,900,000 2,400.00 19.00 

3 31 01 2.02 07 Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan 

an/Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwul 

anan/Semestera 

n SKPD 

3    Laporan 10,000,000 24 775,000 12 2,000,000 - 2,000,000 - 100 24.000 2,775,000 800.00 27.75 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.03  Administrasi Administrasi 12      bulan 68,650,000 24 62,000,000 12 45,300,000 - 41,100,000 - 91 24.00 103,100,000 200.00 150.18 

 Barang Milik Barang Milik  
 Daerah pada Daerah yang  
 Perangkat tertib dan  
 Daerah sesuai aturan  

3 31 01 2.03 06 Penatausahaan Jumlah Laporan 7        Laporan 68,650,000 24 62,000,000 12 45,300,000 12.00 41,100,000 100 91 36.000 103,100,000 514.29 150.18 

Barang Milik Penatausahaan  
Daerah pada SKPD Barang Milik  
 Daerah pada  
 SKPD  

3 31 01 2.05  Administrasi Informasi 12      bulan 20,000,000 24 19,200,000 12 14,300,000 - 14,000,000 - 98 24.00 33,200,000 200.00 166.00 

 Kepegawaian Kepegawaian  
 Perangkat Kantor yang  
 Daerah tertib dan  
  sesuai aturan  

3 31 01 2.03 04 Koordinasi dan Jumlah 12        Dok 20,000,000 24 19,200,000 12 14,300,000 3.00 14,000,000 25 98 27.000 33,200,000 225.00 166.00 

Pelaksanaan Dokumen Hasil  
Sistem Informasi Koordinasi dan  
Kepegawaian Pelaksanaaan  
 Sistem  
 Informasi  
 Kepegawaian  

3 31 01 2.06  Administrasi Cakupan 12      bulan 207,550,000 24 135,367,506 12 134,587,999 - 132,451,006 - 98 24.00 267,818,512 200.00 129.04 

 Umum Perangkat Layanan  
 Daerah Administrasi  
  Umum  
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.06 01 Penyediaan 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga 

n Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneran 

gan Bangunan 

Kantor yang 

Disediakan 

1          Paket 5,000,000 24 1,495,800 12 4,973,500 3.00 4,892,400 25 98 27.000 6,388,200 2,700.00 127.76 

3 31 01 2.06 02 Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

1          Paket 50,000,000 24 49,302,000 12 32,031,299 6.00 31,836,600 50 99 30.000 81,138,600 3,000.00 162.28 

3 31 01 2.06 03 Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga 

Jumlah Paket 

Peralatan 

Rumah Tangga 

yang 

Disediakan 

1          Paket 5,000,000 24 2,362,500 12 8,328,900 3.00 8,040,400 25 97 27.000 10,402,900 2,700.00 208.06 

3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan 

1          Paket 12,500,000 24 1,669,600 12 4,832,200 3.00 4,498,600 25 93 27.000 6,168,200 2,700.00 49.35 

3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

yang Disediakan 

1          Paket 42,550,000 24 21,015,606 12 13,864,000 3.00 13,863,700 25 100 27.000 34,879,306 2,700.00 81.97 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraa 

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD 

12       Laporan 92,500,000 24 59,522,000 12 70,558,100 3.00 69,319,306 25 98 27.000 128,841,306 225.00 139.29 

3 31 01 2.08  Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah yang 

tertib dan 

sesuai aturan 

12      bulan 475,000,000 24 385,922,320 12 382,425,480 - 375,363,476 - 98 24.00 761,285,796 200.00 160.27 

3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik 

yang Disediakan 

2        Laporan 75,000,000 24 47,857,954 12 48,119,880 12.00 41,372,600 100 86 36.000 89,230,554 1,800.00 118.97 

3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum Kantor 

yang Disediakan 

24       Laporan 400,000,000 24 338,064,366 12 334,305,600 12.00 333,990,876 100 100 36.000 672,055,242 150.00 168.01 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 01 2.09  Pemeliharaan Barang Milik 12      bulan 260,000,000 24 183,752,114 12 93,365,200 - 90,075,366 - 96 24.00 273,827,480 200.00 105.32 

 Barang Milik Daerah  
 Daerah terpelihara  
 Penunjang   
 Urusan   
 Pemerintahan   
 Daerah   

3 31 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Jumlah 11        Unit 250,000,000 11 180,007,114 11 88,365,200 12.00 85,830,366 109 97 23.000 265,837,480 209.09 106.33 

Pemeliharaan, Kendaraan  
Biaya Dinas  
Pemeliharaan, Operasional  
Pajak dan atau Lapangan  
Perizinan yang Dipelihara  
Kendaraan Dinas dan dibayarkan  
Operasional atau Pajak dan  
Lapangan Perizinannya  

3 31 01 2.09 10 Pemeliharaan/Reh Jumlah  Sarana 3            Unit 10,000,000 3 3,745,000 3 5,000,000 - 4,245,000 - 85 3.000 7,990,000 100.00 79.90 

abilitasi Sarana dan  Prasarana  
dan Prasarana Gedung  Kantor  
Gedung Kantor atau  
atau Bangunan Bangunan  
Lainnya Lainnya  
 yang  
 Dipelihara/Dire  
 habilitasi  

3 31 02   PROGRAM  100     persen 550,000,000 1 1,026,419,961 1 1,181,224,866 - 1,076,216,265 - 91 1.00 2,102,636,226 1.00 382.30 

  PERENCANAAN   
  DAN   
  PEMBANGUNAN   
  INDUSTRI   
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 02 2.01  Penyusunan dan 

Evaluasi 

Rencana 

Pembangunan 

Industri 

Kabupaten/Kota 

Road Map 

Industri 

100     persen 550,000,000 24 1,026,419,961 12 1,181,224,866 - 1,076,216,265 - 91 24.00 2,102,636,226 24.00 382.30 

3 31 02 2.01 03 Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Sumber Daya 

Industri 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, 

dan 

pelaksanaan 

Pembangunan 

Sumber  Daya 

Industri 

30           Dok 100,000,000 24 342,139,987 15 433,245,766 - 413,411,665 - 95 24.000 755,551,652 80.00 755.55 

3 31 02 2.01 04 Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana Industri 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, 

dan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Industri 

1            Dok 150,000,000 24 342,139,987 10 269,000,000 - 262,653,600 - 98 24.000 604,793,587 2,400.00 403.20 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 02 2.01 05 Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan 

Pemberdayaan 

Industri dan Peran 

Serta Masyarakat 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Koordinasi, 

Sinkronisasi, 

dan 

Pelaksanaan 

Pemberdayaan 

Industri dan 

Peran Serta 

Masyarakat 

11           Dok 300,000,000 24 342,139,987 35 478,979,100 - 400,151,000 - 84 24.000 742,290,987 218.18 247.43 

3 31 03   PROGRAM 

PENGENDALIAN 

IZIN USAHA 

INDUSTRI 

 100     persen 50,000,000 1 - 1 4,020,700 - 1,020,000 - 25 1.00 1,020,000 1.00 2.04 

3 31 03 2.01  Penerbitan Izin 

Usaha Industri 

(IUI), Izin 

Perluasan Usaha 

Industri (IPUI), 

Izin Usaha 

Kawasan 

Industri (IUKI) 

dan Izin 

Perluasan 

Kawasan 

Industri (IPKI) 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Berbasis Sistem 

Informasi 

Industri 

Nasional (SIINAS) 

IUI Kecil dan 

IUI Menengah 

100     persen 50,000,000 24 - 12 4,020,700 - 1,020,000 - 25 24.00 1,020,000 24.00 2.04 
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No. 

 

Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 

 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 

 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 

 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 

 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 

 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 

 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 

Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 
K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 03 2.01 01 Fasilitasi 

Pemenuhan 

Komitmen 

Perolehan IUI, 

IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

dalam Sistem 

Informasi Industri 

Nasional (SIINas) 

yang Terintegrasi 

dengan Sistem 

Pelayanan 

Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Berbasis Sistem 

Informasi Industri 

Nasional (SIINAS) 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Fasilitasi 

Verifikasi Teknis 

Pemenuhan 

Kesesuaian 

Persyaratan 

Teknis Perizinan 

Berusaha Sektor 

Industri 

dan/atau dalam 

rangka 

Perluasan 

Usaha untuk 

Bidang Usaha 

dengan Risiko 

Usaha 

Menengah- 

Tinggi     dan 

Tinggi,     Melalui 

SIINas     yang 

Terintegrasi 

dengan Sistem 

OSS 

100        Dok 50,000,000 24 - 12 4,020,700 - 1,020,000 - 25 24.000 1,020,000 24.00 2.04 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 04   PROGRAM 

PENGELOLAAN 

SISTEM 

INFORMASI 

INDUSTRI 

NASIONAL 

 100     persen 50,000,000 1 - 1 3,814,600 - - - - 1.00 - 1.00 - 

3 31 04 2.01  Penyediaan 

Informasi 

Industri untuk 

Informasi 

Industri untuk 

IUI, IPUI, IUKI 

dan IPKI 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Iinformasi IUI, 

IPUI, IUKI, dan 

IPKI 

60      bulan 50,000,000 24 - 12 3,814,600 - 3,654,100 - 96 24.00 3,654,100 40.00 7.31 
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No. 

 
Urusan/Bidang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah dan 

Program 

/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

 
 

Indikator 

Kinerja 

Program/Kegia 

tan/Sub 

Kegiatan 

 

 
 

Target Renstra SKPD (akhir 

periode Renstra SKPD) 

 
 

Realisasi Capaian 

Kinerja Renstra SKPD 

s/d Tahun Lalu 2022 

 
 

Target Kinerja dan 

Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
 

Realisasi Capaian Kinerja 

dan Anggaran Renja SKPD 

Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan 

Realisasi 

Anggaran Renja 

SKPD Tahun 

2023 (%) 

 
 

Realisasi Kinerja dan 

Anggaran Renstra SKPD 

s/d Akhir Tahun 2023 

 
Tingkat Capaian 

Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renstra 

SKPD s/d Tahun 

2023 (%) 

K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K % 

1 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13=12/7*100 14 = 6 + 12 15 = 14/5*100 

3 31 04 2.01 01 Fasilitasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan dan 

Analisis Data 

Industri, Data 

Kawasan Industri 

serta Data Lain 

Lingkup 

Kabupaten/Kota 

melalui Sistem 

Informasi Industri 

Nasional (SIINas) 

Jumlah 

Dokumen Hasil 

Fasilitasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan dan 

Analisis Data 

Industri, Data 

Kawasan 

Industri serta 

Data Lain 

Lingkup 

Kabupaten/Kota 

Melalui 

Sistem 

Informasi 

Industri 

Nasional 

(SIINas) 

9911        Dok 50,000,000 24 - 12 3,814,600 - 3,654,100 - 96 24.000 3,654,100 0.24 7.31 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 

Adapun analisis capaian kinerja  atas sasaran strategis Tahun 

Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan terhadap 

Perekonomian Daerah 

Tabel 1 
Realisasi dari indikator kinerja sasaran 1 

No Indikator Target 

2022 

Realisasi 

2022 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

1 Prosentase 

hasil industri 

pengolahan 

yang memenuhi 

Good 

Manufacturing 

Practice (GMP) 

65% 1,8% 2% 0,002% 

2 Prosentase 

hasil industri 

pengolahan 

yang sudah 

diterima di 

pasar global 

2% 0,005% 2% 0,01% 

3 Persentase 

pertumbuhan 

IKM di 

kabupeten  

6 % 0,2% 3 % 0,17% 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas untuk indikator Prosentase hasil 

hasil industri pengolahan yang memenuhi Good Manufacturing 

Practice (GMP) pada tahun 2023 hanya berhasil terealisasi 

sebesar 0,002% dari target 2%. Realisasi atas target dapat 

dikatan sangat rendah, hal ini dikarenakan dari 18 (delapan 

belas) aspek yang meliputi GMP hanya sedikit industri yang 

mampu memenuhi aspek-aspek tersebut dan skala industri yang 

ada masih dalam skala kecil. GMP ini dapat ditingkatkan jika 

didukung dengan Alokasi Anggaran yang memadai dan 

dilakukannya sosialisasi/pelatihan kepada industri pengolahan 

secara berkesinambungan dan berkelanjutan.  
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Sedangkan indikator Prosentase hasil industri pengolahan yang 

sudah diterima di pasar global realisasi pencapaian target di 

tahun 2023 sebesar 0,01% dari target yang ditetapkan sebesar 

2%. Pada indikator ini mengalami peningkatan capaian realisasi 

dibandingkan dengan capaian realisasi atas target di tahun 2022 

yaitu sebesar 0,001%. Peningkatan capaian ini dikarenakan para 

pelaku IKM telah banyak yang mampu meningkatan kreativitas 

dan inovasi produk-produk yang dihasilkan, telah memenuhi 

keamanan dan mutu produk sesuai dengan standar-standar yng 

ditentukan, perizinan yang lengkap serta pemasaran yang 

semakin luas melalui media elektronik maupun media sosial. 

Dalam rangka terus mendorong industri agar semakin mampu 

bersaing ke pasar global maka upaya seperti pendampingan dan 

pelatihan, baik pelatihan produk kemasan, pelatihan distributor 

marketing, pelatihan manjemen usaha, pendampingan perantara 

izin-izin usaha maupun program revitalisasi dan pengembangan 

mutu serta variasi produk yang berdaya saing tinggi terus 

dilakukan.  

Dan untuk indikator Persentase pertumbuhan IKM di kabupeten 

berhasil terealisasi sebesar 0,17% dari target kinerja 3%. 

Meskipun pada tahun 2023 target kinerja diturunkan dari 

besaran target kinerja tahun 2022 namun belum memperoleh 

peningkatan realisasi capain kinerja sesuai dengan yang 

diharapakan. Tahun 2023 pertumbuhan IKM kab. Lam-Tim 

dapat dikategorikan cukup baik walaupun hanya berskala kecil 

tetapi keberadaan IKM efektif menyerap tenaga kerja dan 

mengurangi kesenjangan sosial. Untuk lebih meningkatkan lagi 

pertumbuhan IKM maka harus dilakukan pelatihan-pelatihan 

dan pendekatan kemitraan baik dengan pemerintah maupun 

swasta, hal ini dimaksudkan untuk pemasaran sehingga memicu 

semangat IKM dalam berusaha dan diharapkan dapat 

menumbuhkan wirausaha baru/IKM-IKM baru.  

Dapat disimpulkan bahwa yang memperoleh prosentase capaian 

tertinggi dari 3 (tiga) indikator tersebut adalah indikator 

Prosentase pertumbuhan IKM walaupun mengalami peningkatan 

yang belum maksimal. Indikator-indikator yang mempunyai 
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capaian rendah tersebut dikarenakan tidak adanya dukungan 

anggaran yang memadai untuk membiayai program/kegiatan 

yang mendukung tercapaianya target capain kinerja tersebut. 

Adapun  Sasaran  ini   ditunjang   oleh   beberapa program 

antara lain sebagai berikut : 

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, adapun 

kegiatannya adalah : 

a. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/kota, sub kegiatannya meliputi : 

1. Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan 

pembangunan sumber daya industri. 

Dalam rangka peningkatan perekonomian pelaku IKM, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama 

dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) 

Kabupaten Lampung Timur, Melalui Sub Kegiatan 

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan 

Sumber Daya Industri telah mengikuti pameran Inacraft 

di JCC Jakarta, Pameran Lampung Craft, Festival 

Rempah dan Lada Lampung serta Pelatihan Batik 

Printing. 

2. Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan 

pembangunan sarana dan prasarana industri. Pada 

tahun 2023 kegiatan ini melaksanakan Update data 

Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten (RPIK), Penyusunan Kajian Kawasan Industri 

Hasil Tembakau (KIHT) DBHCT, Penyusunan Kajian 

Penafsiran Harga (Appraisal) persiapan Lahan untuk 

Rumah Produksi Lada Hitam di Desa Sukadana Baru 

Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur.  

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan 

pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, 

pada tahun 2023 sub kegiatan ini telah melaksana 

kegiatan berupa bantuan hibah Mesin/Peralatan. 

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, merupakan 

program yang dilaksanakan agar pengendalian IUI terintegrasi 

secara Elektronik (online single submission) melalui : 
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a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), izin Perluasan 

Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), 

dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan 

Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri 

Nasional (SIINas). 

Adapun sub kegiatannya sebagai berikut : 

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan  

IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota 

dalam Sistem Informasi Industri Nasioanal (SIINas). Pada 

tahun 20023 sub kegiatan ini belum dapat terlaksana 

dengan maksimal dikarenakan kurangnya alokasi 

anggaran. 

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, 

merupakan program yang bertujuan mewujudkan tata kelola 

data dan informasi perusahaan industri yang akurat, lengkap, 

dan tepat waktu melalui : 

a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, 

IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun sub 

kegiatannya adalah : 

1. Fasilitasi pengeumpulan, pengolahan dan analisa data 

industri, data kawasan industri serta data lain lingkup 

kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri 

Nasional (SIINas). Pada tahun 2023 kegiatan ini belum 

terlaksana maksimal dikarenakan kurangnya alokasi 

anggaran. 

 

2. Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan terhadap 

Perekonomian Daerah. 

Tabel 2 

Realisasi dari indikator kinerja sasaran 2 

No Indikator Target 

2022 

Realisasi 

2022 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

1 Persentase 

Peningkatan 

Omset 

Perdagangan 

10% 15% 15% 7,5% 

No Indikator Target Realisasi Target Realisasi 
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2022 2022 2023 2023 

2 Persentase 

Peningkatan 

Jumlah Ekspor 

2,2 % -87,78% 2,2% -280,34% 

3 Fluktuasi harga 

barang 

kebutuhan 

pokok (%) 

10% 0,45% 10% 2,19% 

4 Persentase 

Tertib Ukur 

Bertanda Tera 

SAH (%) 

50% 18,2% 30% 29% 

 

Sesuai dengan tabel diatas, evaluasi dan analisis capaian kinerja 

terhadap indikator Persentase Peningkatan Omset Perdagangan 

pada tahun 2023 mempunysi target kinerja sebesar 15%, 

terdapat kenaikan target dibandingkan dengan tahun 2022. 

Peningkatkan target didasari adanya peningkatan omzet pada 

tahun 2022. Pada tahun 2023 pencapaian realisasi sebesar 7,5% 

dari target yang sudah ditentukan yakni, 15 %. Hal ini terjadi 

karena meskipun pandemi covid sudah berlalu tetapi hal itu 

menyebabkan munculnya pedagang-pedagang secara 0nline, 

sehingga menyebabkan para konsumen tidak datang ke pasar 

untuk berbelanja dan omzet penjualan dipasaran menurun 

karena pedagang dipasar belum mengikuti cara perdagangan 

secara pandemic covid 19. Selain adanya pedagang online, 

menjamurnya toko-toko swalayan/pribadi yang memberikan 

kenyamanan dalam berbelanja sehingga masyarakat lebih 

cenderung untuk berbelanja ditempat tersebut daripada dipasar, 

peningkatan omzet perdagangan meningkat seiring normalnya 

kehidupan perekonomian terutama dipasar akbiat dampak 

pandemic covid 19.    

Sedangkan evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap 

indikator Prosentase peningkatan jumlah ekspor antar regional 

pada tahun 2023 yang memiliki target 2,2%, memiliki realisasi 

sebesar -280,34% sehingga mengalami penurunan pencapain 

target kinerja sebesar -282,54%. Capaian Persentase 
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Peningkatan Jumlah Ekspor berdasarkan Harga Konstan sebesar 

minus 282,54% Dari target 2,2 %, realisasi sebesar minus 

280,34%. Realisasi diambil dari angka capaian ekspor tahun 

2022 senilai minus 166,40 dibagi capaian ekspor tahun 2021 

sebesar 92,27 dibagi ekspor tahun 2022 sebesar minus 166,40 

dikali 100. 

Untuk evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap indikator 

Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok pada tahun 2023 

mempunyai capaian realisasi sebesar 2,19 % dari target 10%, hal 

ini menunjukan bahwa dinas perindustrian dapat menekan laju 

inflasi daerah sebesar 2,19%. Fluktuasi harga kebutuhan pokok 

Tahun 2023 sebesar 2,19 % dibawah fluktuasi harga kebutuhan 

pokok  10 %, hal ini menyatakan bahwa kinerja sektor 

perdagangan terhadap perekonomian daerah meningkat dan 

target kinerja Disperindag Tahun 2023 tercapai. 

Indikator Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera SAH pada tahun 

2023 mempunyai target kinerja sebesar 30% dan memperoleh 

pencapaian realisasi kinerja sebesar 29%. Jika dibandingkan 

dengan pencapaian realisasi dengan tahun 2022, tahun 2023 

mengalami peningakatan capaian kinerja. Namun pada tahun 

2023 belum dapat mencapai sesuai dengan target yang 

ditentukan hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor 

seperti kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan 

dalam rangka pencaiapan kinerja, kurangnya Sumber Daya 

Manusia khususnya pada pelayanan Tera, Unit Metrologi Legal 

(UML) Kab. Lampung Timur sampai dengan memiliki 1 org 

fungsional Penera dan 1 org penera (non fungsional). 

Dari empat indikator diatas dapat disimpulkan bahwa belum 

adanya pencapaian kinerja yang sesuai target, hal tersebut 

dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kurangnya alokasi 

anggaran untuk mendukung kegiatan dalam rangka pencaiapan 

kinerja, kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya pada 

pelayanan Tera, Unit Metrologi Legal (UML) Kab. Lampung Timur 

sampai dengan memiliki 1 org fungsional Penera dan 1 org 

penera (non fungsional). Namun demikian pada indikator 

Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok mempunyai 
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pencapaian yang baik menginggat nilai fluktuasi harga barang 

kebutuhan pokok sebesar 2,19 berada jauh dibawah target yakni 

10%. Serta pada indicator Persentase Tertib Ukur Bertanda Tera 

SAH hampir memperoleh capaian kinerja 100% dari target yang 

ditentukan. 

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung sasaran 2 

(kedua) yang telah dilaksanakan oleh dinas Perindustrian dan 

Perdagangan tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dalam 

program ini terdapat kegiatan sebagai berikut; 

a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan, adapun sub 

kegiatannya adalah : 

1. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan 

pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan 

melalui system pelayanan perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik.  

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini terlaksana secara 

maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran. 

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dalam 

program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 

a. Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdagangan, adapun sub Kegaiatnnya adalah : 

1. Penyedian sarana distribusi perdagangan.  

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyediaan sarana 

distribusi perdagangan berupa 4 (empat) Unit gerobak 

sampah yang telah didistribusikan ke 4 (empat) Pasar 

Daerah. 

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, adapun 

kegiatannya adalah : 

1. Pembinaan dan pengendalian Pengelola Sarana 

distribusi perdagangan, pada tahun 2023 telah 

dilaksanakan pembinaan dan pengendalian kepada 

pengelola sarana distribusi perdagangan. 

2. Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan, 

pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembinaan dan 
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pengendalian kepada pengelola sarana distribusi 

perdagangan. 

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan 

barang Penting, dalam program ini terdapat kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan  pokok dan 

barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota, adapun 

Sub Kegiatannya adalah: 

1. Pemantauan harga stok barang kebutuhan pokok dan 

barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi 

dalam system informasi perdagangan. 

2. Pelaksanaan Operasi pasar regular dan pasar khusus 

yang berdampak dalam 1 (satu) Kabuapten /Kota. 

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota, adapun Sub Kegiatannya adalah : 

1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi. 

4) Program  Pengembangan Ekspor, dalam program ini terdapat 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Penyelengaraan promosi dagang melalui pameran dagang 

dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang 

terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, adapun 

Sub Kegiatannya adalah : 

1. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor 

unggulan Kabupaten/Kota, pada sub kegiatan pada 

tahun 2023 sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana 

dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. 

2. Pameran Dagangn Nasional, dalam rangka 

meningkatkan Produk Ekspor Unggulan Daerah, 

Kabupaten Lampung Timur berpartisipasi dalam 

pameran yang dilaksanakan di Jakarta. 

3. Pameran dagang Lokal, pada sub kegiatan pada tahun 

2023 sub kegiatan ini tidak dapat terlaksana 

dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. 

5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, 

merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka 
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melindungi masyarakat untuk mendapatkan barang yang 

tepat ukur.  

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :    

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera 

Ulang, dan Pengawasan, adapun Sub Kegiatannya adalah: 

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang. 

2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 

3. Penyidikan Metrologi legal, pada tahun 2023 kegiatan 

ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi 

anggaran 

 

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur, tetap 

mempertimbangkan isu-isu penting sebagai kewaspadaan 

perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah  

Provinsi, adapun isu-isu penting tersebut antara lain : 

• Sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum memadai; 

• Perlunya meningkatkan daya saing IKM berbasis sumber daya 

alam yang tersedia dan meningkatkan sumber daya manusia IKM 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; 

• Fluktuasi harga barang kebutuhn pokok dan penting lainnya; 

• Optimalisasi tera dan tera ulang dalam rangka perlindungan 

konsumen. 

 

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam penanganan 

masalah yang ditemui antara lain : 

a. Penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangn (gerobak 

sampah); 

b. Pembinaan dan Fasilitasi sarana dan prasarana terhadap pelaku 

IKM; 

c. Promosi produk IKM dalam rangka peningkatan perekonomian 

masyarakat khususnya pelaku IKM. 

d. Operasi pasar yang bertujuan menjaga stabilitas harga bahan 

pokok dan barang penting lainnya. 
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e. Tera dan Tera Ulang serta penyuluhan dan pengawasan dalam 

rangka meningkatkan jumlah alat UTTP bertanda Tera Sah. 
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2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 

Program dan kegiatan aspirasi/usulan dari masyarakat untuk 

Tahun 2025 diproses melalui kegiatan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Timur yang 

dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan Kegiatan 

aspirasi/usulan dari masyarakat akan diakomodir dan dilaksanakan 

oleh Perangkat daerah Tekhnis sesuai dengan kewenangan ataupun 

secara lintas sektoral. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memprioritaskan 

setiap program kegiatan yang dibutuhkan masyarakat melalui 

rekomendasi/usulan dari kecamatan atau dinas terkait sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi.  
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN,  

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap 

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, 

maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah 

(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Sementara itu Pararel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan 

pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan 

setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat 

Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat 

Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan baik yang dilaksankan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditenpuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka mekanisme 

perencanaan pembangunan daerah kedepan juga dituntut untuk 

semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan 

partisipasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanana telah di ubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan  kedua Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai satu kesatuan dalam 

system perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka 

penyelengaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan pembangunan 

daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan 

kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan Perencanaan 
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pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Berdasarakan strategi dana arah kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan rumusan perencanaan 

komprenhensip tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Lampung 

Timur melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran serta Target Kinerja RPJMD dengan efektif dan efesien 

selama 5 (lima) tahun kedepan. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung 

Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 

2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi yang teknis 

operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati Lampung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Tugas 

pokok dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabuapten Lampung 

Timur yang menjadi kewenangan. adalah membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang 

Perindustrian dan Perdagangan.  Adapun susunan organisasinya 

terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. JFT Perencanaan; 

3. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 

a. JFT. Pengawas Perindustrian 

4. Bidang Bina Usaha Perdagangan, terdiri dari : 

a. JFT. Analis Perdagangan 

5. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari : 

a. JFT. Analis Perdagangn 

6. Bidang Metrologi, terdiri dari : 

a. JFT. Penera 

b. JFT. Pengawas Perindustrian dan Perdagangan 

 

Sedangkan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lampung Timur adalah : 
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1) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri, 

perdagangan, metrologi dan pengawasan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

2) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang industri, perdagangan, metrologi dan 

pengawasan; 

3) Pemberian dukungan dan bimbingan di bidang industri, 

perdagangan, metrologi dan pengawasan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang industri, 

perdagangan, metrologi dan pengawasan; 

5) Pemberian rekomendasi perizinan sesuai kebijakan yang 

ditetapkan oleh Bupati dan perundang-undangan yang berlaku; 

6) Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan melekat terhadap 

bawahan; 

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan lingkup tugasnya.  
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3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

 Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah 

yaitu : 

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung 

Timur adalah : Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan 

perdagangan;  

Sedangkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lampung Timur adalah : Meningkatkan kontribusi sektor 

industri pengolahan dan Meningkatkan kontribusi sektor 

perdagangan. 

 

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan 

Kabupaten Lampung Timur, Dinas Perindustrian dan Perdaganga 

pada tahun 2025 akan melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Sebagai berikut : 

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 
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- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Peragkat Daerah 

- Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan banguan kantor 

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

- Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga 

- Sub Kegiatan Penyediaan logistik kantor 

- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD 

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 

pemeliharaan, dan pajak dan Perizinan kendaraan dinas 

Operasional atau Lapangan 

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor 

bangunan lainnya 
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- Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantoratau bangunan lainnya. 

 

2. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 

a. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolahan Pasar Rakyat, Pusta 

Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan 

Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 

Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Program Peningkatan Sarana 

Distribusi Perdagangan 

3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi 

Perdaganan 

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdaganan 

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi 

Perdaganga 

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaaan Distribusi 

Perdaganan 

4. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting 

a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang 

Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar 

Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 

b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan 

Pestisida Bersubsidi 

5. Program Pengembangan Ekspor 
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a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran 

Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang 

Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

- Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional 

- Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal 

- Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 

6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, 

dan Pengawasan 

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, 

Tera Ulang 

- Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 

- Sub Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal 

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan 

Industri Kabupaten/Kota 

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya Industri 

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri  

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 

8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri  

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan 

Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan 

Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang 

menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 

- Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan 

persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian 

dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko 

melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang 

terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk 

Base Approach (OSS RBA) 

9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 
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a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri 

untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan 

Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data 

Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi 

Industri Nasional (SIINas). 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

     

 

          Pada Bab ini kami menyajikan tabel rencana kerja program dan 

kegiatan, kebutuhan pendanaan indikatif, lokasi, indikator, target, dan 

perkiraan maju dari tiap program, kegiatan serta sub kegiatan pada renja 

Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung 

Timur sebagai mana pada lampiran tabel IV.1 berikut: 
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BAB V 

PENUTUP 

 

     

 

          Rencana Kerja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mendatang disusun untuk 

memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama 

dalam menunjang perwujudan Pemerintah yang baik. Sebagai hasil dari 

kesepakatan bersama, keberhasilan pelaksanaan  Rencana Kerja Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur tergantung 

pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan 

pengelolaan misi yang telah ditetapkan. 

 

          Akhirnya dengan tersusunya Rencana Kerja SKPD Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur Tahun  2025 

ini, diharapkan  upaya pencapaian  visi dan misi Pemerintah Kabupaten 

Lampung Timur melalui Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur dapat 

terlaksana secara sinergi dan berkesinambungan. 

 

 

 

 

  



NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9.079.000.000,00 10.393.000.000,00

3 URUSAN PEMERINTAHAN 

PILIHAN

9.079.000.000,00 10.393.000.000,00

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PERDAGANGAN

8.374.000.000,00 9.528.000.000,00

1, 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase pemenuhan 

kebutuhan administrasi 

perkantoran

Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat

100    %

100    %

100    %

79

100    %

100    %

100    %

100    %

100    %

100 %

78

5.524.000.000,00 100    %

100    %

100    %

79

100    %

100    %

100    %

100    %

100    %

6.003.000.000,00

3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Terlaksananya Penganggaran, 

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 

SKPD

- 100 % 55.503.043,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 87.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0001

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

2 Dokumen 7.847.514,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0002

Jumlah Dokumen

RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

1 Dokumen 8.379.027,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0003

Tabel. IV.1

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan

RKA-SKPD

1 Dokumen 8.106.855,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0004

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen

DPA-SKPD

1 Dokumen 6.975.342,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0005

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perubahan

DPA-SKPD

1 Dokumen 7.653.219,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0006

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

1 Laporan 8.187.479,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.01.0007

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

3 Laporan 8.353.607,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan 

Penyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Terlaksananya Administrasi 

Keuangan

- 12 Bulan 4.747.192.463,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 4.905.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.02.0001

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

45

Orang/bulan

4.538.366.075,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

4.650.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.02.0002

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

12 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

175.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.02.0003

Jumlah Dokumen Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

12 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.02.0005

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

1 Laporan 9.488.194,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana n/Semesteran 

SKPD

3 Laporan 9.338.194,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

12.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah 

pada Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi Barang 

Milik Daerah

- 12 Bulan 20.000.000,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.03.0006

Jumlah Laporan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

12 Laporan 20.000.000,00 - DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah

- - - 2.500.000,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 75.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.04.0007

Jumlah Laporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

12 Laporan 2.500.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

75.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z
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AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 
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CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi 

Kepegawaian

- 12 Bulan 1.000.000,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 1.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.05.0004

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 

dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

12 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

1.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

- - - 160.441.374,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 243.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06.0001

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket 3.116.547,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

4.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06.0002

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

1 Paket 61.032.874,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

85.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06.0003

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
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KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan

1 Paket 5.891.053,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

7.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06.0004

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan

1 Paket 15.400.900,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

17.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06.0005

- - 25.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

30.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.06.0009

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

- 12 Bulan 379.693.120,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 430.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 
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PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

2 Laporan 48.748.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.08.0004

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

12 Laporan 330.945.120,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

375.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terpeliharanya Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

- 12 Bulan 157.670.000,00 Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 230.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.09.0002

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

11 Unit 150.380.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

175.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.09.0009

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 2.500.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.01.2.09.0010

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z
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AKHIR 

PERIODE 
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PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
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CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023
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KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

3 Unit 4.790.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Memperkua t 

Reformasi 

Politik, Hukum, 

dan Birokrasi, 

serta Memp 

erkuat Pen 

cegahan dan 

Pembe rantasan 

Korupsi, 

Narkoba, Judi 

dan Pe 

nyeludupan

Reformasi 

Birokrasi 

Meningkatk an 

Tata Kelola 

Pem erintahan 

dan Layanan 

Publik 

Berkualitas & 

Merata

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

5.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

2, 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase pelaku usaha 

memiliki izin (tertib usaha)

75 % 75 % 50.000.000,00 75 % 60.000.000,00

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar 

Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan 

Izin Usaha Toko Swalayan

- - - 50.000.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Usaha Kabupaten 

Lampung Timur

- 60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.02.2.01.0001

Jumlah Rekomendasi Pemenuhan 

Komitmen Perolehan Perizinan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, 

dan Toko Swalayan Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik

20 Dokumen 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Usaha Kabupaten 

Lampung Timur

60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN 

SARANA DISTRIBUSI 

PERDAGANGAN

Persentase peningkatan retribusi 

pelayanan pasar

15 % 15 % 2.200.000.000,00 15 % 2.325.000.000,00

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan 

Sarana Distribusi Perdagangan

Terbangunannya Sarana 

Perdagangan

- 100 % 81.250.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pasar Daerah Kabupaten 

Lampung Timur

- 125.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.03.2.01.0001

Jumlah Sarana Distribusi 

Perdagangan

9 Unit 81.250.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pasar Daerah Kabupaten 

Lampung Timur

125.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
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TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola 

Sarana Distribusi Perdagangan 

Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Petugas pengelola Pasar Daerah 

yang produktif

- 216 Orang 2.118.750.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pasar Daerah Kabupaten 

Lampung Timur

- 2.200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.03.2.02.0001

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 

dan Pengendalian kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

12 Dokumen 1.275.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pasar Daerah Kabupaten 

Lampung Timur

1.300.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.03.2.02.0002

Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 

dan Pengendalian kepada 

Pengelola Sarana Distribusi 

Perdagangan

12 Dokumen 843.750.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pasar Daerah Kabupaten 

Lampung Timur

900.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

4, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI 

HARGA BARANG KEBUTUHAN 

POKOK DAN BARANG PENTING

Stabilitas harga barang 

kebutuhan pokok Stabilitas 

harga kebutuhan pokok

Persentase stabilitas dan jumlah 

ketersediaan harga barang 

kebutuhan pokok Persentase 

barang beredar yang diawasi 

yang sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan 

Presentase kinerja realisasi 

pupuk

100    %

5,8    %

78    %

100    %

86    %

86    %

<10    %

5,9    %

86    %

80    %

<10    %

5,9    %

80    %

80    %

80    %

<10 %

100 %

5,8 %

78 %

83 %

300.000.000,00 100    %

5,8    %

78    %

100    %

83    %

86    %

<10    %

5,9    %

86    %

80    %

<10    %

5,9    %

80    %

80    %

80    %

425.000.000,00

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok dan 

Barang Penting di Tingkat Pasar 

Kabupaten/Kota

Harga dan stok barang kebutuhan 

pokok dan barang penting tingkat 

pasar kabupaten/kota dapat 

dikendalikan dengan baik

- 100 % 250.000.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur

- 350.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

Jumlah Laporan Pemantauan 

Harga dan Stok Barang Kebutuhan 

Pokok dan Barang Penting pada 

Pasar Rakyat yang Terintegrasi 

dalam Sistem Informasi 

Perdagangan

12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur

150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.04.2.02.0003

- - 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur

200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida 

Bersubsidi di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 

yang beredar di Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota dapat diawasi 

dengan baik

- 100 % 50.000.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur

- 75.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.04.2.03.0003

Jumlah Laporan Pengawasan 

Penyaluran dan Penggunaan 

Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 

dengan Realisasi Minimal 90%

2 Laporan 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Masyarakat Kabupaten 

Lampung Timur

75.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

5, 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN 

EKSPOR

Pertumbuhan nilai ekspor non 

migas

10 % 10 % 200.000.000,00 10 % 475.000.000,00

3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi 

Dagang Melalui Pameran Dagang 

dan Misi Dagang bagi Produk 

Ekspor Unggulan yang Terdapat 

pada 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatkan kualitas produk 

unggulan dalam daerah

- 100 % 200.000.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Usaha Kabupaten 

Lampung Timur

- 475.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.30.05.2.01.0002

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Difasilitasi dalam Pameran Dagang

5 Pelaku Usaha 198.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Usaha Kabupaten 

Lampung Timur

200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.05.2.01.0003

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Difasilitasi dalam Pameran Dagang 

Lokal

12 Pelaku 

Usaha

1.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Usaha Kabupaten 

Lampung Timur

200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.05.2.01.0004

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Difasilitasi dalam Misi Dagang 

Produk Ekspor Unggulan

20 Pelaku 

Usaha

1.000.000,00 Semua Kota/Kab, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Usaha Kabupaten 

Lampung Timur

75.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

6, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI 

DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN

- - - 100.000.000,00 - 240.000.000,00

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, 

Berupa Tera, Tera Ulang, dan 

Pengawasan

Meningkatnya pelayanan Tera/Tera 

Ulang AUTTP

- 30 % 100.000.000,00 Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pemilik Alat UTTP - 240.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.06.2.01.0001

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat 

Timbang, dan Alat Perlengkapan 

Ditera Ulang

702 Unit 84.965.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pemilik Alat UTTP 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Pameran Dagang Nasional

Pameran Dagang Lokal
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.30.06.2.01.0002

Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 

Metrologi Legal yang Dibina

24 Orang 9.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pemilik Alat UTTP 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.30.06.2.01.0003

Jumlah Unit Hasil Penyidikan 

Metrologi Legal

20 Unit 6.035.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Membangu n 

dari Desa dan 

dari Bawah 

Untuk Pertu 

mbuhan 

Ekonomi, P 

emerataan 

Ekonomi, dan 

Pembe rantasan 

Kemiskinan

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pemilik Alat UTTP 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PERINDUSTRIAN

705.000.000,00 865.000.000,00

1, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN 

DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase peningkatan jumlah 

industri

8 % 8 % 555.000.000,00 8 % 700.000.000,00

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi 

Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota

Terbentuknya Kebijakan 

Pelaksanaan Pembangunan 

Industri Kabupaten (Road Map 

Industri)

- 100 % 555.000.000,00 Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Kabupaten Lampung 

Timur

- 700.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.31.02.2.01.0003

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan pelaksanaan 

Pembangunan Sumber Daya 

Industri

2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Kabupaten Lampung 

Timur

200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.31.02.2.01.0004

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri

1 Dokumen 155.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Kabupaten Lampung 

Timur

200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Penyidikan Metrologi Legal
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.31.02.2.01.0005

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat

5 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Kabupaten Lampung 

Timur

300.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

2, 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN 

IZIN USAHA INDUSTRI

Persentase industri berizin - 95 % 100.000.000,00 - 110.000.000,00

3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri 

(IUI), Izin Perluasan Usaha Industri 

(IPUI), Izin Usaha Kawasan 

Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 

Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terbitnya IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 

berbasis SIINAS

- 100 % 100.000.000,00 Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Industri Kabupaten 

Lampung Timur

- 110.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.31.03.2.01.0003

-Jumlah dokumen hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengawasan 

terhadap Perizinan Berusaha 

industri dengan skala usaha Industri 

Kecil dan Industri Menengah yang 

berlokasi di satu Kab./Kota 

sepanjang merupakan Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan selain 

bidang usaha tertentu yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat

10 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Industri Kabupaten 

Lampung Timur

55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.31.03.2.01.0004

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi 

pemenuhan persyaratan/standar 

kegiatan usaha sektor perindustrian 

dalam rangka penerbitan perizinan 

berusaha berbasis risiko untuk 

bidang usaha sektor perindustrian 

dengan tingkat risiko usaha 

Menengah-TInggi dan Tinggi, 

melalui SIINas yang terintegrasi 

dengan Sistem OSS RBA, bagi 

Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) dengan skala usaha 

Industri Kecil dan Industri 

Menengah, selain bidang usaha 

tertentu yang menjadi kewenangan 

pemerintah pusat

10 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Pelaku Industri Kabupaten 

Lampung Timur

55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3, 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN 

SISTEM INFORMASI INDUSTRI 

NASIONAL

Persentase industri terdaftar di 

SIINas

90 % 90 % 50.000.000,00 90 % 55.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
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NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN / 

PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN

z

TARGET 

AKHIR 

PERIODE 

RENSTRA OPD

PERANGKAT DAERAH 

PENANGGUNG JAWAB
TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

REALISASI 

CAPAIAN RENJA 

OPD TAHUN 

2023

PRAKIRAAN 

CAPAIAN TARGET 

RENJA OPD TAHUN 

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026

NO

3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri 

untuk Informasi Industri untuk IUI, 

IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Penyediaan informasi Industri untuk 

informasi IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI

Kewenangan Kabupaten/Kota

- 100 % 50.000.000,00 Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

- 55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

3.31.04.2.01.0001

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 

Pengumpulan, Pengolahan dan 

Analisis Data Industri, Data 

Kawasan Industri serta Data Lain 

Lingkup Kabupaten/Kota Melalui 

Sistem Informasi Industri Nasional 

(SIINas)

24 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Lampung Timur, 

Semua Kecamatan, 

Semua Kel/Desa

DANA TRANSFER 

UMUM-DANA 

ALOKASI UMUM

Melanjutka n 

Hilirisasi dan 

Menge 

mbangkan 

Industri Berbasis 

Sumber Daya 

Alam untuk Meni 

ngkatkan Nilai 

Tambah di 

Dalam Negeri

Peningkata n 

Pertumbu han 

ekonomi dan 

pemer ataan 

pemb angunan 

Meningkatk an 

pertumb uhan 

dan ketahanan 

ekonomi 

daerah ber 

kelanjutan

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

55.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN

9.079.000.000,00 10.393.000.000,00

Sukadana, 11 Juli 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Lampung Timur,

VERZANITA HASAN, S.T., M.T.

NIP. 19771126 200003 2 002

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

J U M L A H

Page 14 of 14



i 
 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

( RKPD ) 

TAHUN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  

DAN TENAGA KERJA 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

  



ii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja  Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.  

Rencana Kerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025  merupakan dokumen 

Perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yang disusun 

dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi,Usaha 

Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja  Kabupaten Lampung Timur dan 

RPJMD Kabupaten Lampung Timur. 

Diharapkan Renja ini dapat mendorong instansi Pemerintah 

khususnya Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja  

Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan tugas Pemerintahan 

dan Pembangunan secara baik dan benar serta mendorong tumbuhnya 

instansi Pemerintah yang akuntabel. 

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

pihak-pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunya RENJA Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja  Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025. Selain itu kami juga menyadari bahwa 

penyusunan ini belum sempurna masih terdapat kekurangan, oleh karna 

itu kami mengharapkan Kritik, saran dan masukan demi Penyempurnaan 

RENJA ini. 

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat 

Taufik dan Hidayah Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Amin. 

Sukadana, 11 Juli 2024 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 
1.1. Latar Belakang 

 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan kesinambungan 

upaya pembangunan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi 

SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026. 

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerinth Daerah, 

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 

2025 sebagai bahan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 dan berdasarkan Undang-undang No. 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,  Undang-

undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut dengan Rencana 

Pembangunan Tahunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melibatkan masyarakat. 
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Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 sebagai suatu 

dokumen perencanaan tahunan didasarkan pada Rencana Strategis 

SKPD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang 

merupakan penjabaran teknis dari arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan sebagaimana termaktub dalam RPJMD Kabupaten serta 

masukan/aspirasi dari masyarakat sebagai hasil MUSRENBANG 

Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. 

 
Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 juga mengacu 

pada Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia, Rencana Kerja Kementerian Tenaga Kerja yang 

terintegrasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 

dengan sasaran pokok prioritas pembangunan daerah : Pemerataan 

Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas 

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan 

Tenaga Kerja Tahun 2025 akan menjadi acuan perumusan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta akan 

ditindaklanjuti dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2026. 

 

Visi Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 : 

Visi pada hakekatnya adalah pandangan jauh kedepan 

menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan 

diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, 

antisipatif, inovatif, produktif, berdaya guna serta berhasil guna. 

 

 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026, 

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 adalah : 

“Rakyat Lampung Timur Berjaya”. 

 Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 9 (sembilan) 

misi pembanguna yang terdiri atas :  

Misi Pertama : Meningkatkan program petani berjaya. Bermakna 

untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dan 

menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal 

ketersediaan sarana dan prasarana fisik. 
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Misi Kedua : Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor 

berbasis pedesaan.Dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan 

kemandirian ekonomi masyarakat. 

Misi Ketiga : Peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan 

berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan 

dan sosial kemasyarakatan. Dimaksudkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis 

pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

Misi Keempat : Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, 

BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan 

perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada 

ekonomi lokal. 

Misi Kelima : Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran 

hukum masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan 

publik yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi seluruh 

masyarakat. 

Misi Keenam : Meningkatkan good governance (tata kelola 

pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab). Dimaksudkan 

untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 

melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan 

Misi Ketujuh : Menciptakan peluang usaha dan investasi multi 

sektor dengan memberdayakan sumber daya kearifan lokal 

Misi Kedelapan : Meningkatkan penanganan pandemi penyakit 

menular, pencegahan dan pemberantasan narkoba serta 

penanggulangan bencana. 

Misi Kesembilan : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan 

sumber daya alam yang berkualitas    

 

Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja mendapatkan amanah 

untuk menjalankan Misi 3 (Ketiga) “Peningkatan Kualitas SDM 

yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, 

pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan” dan Misi 4 

(keempat) yaitu: “Meningkatkan peran koperasi, UMKM, 

BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka 
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meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing 

dengan berbasis pada ekonomi lokal”. 

 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah yang teknis operasionalnya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati lampung Timur melalui 

Sekretaris Daerah Kabupaten, adapun susunan organisasinya terdiri 

dari : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional; 

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri dari: 

a. Kelompok Jabatan Fungsional. 

4.  Bidang  Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari 

a. Kelompok Jabatan fungsional. 

5.  Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usama Mikro terdiri dari : 

a. Kelompok Jabatan Fungsional. 

6. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja terdiri dari : 

a. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Sedangkan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

dan Tenaga Kabupaten Lampung Timur adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di 

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja; 

2. Pelaksanan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian 

koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi 

tingkat kabupaten; 

3. Pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan 

kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi 

Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu 

dan kantor kas yang wilayah keanggotaanya Kabupaten Lampung 

Timur; 
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4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaporan dan perkembangan 

data koperasi; 

5. Pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan 

koperasi; 

6. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan kepatuhan kelembagaan 

dan pelaksanaan usaha koperasi serta penilaian kesehatan 

koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi baik 

pola konvensional maupun  pola syariah; 

7. Penerapan peraturan dan sanksi kepada koperasi; 

8. Pelaksanaan fasilitasi usaha koperasi tingkat kabupaten dan 

usaha mikro; 

9. Peningkatan kwalitas sumber daya manusian, pengembangan, 

penguatan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro; 

10. Pelaksanaan peningkatan kwalitas kewirausahaan; 

11. Pengkoordinasiaan perumusan kebijakan di bidang 

perkeoperasian, usaha mikro dan tenaga kerja; 

12. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan 

pemberdayaan   koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja di 

tingkat kabupaten; 

13. Pelaksanaan advokasi perlindungan kepada koperasi usaha mikro 

dan tenaga kerja di tingkat kabupaten; 

14. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan 

kewirausahaan baru dan penciptaan iklim usaha kondusif bagi 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tingkat kabupaten; 

15. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja yang 

dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, 

penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku 

kepentingan di tingkat kabupaten; 

16. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala 

usaha menjadi usaha kecil; 

17. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha 

mikro dan tenaga kerja; 

18. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro 

di tingkat kabupaten; 

19. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi, usaha mikro dan 

tenaga kerja tingkat kabupaten; 
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20. Pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi pembina 

dan gerakan koperasi tingkat kabupaten; 

21. Pembinaan organisasi, penempatan dan perluasan tenaga kerja; 

22. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 

23. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 

Sumber Daya (SDM) 

Jumlah Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan 

Tenaga Kabupaten Lampung Timur per Januari 2024 sebanyak 71 

orang, terdiri dari : 

a. Berdasarkan Golongan : 

• Golongan  IV   : 10 orang 

• Golongan  III   : 33 orang 

• Golongan II    : 1 orang 

• Golongan I    : - orang 

• Pegawai Honorer   : 27 orang 

b. Berdasarkan Pendidikan : 

• Pasca Sarjana (S-2)  : 10 orang 

• Sarjana Strata 1(S-1)  : 36 orang 

• Sarjana Muda/ Diploma III : 2 orang 

• SMA     : 2 orang 

• SMP     : - orang 

 

 

1.2. Landasan Hukum 

 

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Usaha Kecil dan  Menengah dan 

Tenaga Kerja  Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 

disusun dengan berpedoman kepada : 

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor  Tahun 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nasional; 

3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 

Tata Cara. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;  

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005-2025. 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

 

1.3.1.  Maksud 

 Maksud Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja adalah menjelaskan rumusan 

prioritas pembangunan, program, sasaran program, indikasi 

kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksanaan kegiatan pada 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Lampung Timur. Selain itu juga Rencana Kerja Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja  Tahun 

2025 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, dimana 

kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama dengan DPRD. 

 

1.3.2.    Tujuan 

         Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Timur adalah : 

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan 

kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif 
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dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta sebagai dasar 

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025. 

2. Memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan 

ke depan. 

3. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus 

dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

BAB II  : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra SKPD 

  2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Timur  

  2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah 

dan Tenaga Kerja 

  2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. 

  2.5.  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan. 

 

BAB III          : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN   

2021 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan 

Provinsi. 
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                                 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.  

 3.3. Program dan Kegiatan. 

 

BAB IV :  PENUTUP 
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BAB II  

 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 

 

 
2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 

 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD merupakan 

kegiatan lanjutan dari pengukuran pencapaian sasaran, maka 

evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja dilaksanakan berpedoman 

pada ukuran-ukuran atau indikator yang telah ditetapkan. Untuk 

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur merencanakan 

program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut :  

▪ Jumlah Program  : 9 Program 

▪ Jumlah Kegiatan  : 16 Kegiatan 

▪ Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan 

▪ Rencana Anggaran : Rp. 6.604.965.872   

Dari Rencana Kerja tersebut, pada akhir tahun 2023 

pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta anggaran 

terealisasi sebagai berikut : 

▪ Jumlah Program  : 9 Program atau 100 % 

▪ Jumlah Kegiatan  : 16 Kegiatan atau 100 % 

▪ Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan 

▪ Jumlah Anggaran  : Rp. 6.294.689.444 atau 95,30 % 

dari Rencana Anggaran Tahun 2023 

 

Sisa anggaran 4,7% dari total angaran belanja langsung tidak 

terserap dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari APBD 

Kabupaten Lampung Timur dan penghematan dari proses 

pengadaan barang dan jasa sehingga hal ini menguntungkan 

pemerintah daerah karena realisasi secara fisik mencapai 100%. 

Secara rinci evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 serta 

Realisasi Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 1 sebagai 

berikut : 
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Tabel 1. Pagu Anggaran dan Realisasi TA. 2023    

No. Nama Program 
Anggaran    

(Rp) 

Realisasi     

(Rp) 
% 

1. Pelatihan Kerja dan 
produktivitas Tenaga Kerja 

25.000.000 24.478.600 97,91 

2. Penempatan Tenaga Kerja 76.000.000 52.179.800 68,66 

3. Hubungan Industrial 115.225.600 112.099.300 97,28 

4. Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

5.541250.148 5.413.227.349 97,69 

5. Pelayanan Izin Usaha Simpan 

Pinjam 

50.000.000 43,717,700 87,44 

6. Pengawasan dan 
Pemeriksaan Koperasi 

30.481.920 30.479.700 99,99 

7. Penilaian Kesehatan 
KSP/USP Koperasi 

25.000.000 25.000.000 100 

8. Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian 

406.770.000 406.770.000 100 

9. Pengembangan UMKM  335.238.804 186.741.004 55,70 

TOTAL JUMLAH 6.604.965.872 6.294.689.444 95,30 

 

 
Untuk Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur merencanakan 

program dan Kegiatan serta jumlah Anggaran sebagai berikut : 

▪ Jumlah Program  : 9 Program 

▪ Jumlah Kegiatan  : 16 Kegiatan 

▪ Jumlah Sub Kegiatan : 36 Sub Kegiatan 

▪ Rencana Anggaran  : Rp. 6.397.662.771 

▪ Terdiri dari : 

            a. Belanja Operasi   : Rp. 6.362.184.771,- 

            b. Belanja Modal  : Rp.      35.478.000,-         

 

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah dan Tenaga Kerja 

Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah 

dan Tenaga Kerja  Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023  

berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan terhadap IKU sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat pada 

tabel-tabel berikut : 
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1. Mewujudkan koperasi, serta usaha kecil, mikro dan menengah yang 

berkualitas 

 

Tabel 1 

Dari Indikator Kinerja Sasaran 1 

No Indikator Target Realisasi Persentase 

pencapaian 

Ket 

1 Persentase Koperasi 

Aktif 

 

25 26,92 107,68  

2 UMKM yang naik 

level 

0,20 1,07 535  

 

Sesuai dengan tabel diatas, indikator koperasi aktif yang 

terealisasi adalah 26,92% dari total koperasi aktif 133 unit untuk 

tahun 2023. Jumlah koperasi berdasarkan ODS pada tahun 2023 

sejumlah 697 koperasi, namun ada 203 unit usaha yang masuk 

dalam pembubaran koperasi, sehingga jumlah koperasi yang ada 

sebanyak 484 unit usaha. 

Untuk indikator UMKM yang naik level pada tahun 2023 

terealisasi 1,07% dari target 0,20%. Pada indikator ini realisasi lebih 

besar dari target dikarenakan adanya kemudahan dalam proses 

pendaftaran NIB dan PIRT. Jumlah UMKM pada tahun 2023 

sebanyak 41.327 unit usaha yang terdiri dari : usaha mikro 

sebanyak 43.636 unit usaha, usaha kecil sebanyak 6.569 unit 

usaha dan usaha menengah sebanyak 122 unit usaha  

Sesuai dengan tabel diatas, evaluasi dan analisis capaian kinerja 

terhadap indikator jumlah Koperasi aktif pada tahun 2023 masuk 

dalam kategori Sangat Tinggi, hal ini disebabkan oleh kesadaran 

berkoperasi pada kelompok masyarakat semakin meningkat. 

Kemudian untuk indikator UMKM yang naik level juga masuk pada 

kategori Sangat Tinggi,  hal ini disebabkan oleh kemudahan-

kemudahan dalam mengurus perizinan baik itu NIB ataupun PIRT. 

Adapun pembinaan yang dilakukan dari Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan menengah dan tenaga Kerja kepada koperasi memberikan 
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pendampingan Pra RAT, penyuluhan perkoperasian, pendampingan 

perizinan koperasi, pengawasan kepada koperasi, penilaian 

kesehatan dan memberikan pelatihan kepada SDM Koperasi berupa 

pelatihan manajemen usaha koperasi, pelatihan bagi pengurus 

koperasi dan pelatihan bagi pengawas koperasi. Adapun untuk 

UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga 

Kerja meningkatkan pembinaan terhadap usaha mikro, memberikan 

fasilitasi berupa bantuan permodalan bagi usaha mikro, 

meingkatkan kapasitas SDM usaha mikro dengan aneka pelatihan 

vokasional antara lain: vokasional aneka kue, vokasional 

pengolahan hasil laut, disamping itu juga dinas berupaya untuk 

memberikan pendampingan kepada UMKM. 

Dari hasil hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran 

Strategis  diperoleh gambaran bahwa Indikator Sasaran 1 yang 

ditetapkan menghasilkan angka capaian  kinerja  untuk indikator 

persentase koperasi aktif 107,68% yang berarti capaian kinerjanya 

masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan untuk indikator 

UMKM yang naik level 535%. Adapun  Sasaran  ini   ditunjang   oleh   

program  yaitu  Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, 

Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pendidikan dan Pelatihan 

Perkoperasian, serta Program Pengembangan UMKM 

Adapun  Sasaran  ini   ditunjang   oleh   program  sebagai 

berikut : 

 

No 

 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

Jumlah 

Pagu 

 

Realisasi 

 

Persentase 

1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA 
SIMPAN PINJAM 

50.000.000 43.717.700 87,44 

 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, 
Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi 
Simpan Pinjam unuk Koperasi dengan Wilayah 
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

50.000.000 43.717.700 87,44 

 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan 
Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor 
Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi 
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

50.000.000 43.717.700 87,44 

2.  PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI 

30.481.920 30.479.700 99,99 

 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, 
koperasi simpan pinjam/unit simpan 

30.481.920 30.479.700 99,99 
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pinjam koperasi yang diwilayah 
keanggotaannya dalam daerah 
kabupaten/kota 

 

 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 
Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas 
Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota 

5.481.920 5.480.000 

 

99,96 

 Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap 
Peraturan Perundang-undangan Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

25.000.000 24.999.700 99,99 

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN 
KSP/USP KOPERASI 

25.000.000 25.000.000 100 

 Penilaian kesehatan koperasi simpan 
pinjam/unit simpan pinjam koperasi 
yang wilayah keanggotaannya dalam 
daerah kabupaten/kota 

25.000.000 25.000.000 100 

 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP 
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

25.000.000 25.000.000 100 

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
PERKOPERASIAN 

406.770.000 406.770.000 100 

 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 
Bagi Koperasi yang wilayah 
keanggotaannya dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

406.770.000 406.770.000 100 

 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 
Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi 
SDM Koperasi 

406.770.000 406.770.000 100 

5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 335.238.80 186.741.000 55,70 

 Pengembangan Usaha Mikro dengan 
Orientasi Peningkatan Skala Usaha 
Menjadi Usaha Kecil 

335.238.80 186.741.000 55,70 

 Fasilitasi Usaha  Mikro Menjadi Usaha Kecil 
dalam Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain 
dan Teknologi 

335.238.80 186.741.000 55,70 

 

Dibawah ini beberapa gambar dari hasil pelaksanaan dari program 

dan kegiatan yang mendukung indikator yang bersumber dari dana 

APBD maupun dana DAK Non Fisik, yang mendukung keberhasilan 

capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Mewujudkan koperasi, serta 

usaha kecil, mikro dan menengah yan berkualitas. 

➢ Untuk Tahun 2023 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja 

mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementrian 

Koperasi dan UKM sebesar Rp. 406.770.000,- adapun dana 

tersebut ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM koperasi 

dan UKM melaui Kegiatan peningkatan kapasitas SDM koperasi. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebayak 4 (empat) Angkatan masing-

masing sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta. Peserta dalam 



15 
 

kegiatan ini terdiri dari 30 (tiga puluh) orang pengurus koperasi 

dan 60 (enam puluh) orang pelaku UKM, sehinggal jumlah 

keseluruhan peserta 120 (seratus dua puluh) orang. Pemateri 

dalam kegiatan ini berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 

Lampung, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kab.Lampung 

Timur, Widya Iswara dan dari pelaku UKM. 
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➢ Melalui kegitan Fasilitasi Usaha  Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam 

Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Dasain dan 

tehnologi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tenaga Kerja 

memberikan fasilitasi sebagai upaya untuk meningkatkan skala usaha menjadi 

usaha kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.238.804,- anggaran 

tersebut diperuntukkan guna pelatihan-pelatihan singkat di beberapa 

kecamatandan dana hibah yang diperuntukkan bagi usaha mikro. Adapun 

pelatihan singkat yang diadakan dibeberapa titik diwilayah Kabupaten Lampung 

Timur dengan materi pembuatan ayam crispy dengan jumlah peserta 30 orang 

dimasing-masing titik, jumlah total 270 orang.  

Pelatihan tersebut dilaksanakan di beberapa Kecamatan, yakni : 

1. Kecamatan Pekalongan 

-  Desa siraman  

-  Desa Tulusrejo 

-  Desa Jojog 

-  Desa Wonosari 

- Desa Ganti Mulyo 

2. Kecamatan Batanghari Nuban : 

-  Desa Trisno Mulyo 

3. Kecamatan Raman Utara : 

-  Desa Raman Aji 

4. Kecamatan Marga Sekampung : 

-  Desa Karya Basuki 

5. Kecamatan Waway Karya 

Selain pelatihan singkat juga dalam kefiatan ini juga memberikan pendampingan terhadap 

usaha mikro serta pemberian hibah berupa uang kepada 14 unit usaha mikro, bantuan 

hibah uang tersebut berkisar Rp. 5.000.000 s.d 30.000.000,- 
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➢ Dalam upaya meningkatkan peluang pemasaran produk UMKM Kabupaten 

Lampung Timur telah bekerjasama dengan retail modern Indomaret dan Alfamart 

untuk 7 (tujuh) produk UMKM : 

 

 

 

 



18 
 

 

 

Upaya lainnya dengan membuat gerai UMKM di tiap titik kecamatan. Sampai 

dengan saat ini akan dibuat 10 titik gerai UMKM, yaitu sebagai berikut : 

Titik gerai UMKM produk makanan ringan : 

• Kecamatan Pekalongan (Madiyati) 

• Kecamatan Labuhan Maringgai (Muslim dan Nur Sabily) 

• Kecamatan bandar Sri Bhawono (Dasih) 

• Kecamatan Way Jepara (Nonya Tulien) 

• Kecamatan Batanghari (Bariah) 

• Kecamatan Sekampung (Kasmiyati) 

• Kecamatan Way Bungur (Gerai Bening) 

• Kecamatan Pugung Raharjo dan Kecamatan Sekampung Udik (Suliyono) 

• Kecamatan Pasir Sakti (Iyem) 

• Kecamatan Waway Karya (Gerai Lek Min) 

Titik Gerai UMKM Ekonomi Kreatif (hand craf) : 

• Kecamatan Purbolinggo (Ishak) 

• Kecamatan Sekampung (Qori) 

• Kecamatan Labuhan ratu (Barata/Rahmat Basuki) 
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2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja 

Tabel 2 

Dari Indikator Kinerja sasaran 2 

 

No Indikator Target Realisasi Persentase 

pencapaian 

Ket 

1 Persentase pencari 

kerja yang mendapat 

pelatihan 

 

1  0 0  

 

Sesuai dengan tabel diatas, untuk indikator persentase pencari kerja 

yang mendapat pelatihan pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0%, 

hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran yang terapkan pada TA 

2023 dan pada tahun 2023 Kabupaten Lampung Timur tidak 

mendapat kuota untuk mengirimkan peserta pelatihan ke BLK 

pusat. Adapun pada sasaran ini pada program Pelatihan Kerja dan 

Produktifitas kerja mengalami efisiensi yang mengakibatkan sasaran 

dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak 

dapat tercapai dengan baik.  

Adapun  Sasaran  ini   ditunjang   oleh   program  yaitu : 

 

No 

 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

Jumlah 

Pagu 

 

Realisasi 

 

Persentase 

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 

25.000.000        24.478.600 97,91 

 Pembinaan Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta (LPKS) 

25.000.000        24.478.600 97,91 

 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta (LPKS) 

25.000.000        24.478.600 97,91 

2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA 
KERJA 

34.342.200            34.272.900                99,80 

 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 31.000.000 19.394.500 62,56 

 Pemeliharaan dan Operasional 
Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 

31.000.000 19.394.500 62,56 

 Perlindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

45.000.000 32.785.300  72,86 

 Peningkatan Perlindungan dan 
Kompetensi Calon Pekerja Migran 

25.000.000    14.776.600  59,11 
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Indonesiia (PMI)/Pekerja Migran 
Indonesiia (PMI) 

 Penyediaan Layanan Terpadu pada 
Calon Pekerja Migran 

25.000.000    14.776.600  59,11 

 

3. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja 

Tabel 3 

Dari Indikator Kinerja sasaran 3 

 

No Indikator Target Realisasi Persentase 

pencapaian 

Ket 

1 Kasus perselisihan hubungan 

industrial yang diselesaikan  

melalui perjanjian bersama  

86  100 11,64  

 

Berdasarkan table 3 diatas dari indikator persentase kasus perselisihan 

hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama 

terealisasi sebesar 100%, dari 2 kasus perselisihan dapat diselesaikan. 

Secara keseluruhan pada sasaran strategis meningkatnya perlindungan 

terhadap tenaga kerja terealisasi sebesar 117,64% yang artinya tingkat 

capaian kinerja dalam kategori sangat tinggi. 

Adapun  Sasaran  ini   ditunjang   oleh   program  yaitu : 

 

No 

 

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan 

 

Jumlah Pagu 

 

Realisasi 

 

Persentase 

1. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 95.000.000 91.939.700 96,77 

 Pencegahan dan Penyelesaian 
Perselisihan Gubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan di Daerah 
kabupaten/Kota 

95.000.000 91.939.700 96,77 

 Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 
Perusahaan yang berakibat/berdampak 
pada kepentingan di 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

30.000.000 26.939.900 89,79 

 Pelaksanaan Operasional Lembaga 
Kerjasama Tripartit Daerah 
Kabupaten/Kota 

65.000.000 64.999.800 99,99 
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Dibawah ini beberapa gambar dari hasil pelaksanaan dari program dan kegiatan yang 

mendukung indikator yang bersumber dari dana APBD, yang mendukung keberhasilan 

capaian kinerja dari sasaran strategis 3 Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga 

kerja. 

➢ Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan 

Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota  

Pada tahun 2023 kasus perselisihan hubungan industrial yang berhasil diselesaikan 

dengan perjanjian bersama oleh mediator tenaga kerja dari 2 kasus dapat terealisasi 

100% 
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2.3  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah dan Tenaga Kerja 

 

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur 

dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan yang berasal 

dari lingkungan dalam (internal) maupun dari lingkungan luar 

(eksternal). Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016-

2021, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan 

pada tahun 2016 – 2021, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dengan 

permasalahannya :  

a. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, antara lain : 

1) Masih kurangnya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan 

teknis di bidang koperasi; 

2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang 

kelancaran tugas lapangan; 

3) Masih kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM 

Pengurus dan Anggota Koperasi) terhadap Standard dan 

Operating Procedure (SOP) dalam pengelolaan koperasi 

(Pembukuan dan pemasaran) serta pemahaman terhadap 

Peraturan Perundang-undangan tentang koperasi; 

 

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : 

1) Mengusulkan Penambahan Pegawai dengan latar belakang 

pendidikan  Teknis di Bidang Koperasi 

2) Penambahan Sarana dan Prasarana secara bertahap 

3) Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan yang menunjang tentang 

pengelolaan Lembaga Koperasi, serta pembinaan dan penyuluhan 

perundang-undangan. 

 

b. Bidang Ketenagakerjaan, antara lain : 

1) Masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lampung 

Timur; 

2) Masih banyaknya pengiriman CPMI keluar negeri yang 

dilakukan secara ilegal; 
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3) Masih besarnya gap permintaan tenaga kerja dengan lulusan 

sekolah/pendidikan; 

4) Masih tingginya pelanggaran terhadap  norma ketenagakerjaan 

di perusahaan. 

 

Adapun solusi untuk permasalahan di atas diantaranya adalah : 

1) Meningkatkan jumlah dan sektor lapangan pekerjaan di Kabupaten 

Lampung Timur; 

2) Perlu ditingkatkan pengawasan/pemantauan terhadap kegiatan 

pengiriman CPMI keluar negeri melalui kerjasama dan koordinasi 

dengan instansi terkait dan LPTKS. 

3)  Meningkatkan kelulusan dengan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi di masyarakat agar mampu bersaing di dunia kerja. 

4)  Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang 

ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan serta melakukan 

monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. 
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BAB III 

 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

 

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang termaktub 

dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sasaran pembangunan 

jangka  menengah  2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang 

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing, peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi yang 

diarahkan untuk memperkuat ketahanan perekonomian domestik 

dan membangun keunggulan global dengan sasaran sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya kontribusi UMKM-K dalam perekonomian. 

2. Meningkatnya daya saing UMKM. 

3. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan 

inovatif. 

4. Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi 

 

Pembangunan ketenagakerjaan dalam kerangka agenda dan 

sasaran pembangunan nasional masuk dalam agenda prioritas 

pembangunan kesatu (nawacita) yaitu menghadirkan kembali 

Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 

aman kepada seluruh warga Negara melalui perlindungan hak dan 

keselamatan pekerja migran dan agenda nawacita keenam yaitu 

meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar 

internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing 

tenaga kerja. 

Adapun Agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan : 

1. Penguatan perencanaan tenaga kerja nasional 

2. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja 

3. Percepatan sertifikasi profesi 

4. Perluasan kesempatan kerja formal 
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5. Penguatan wirausaha produktif 

6. Penciptaan hubungani industrial yang sehat dan produktif 

7. Penegakan hukum ketenagakerjaan 

8. Peningkatan perlindungan pekerja migran 

9. Pelayanan ketenagakerjaan sederhana, transparan dan 

akuntabel. 

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 

Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah “Peningkatan 

Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan 

Berkelanjuta” 

Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 : 

1. Memperkuat    ketahanan    ekonomi    untuk     pertumbuhan    

yang berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan. 

 Yaitu percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan 

daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilain 

tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha. 

2. Mengembangkan   wilayah   untuk    mengurangi    kesenjangan   

dan menjamin pemerataan dengan arah      kebijakan yang 

mengurangi ketimpangan antar wilayah.                    

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan arah 

kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui 

penurunan angka kelahiran total dan memperkuat 

penyelenggaraan tata kelola kependudukan. 

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan arah 

kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental. 

5. Memperkuat     infrastruktur     untuk     mendukung            

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 

6. Membangun  lingkungan  hidup,  meningkatkan  ketahanan  

bencana, dan perubahan iklim dengan arah kebijakan 

pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk 

meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. 

 Terutama penanganan limbah B3 medis pasca pandemic covid 19 

serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai 

penyangga system kehidupan masyarakat.  
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7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan 

transformasi pelayanan publik dengan arah kebijakan untuk 

mewujudkan konsolidasi demokrasi. 

 

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2025 

No Indikator Capaian Nasional 2024 

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,2 - 5,8 

2. Tingkat Pengangguran terbuka (%) 5,5 – 6,2 

3. Tingkat Kemiskinan (%) 8,5 – 9 

4. Indeks Pembangunan Manusia (%) 73,44 – 73,48 

5. Penurunan emisi gas rumah kaca (%) 26,8 – 27,1 

6. Indeks Gini 0,376 -0,378 

7. Nilai tukar petani dan nilai tukar 
nelayan  

102 -
 
1
0
4 

 

b.   Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah “Pemantapan 

Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung 

Berjaya” 

Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2025 : 

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan. 

2. Meningkatkan kualitas SDM. 

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur. 

4. Reformasi Birokrasi. 

5. Kehidupan Masyarakat yang religious, aman, dan berbudaya. 

6. Isu lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana. 

 

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
Tahun 2025 

No Indikator Makro Pembangunan Target 2025 

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,5 – 5,5 

2. Inflasi 3,0 ± 1 

3. PDRB per Kapita  45 – 46 

4. Tingkat Pengannguran terbuka (%) 4,0 – 3,8 

5. Indeks Pembangunan Manusia 70,6 – 70,9 
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6. Indeks Gini  0,293 – 

0,314 7. Nilai Tukar Petani  105 - 106 

8. Tingkat Kemantapan Jalan (%) 78 

9. Tingkat Kemiskinan (%) 11,5 – 10,9 

10. Pertumbuhan PAD 8,47 

11. Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca 

 Kaca 

7,29 

 

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2025 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur 

mengusung Tema : 

“Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, Pelayanan 

Publik, dan Kulaitas Sumber Daya Manusia untuk Produktivitas 

dan Daya Saing”  

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 : 

1. Peningkatan nilai investasi produk dan nilai tambah produk 

lokal;  . 

2. Pembangunan infrastuktur; 

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

4. Peningkatan kualitas hidup yang aman, religius, dan 

berbudaya; 

6. Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi; 

7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 

 

Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 

No Indikator Capaian Daerah 2022 
(Baseline) 

2025 
(Proyeksi) 

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

Belum rilis 3,0-3,5 

2. PDRB per Kapita ADHB 

(juta/kapita/tahun) 

Belum rilis 43,5-45,0 

3. Indeks Pemabangunan 

manusia 

70,85 73,5-74,0 

4. Persentase penduduk miskin 

(%) 

13,98 11,5-12,5 



29 
 

5. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (%) 

3,30 2,0-2,5 

6. Tingkat Kemantapan Jalan 

Kabupaten (%) 

 

(%) 

47,29 49,5-50,0 

 

 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran rencana 

kerja sebagai suatu strategi yang akan dilaksanakan secara nyata 

oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 

Timur pada Tahun 2025 adalah sebagai  berikut : 

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan 

UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-

undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengendalian 

dan pengawasan koperasi. 

2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan 

UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran 

berupa Promosi produk unggulan, kemitraan dan peningkatan 

mutu produk unggulan. 

3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) 

koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan 

pengembangan kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan 

UMKM. 

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 

khususnya pejabat dilingkungan Dinas Koperasi, UKM dan 

Tenaga Kerja. 

5. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada 

sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan akses 

permodalan, pengembangan dan pengendalian KSP yang 

disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi 

pengelolanya, pengembangan sentra UMKM. 

6. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup 

peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum koperasi, 

ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaan koperasi. 
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7. Penyusunan rencana tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur 

sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan 

bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Timur. 

8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan 

Lembaga Pelatihan Kerja. 

9. Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja bagi masarakat 

pencari kerja dan Peningkatan wirausaha produktif. 

10. Penciptaan hubungani industrial yang sehat dan produktif 

11. Meningkatkan perlindungan pekerja migran yang berasal dari 

Kabupaten Lampung Timur. 

 
   3.3  Program dan Kegiatan 

 

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan diatas untuk 

mewujudkannya ditetapkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 

2025 sebagai berikut : 

1.  PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS     

TENAGA KERJA 

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit  

Kompetensi 

➢ Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster 

kompetensi 

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

➢ Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 

➢ Sub Kegiatan Pemeliharaan dan operasional aplikasi 

informasi pasar kerja online 

b. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di 

Daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi 

Calon Pekerja Migan Indonesia (PMI)/Pekerja Migran 

Indonesiia (PMI) 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon 

Pekerja Migran 
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3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 

a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran 

Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya 

beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi 

Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan 

Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang 

berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama 

Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD Perubahan 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-

SKPD Perubahan 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

➢ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN 
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➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan 

keuangan Akhir Tahun SKPD 

➢ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan 

keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

daerah 

➢ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

➢ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

➢ Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

➢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

➢ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah  

➢ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

➢ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

➢ Pemeliharaan/Rehablitasi Gedung kantor dan Bangunan 

Lainnya 

C.  PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 

a. Kegiatan Penerbitan izin  pembukaan kantor cabang, cabang 

pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk 

koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah 

kabupaten/kota 

➢ Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha   

pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor 
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kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan 

wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

  

D. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 

a. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi 

simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang diwilayah 

keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota 

➢ Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, 

Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas koperasi 

kewenangan Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap 

Peraturan Perundang-uandangan Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

E. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP 

a. Kegiatan Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit 

simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 

daerah kabupaten/kota 

➢ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP 

Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

F. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN 

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi 

yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 

➢ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan 

Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Koperasi 

G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 

a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi 

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha kecil 

➢ Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha  Mikro Menjadi Usaha Kecil 

dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 

Pemasaran, SDM, serta Desain dan tehnologi. 

 

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan 

• Pencapaian visi dan misi kepala daerah; 

Visi Kabupaten Lampung Timur adalah : “Rakyat Lampung 

Timur Berjaya”, visi tersebut akan tercapai dengan cara 
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melaksanakan misi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

dan Tenaga kerja Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 

Misi yang Ketiga yaitu : “Peningkatan kualitas SDM yang 

sehat, cerdas dan berkarakter melalui pelayanan kesehata, 

Pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan”, serta 

misi Keempat dari Bupati yaitu : “Meningkatkan peran 

koperasi, UMKM, BUMdes, BUMD, lembaga keuangan lainnya 

dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar 

berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal”  

Kabupaten Lampung Timur dengan melaksanakan seluruh 

Program program dan kegiatan yang berkesinambungan dan 

sejalan agar tercapai misi dan pokok pokok pikiran Bupati yang 

telah ditetapkan, keberhasilan dan pencapaian kinerja Dinas 

yang maksimal akan berpengaruh positif terhadap visi dan misi 

Bupati Lampung Timur, begitu juga sebaliknya apabila kinerja 

Dinas tidak mencapai target yang telah ditentukan akan 

mempengaruhi performa pembangunan secara umum 

pemerintah daerah. 

• Pengentasan pengangguran. 

Pengentasan pengangguran bukan saja menjadi tugas dari 

pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan instansi yang 

bersangkutan tetapi menjadi tugas dan kewajiban dari seluruh 

organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Timur dalam program dan kegiatannya akan menyasar 

masyarakat pencari kerja yang tersebar di beberapa wilayah se 

Kabupaten Lampung Timur. 

Pengembangan ekonomi daerah, diantaranya dengan 

menentukan arah kebijakan pengembangan untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat adalah diantaranya dengan cara : 

• Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian daerah; 

Meningkatkan peran koperasi  disini maksudnya bukan hanya 

dari membentuk koperasi baru, akan tetapi lebih kepada 

melakukan pembinaan yang intensif terhadap koperasi baik itu 

secara kelembagaan dan usaha; 

• Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja 

dengan upaya-upaya sebagai berikut : 
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➢ Pelatihan berbasis kompetensi dan juga pelatihan bagi 

kelompok usaha bersama.  

➢ Fasilitasi perlindungan terhadap PMI dan penempatan tenaga 

kerja.  

➢ Fasilitasi penanganan kasus perselisihan ketenagakerjaan dan 

juga monitoring kepersertaan tenaga kerja dalam jamsostek.  

 

 Dari uraian diatas, dapat digambarkan garis besar mengenai 

rekapitulasi program dan kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja adalah sebagai 

berikut : 

➢ Jumlah program  : 9 (sembilan) program 

➢ Jumlah kegiatan  : 18 (delapan belas ) kegiatan 

➢ Jumlah sub kegiatan       : 39 (tiga puluh sembilan) sub 

kegiatan  

Total kebutuhan dana/pagu indikatif : Rp. 7.880.768.361,- 

(Tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam 

puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) berasal 

dari dana APBD yang dilaksanakan tersebar se- Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

Untuk melihat lebih detail tentang Rencana Program dan Kegiatan 

dapat dilihat pada Tabel Rumusan Program/Kegiatan Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten 

Lampung Timur. 
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BAB IV 

 PENUTUP 

 

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan 

pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi serta merupakan pedoman penyusunan Laporan  

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sebagai bentuk pertanggung 

jawaban tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025. 

 

Demikian semoga Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung 

Timur dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan 

Tenaga Kerja, sehingga secara sinergis seluruh upaya pembangunan 

mampu mewujudkan visi pembangunan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur sebagai daerah yang sejahtera, berdaya saing, religius dan 

berkelanjutan 
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RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 
           

   
           

   

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA      

KODE 

URUSAN/BIDANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN 
PROGRAM/KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 
(OUTCOME)/KEGIATAN/S

UB KEGIATAN (OUTPUT) 

RENCANA TAHUN 2025 
CATATAN 
PENTING 

PRAKIRAAN MAJU 
RENCANA TAHUN 2026 

LOKASI 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/PAGU 
INDIKATIF 

SUMBER 

DANA 
 

TARGET 

CAPAIAN 
KINERJA 

KEBUTUHAN 

DANA/ PAGU 
INDIKATIF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                            
2 

    

    URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB 
YANG TIDAK BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN DSAR 

                 
7.880.768.361  

        

2 07 
      URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG TENAGA KERJA 
                    

426.205.432  
        

2 7 03     PROGRAM PELATIHAN KERJA 
DAN PRODUKTIFITAS TENAGA 
KERJA 

Cakupan masyarakat yang 
dilatih dengan pelatihan 
berbasis kompetensi 

Tersebar 100%               
100.000.000  

        

2 07 03 2.01   Pelaksanaan Pelatihan 
Berdasarkan Unit Kompetensi 

Cakupan masyarakat yang 
dilatih dengan pelatihan 
berbasis kompetensi 

  3%                  
76.000.000  

        

2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan 
dan pelatihan Keterampilan Bagi 
Pencari Kerja Berdasarkan Klaster 
Kompetensi 

Jumlah tenaga kerja yang 
mendapat pelatihan berbasis 
kompetensi pada tahun n 

Lamtim 30 orang                  
76.000.000  

    30 orang                  
2.000.000  

2 07 03 2.02   Pembinaan Lembaga Pelatihan 

Kerja Swasta 

Cakupam terbinanya Lembaga 

Pelatihan Kerja Swasta 

Tersebar 100%                  

24.000.000  

        

2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta 

Jumlah Lembaga Pelatihan 
Kerja Swasta yang Dibina 

Tersebar 10 lembaga                  
24.000.000  

APBD   12 lembaga              
112.500.000  

                            

2 07 04     PROGRAM PENEMPATAN 
TENAGA KERJA 

Pengembangan penempatan 
tenaga kerja 

Tersebar 100%               
211.205.432  

        

2 07 04 2.03   Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya media 
penyebarluasan informasi 
lowongan pekerjaan secara 
online 

Tersebar 1 tahun                  
20.000.000  

        

2 07 04 2.03 01 Pemeliharaan dan operasional 
aplikasi informasi pasar kerja 
online 

Jumlah Data dan Informasi 
yang Dihasilkan Aplikasi 
Informasi Pasar Kerja Online 

Lamtim 500 
dokumen 

                 
20.000.000  

APBD   1200 
dokumen 

             
150.000.000  
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2 07 04 2.04   Perlindungan PMI (Pra dan Purna 
Penempatan) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Terpenuhinya fasilitasi dan 
bantuan dari pemerintah 

daerah kepada CPMI/PMI 
bermasalah 

Tersebar 100%                
191.205.432  

        

2 07 04 2.04 01 Peningkatan Perlindungan dan 
Kompetensi Calon Pekerja Migan 
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran 
Indonesiia (PMI) 

Jumlah CPMI/PMI yang 
Dilindungi dan Ditingkatkan 
Kompetensinya 

Tersebar 1500 orang                
171.205.432  

APBD   1500 orang              
125.000.000  

2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada 
Calon Pekerja Migran 

Jumlah CPMI yang Terlayani 
sesuai Prosedur dalam LTSA 
dan PMI Bermasalah yang 
Ditangani 

Lamtim 1000 orang                  
20.000.000  

APBD Terlaksananya 
pelayanan bagi 
CPMI yang 
optimal 

1200 orang              
125.000.000  

                            

2 07 05     PROGRAM HUBUNGAN 
INDUSTRIAL 

Terbangunnya Hubungan 
Industrial yang harmonis 

Tersebar 100%               
115.000.000  

        

2 07 05 2.01   Pengesahan Peraturan Perusahaan 
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 
Bersama untuk Perusahaan yang 
hanya beroperasi dalam 1 (satu) 
daerah Kabupaten/Kota 

Terlaksananya pengesahan PP 
dan PKB serta pelaksanaan 
Jamsostek 

Tersebar 100%                  
20.000.000  

        

2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan 
Informasi Sarana Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja 

Jumlah Data dan Informasi 
Sarana HI (PP/PKB, Struktur 
Skala Upah, dan LKS Bipartit) 
dan Pekerja yang Terdaftar 
sebagai Peserta Jamsostek 
serta Pengupahan 

Tersebar 30 laporan                  
20.000.000  

APBD   30 laporan              
175.000.000  

2 07 05 2.02   Pencegahan dan Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial, 
Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan di Daerah 
kabupaten/Kota 

Terbinanya hubungan 

industrial yang kondusif dan 
harmonis 

Tersebar 100%                  

95.000.000  

        

2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial, Mogok 
Kerja, dan Penutupan Perusahaan 
yang berakibat/berdampak pada 
kepentingan di 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah perkara perselisihan 
yang terselesaikan 

Tersebar 5 perkara                  
25.000.000  

APBD Fasilitasi 
terhadap 
penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial yang 
terjadi di 
perusahaan 

5 perkara              
210.000.000  
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2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga 
Kerjasama Tripartit Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah LKS Tripartit yang 
dibina 

Tersebar 1 lembaga                  
70.000.000  

APBD Terlaksananya 
program kerja 

lembaga 
kerjasama 
tripartit 
Kabupaten 
Lampung Timur 
dan 
terselenggaranya 

operasional 
dewan 
pengupahan 
Kabupaten 
Lampung Timur 

1 lembaga              
210.000.000  

                            

2 17       URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KOPERASI, USAHA 

KECIL, DAN MENENGAH 

                 
7.454.562.929  

        

2 17 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

Terselengaranya tertib 
perencanaan, penganggaran 
dan laporan evaluasi SKPD 

Lam-Tim 12 bulan            

6.379.562.929  

        

2 17 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Terselengaranya tertib 
perencanaan, penganggaran 
dan laporan evaluasi SKPD 

Lam-Tim 12 bulan                  
55.600.000  

APBD       

2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Lam-Tim 3 dokumen                    
8.000.000  

APBD   3 dokumen                
40.000.000  

2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

Lam-Tim 1 dokumen                    
8.500.000  

APBD   1 dokumen                
30.000.000  

2 17 01 2.01   Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD Perubahan 

umlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD 

Lam-Tim 1 dokumen                    
8.100.000  

    1 dokumen                
30.000.000  

2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD 

Lam-Tim 1 dokumen                    
7.000.000  

APBD   1 dokumen                
35.000.000  

2 17 01 2.01   Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD Perubahan 

Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perubahan DPA-
SKPD 

Lam-Tim 1 dokumen                    
7.000.000  

    1 dokumen                
35.000.000  
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2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Lam-Tim 12 laporan                    
8.500.000  

APBD   12 laporan                  
30.000.00

0  

2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Lam-Tim 4 dokumen                    
8.500.000  

APBD   4 dokumen                
30.000.000  

2 17 01 2.02   Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Tertatanya administrasi 
keuangan 

Lam-Tim 12 bulan             
5.018.231.076  

APBD       

2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

Lam-Tim 43 
orang/bulan 

            
4.851.731.076  

DAU 

  

43 
orang/bulan 

          
4.973.024.353  

2 17 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Lam-Tim 12 laporan 

               
120.000.000  

APBD   12 laporan              
590.000.000  

2 17 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

Lam-Tim 100 
dokumen 

                 
32.000.000  

APBD    200 
dokumen 

               
45.000.000  

2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan 
laporan keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Lam-Tim 1 laporan                    
9.500.000  

APBD   1 laporan                
15.000.000  

2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan 
laporan keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semeste
ran SKPD 

Lam-Tim 12 laporan                    
5.000.000  

APBD   12 laporan                
25.000.000  

                            

2 17 01 2.03   Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah 

Tertib administrasi 
pengelolaan barang daerah 

Lam-Tim 100%                  
28.310.000  

APBD       

2 17 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Lam-Tim 12 laporan                  
28.310.000  

APBD   12 laporan                
50.000.000  

                            

2 17 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat 
daerah 

Cakupan pelaksanaan 
penyediaan jasa penunjang 
kantor 

Lam-Tim 100%                
276.611.293  

APBD       

2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Lam-Tim 1 paket                    
6.000.000  

APBD   1 paket                
10.000.000  
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2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

Lam-Tim 1 paket                  
95.500.000  

APBD   1 paket              
150.000.000  

2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 

Jumlah Paket Peralatan 

Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Lam-Tim 1 paket                  

10.530.000  

APBD   1 paket                

20.000.000  

2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

Lam-Tim 1 paket                    
6.500.000  

    1 paket                
10.000.000  

2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Lam-Tim 1 paket                  
24.000.000  

APBD   1 paket                
45.000.000  

2 17 01 2.06 09  Penyelanggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Lam-Tim 60 laporan                
134.081.293  

APBD   60 laporan              
228.000.000  

                            

2 17 01 2.08   Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Persentase pengadaan barang 
milik daerah penunjang 
urusan pemerintahan daerah 

Lam-Tim 100%                
217.784.000  

        

2 17 01 2.08 02 Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah unit kendaraan 
perorangan dinas atau 
kendaraan dinas jabatan yang 
disediakan 

Lam-Tim 2 unit                
217.784.000  

APBD   2 unit              
225.000.000  

                            

2 17 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Cakupan pelaksanaan 
penyediaan jasa penunjang 
kantor 

Lam-Tim 100%                
446.886.560  

APBD       

2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Lam-Tim 12 laporan                  
48.000.000  

APBD   12 laporan                
52.000.000  

2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Lam-Tim 12 laporan                

398.886.560  

APBD   12 laporan              

400.000.000  

                            

2 17 01 2.09    Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  

Cakupan pemeliharaan barang 
milik daerah 

Lam-Tim 100%                
336.140.000  

APBD       

2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajakny 

Lam-Tim 7 unit                

269.020.000  

APBD   9 unit              

400.000.000  

2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

Lam-Tim 15 unit                  
17.120.000  

APBD   20 unit                
25.000.000  
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2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehablitasi Gedung 
kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi  

Lam-Tim 1 unit                  
50.000.000  

APBD   1 unit                
60.000.000  

                            

2 17 02     Program Pelayanan Izin Usaha 

SIMPAN PINJAM 

Persentase koperasi memiliki 
Sertifikat Nomor Induk 
Koperasi 

Tersebar 100%                 

60.000.000  

APBD       

2 17 02 2.01   Penerbitan izin usaha simpan 
pinjam untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
kabupaten/kota 

Jumlah koperasi yang 
difasilitasi pemenuhan izin 
pembukaan kantor cabang, 
cabang pembantu dan kantor 
kas 

Tersebar 30 unit 
usaha 

                 
60.000.000  

APBD       

2 17 02 2.01 01 Fasilitasi pemenuhan izin usaha 
simpan pinjam dan pembukaan 
kantor cabang, cabang pembantu 
dan kantor kas koperasi simpan 
pinjam untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupaten/kota 

Jumlah Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembukaan Kantor 
Cabang, Cabang Pembantu 
dan Kantor Kas Koperasi 
Simpan Pinjam untuk Koperasi 
dengan Wilayah Keanggotaan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Tersebar 30 unit 
usaha 

                 
60.000.000  

APBD Fasilitasi 
pembuatan NIK 
serta 
pendampingan 
dan edukasi 
pengurusan IUSP 
bekerjasama 
dengan instansi 
terkait 

15                
75.000.000  

                            

2 17 03     PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI 

Persentase koperasi 
menyelenggarakan RAT tepat 
waktu 

Tersebar 50%                 
50.000.000  

        

2 17 03 2.01   Pemeriksaan dan pengawasan 
koperasi, koperasi simpan 
pinjam/unit simpan pinjam 
koperasi yang diwilayah 

keanggotaannya dalam daerah 
kabupaten/kota 

Jumlah koperasi yang 
diperiksa dan diawasi 

Tersebar 30 unit 
usaha 

                 
50.000.000  

APBD       

2 17 03 2.01 03 Penguatan Tata Kelola 
Kelembagaan Koperasi 

Jumlah Koperasi yang Telah 
Dilakukan Pengawasan 
Kekuatan, Kesehatan, 
Kemandirian, Ketangguhan, 
serta Akuntabilitas Koperasi 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

Tersebar 15 unit 
usaha 

                 
25.000.000  

APBD   40 koperasi                
70.000.000  

2 17 03 2.01 04 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan 
dan Pengawasan Koperasi yang 
Wilayah Keanggotaannya Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Koperasi yang 
Memenuhi Peraturan 
Perundang-Undangan 
Kewenangan Kabupaten/Kota 
Kinerja 

Tersebar 15 unit 
usaha 

                 
25.000.000  

APBD   40 koperasi                
60.000.000  

                            

2 17 04     PROGRAM PENILAIAN 

KESEHATAN KSP/USP 
KOPERASI 

Cakupan koperasi yang sehat 
baik usaha dan 
kelembagaannya 

Tersebar 7%                 

25.000.000  

APBD       
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2 17 04 2.01   Penilaian kesehatan koperasi 
simpan pinjam/unit simpan 

pinjam koperasi yang wilayah 
keanggotaannya dalam daerah 
kabupaten/kota 

Terlaksananya penilaian usaha 
dan kelembagaan  koperasi 

serta tersusunnya data 
kesehatan koperasi 

Tersebar 15 unit 
usaha 

                
25.000.000  

APBD       

2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan 
KSP/USP Koperasi Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Unit Usaha Koperasi 
yang Telah Dilakukan 
Penilaian Kesehatan 

Tersebar 15 unit 
usaha 

                 
25.000.000  

APBD   40 koperasi              
100.000.000  

                            

2 17 05     PROGRAM PENDIDIKAN DAN 

LATIHAN PERKOPERASIAN 

Cakupan Meningkatnya 
pemahan dan pengetahuan 
tentang Perkoperasian 

Tersebar 40%               

100.000.000  

APBD       

2 17 05 2.01   Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang 

wilayah keanggotaannya dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Meningkatnya Pemahaman 
dan Pengetahuan 

Perkoperasian serta Kapasitas 
dan Kompetensi SDM Koperasi  

Lamtim 40 koperasi                
100.000.000  

APBD       

2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian Serta 
Kapasitas dan Kompetensi SDM 
Koperasi 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian 

Lamtim 70 orang                
100.000.000  

APBD Penyuluhan 
Pembentukan 

Koperasi, 
Penyuluhan Pra 

RAT dan RAT dan 
Sosialisasi 
Peraturan 

Perkoperasian 

50 koperasi              
890.000.000  

                            

2 17 08     PROGRAM PENGEMBANGAN 
UMKM 

Persentase peningkatan usaha 
mikro binaan menjadi usaha 
kecil 

Tersebar 15%               
840.000.000  

APBD       

2 17 08 2.01   Pengembangan Usaha Mikro 

dengan orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha kecil 

Cakupan UMKM yang dibina Tersebar 2%                

840.000.000  

APBD       

2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha  Mikro Menjadi 
Usaha Kecil dalam Pengembangan 
Produksi dan Pengolahan, 
Pemasaran, SDM, serta Dasain 
dan tehnologi 

Jumlah Unit Usaha Mikro yang 
Terfasilitasi dalam 
Pengembangan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, SDM, 
serta Desain dan Teknologi 

Tersebar 511 unit 
usaha 

               
840.000.000  

APBD   50 
kelompok 

             
575.000.000  

                            

JUMLAH   
           

7.880.768.361  
      

       
10.432.524.353  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dan 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 

tentang Perubahan Ketiga Atas Pertauran Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 22 

Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Pelayanan Sektor Komunikasi dan informatika di Kabupaten Lampung Timur meliputi 

peranan yang sangat penting dan strategis  dalam mendukung, mendorong, dan 

menunjang berkembangnya sektor perekonomian daerah. Oleh sebab itu maka Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab pada 

penyelenggaraan aktivitas komunikasi dan informatika daerah untuk terus berupaya agar 

dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan namun tetap pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi dan Informatika berhubungan langsung 

dengan masyarakat, sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan 

upaya penciptaan kegiatan, ketersediaan informasi yang memadai. 

Selain itu Dinas Komunikasi  dan Informatika melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media 

elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran untuk menggali 

potensi yang berkembang, khususnya dalam ruang lingkup Kabupaten Lampung Timur. 

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan layanan 

komunikasi dan informatika daerah yang tertib dan bertanggungjawab. 

 

I.2 Landasan Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA–

SKPD)  Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

adalah sebagai berikut: 
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1. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 

Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nrgara 

Republik Indonesia Nomor 4844) 

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional  

3. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan 

Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara. Penyusunan 

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.  

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2007 Nomor 22 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 Nomor 19 Tahun 2013 

( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19) 

 

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan tujuan untuk : 

a. Mensinkronisasi prioritas pembangunan dari berbagai kecamatan dan atau 

instansi lain. 

b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 

(satu) tahun berikutnya. 

c. Menyesuaikan prioritas program/kegiatan dengan plafond/pagu dana setiap 

SKPD. 

 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi  dan 

Informatika Kabupaten Lampung Timur yaitu mewujudkan visi dan misi Bupati/Wakil 

Bupati Lampung Timur kedalam rencana kegiatan Pembangunan yang terinci, terarah, 

terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan 2026. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

 

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur     Tahun 

2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan 

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut : 

 

BAB.I.PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, 

maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RKPD. 

 

BAB. II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA TAHUN 2024 

Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023, 

analisis kinerja pelayanan SKPD serta isu-isu penting penyeleggaraan Tugas dan 

Fungsi SKPD 

 

BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

Bab ini berisi tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2025 serta perkiraan tahun 

2026, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2026, arah kebijakan 

ekonomi daerah, analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dan arah 

kebijakan keuangan daerah 

 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN  

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 

 

 
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan  

             Capaian Renstra Dinas 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 

telah melaksanakan sebanyak 5 program dengan 11 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan, 

dengan realisasi kegiatan adalah 95,97 %. Dengan kinerja yang semakin 

ditingkatkan, pada tahun 2025  ini Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan 

realisasi yang lebih besar, yaitu bisa mencapai 99 %. Tentunya hal ini untuk 

mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Timur, yaitu : 

Visi  

 “ Rakyat Lampung Timur Berjaya “. 

Misi  

 

1). Meningkatkan program petani berjaya. 

2). Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis perdesaan. 

3). Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui 

pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial masuarakat. 

4). Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan 

lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya 

saing dengan berbasis pada ekonomi lokal. 

5). Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat. 

6). Meningkatkan Good Governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung 

jawab. 

7).  Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor dengan memberdayakan 

potensi sumber daya kearifan lokal. 

8).  Meningkatkan penanganan Covid-19, pencegahan dan pemebrantasan narkoba 

serta penanggulangan bencana alam. 

9).  Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang 

berkualitas. 
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2.1.1 Tabel Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 

 

NO PROGRAM / KEGIATAN 

BELANJA (RP) CAPAIAN HASIL / KELUARAN 

ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN 
RENCANA 

(%) 
REALISASI 

(%) 
KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 BELANJA DAERAH 9.609.035.559,00 9.221.965.164,00 387.070.395 ,00 100%   95,97    

 BELANJA OPERASI 9.609.035.559,00 9.221.965.164,00 387.070.395 ,00 100%   95,97    

  
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 
          

4.826.071.974,00 
               

4.606.910.934,00  
               

219.150.940,00 100% 95,46   

 
1.  KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, 

DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 
          

54.825166,00 
               

54.452.353,00  
               

362.813,00 100% 99,32  

  
1 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN 

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 
           

  7.847.514,00   7.769.320,00                 78.194,00  100% 99,00   

  
2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 

DOKUMEN RKA SKPD 
        

  8.379.027,00  
                

8.337.253,00  
                                

41.774,00    100% 99,50   

  
3 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 

PERUBAHAN DOKUMEN RKA SKPD 
        

  8.106.855,00  
                

8.068.128,00  
                                

38.727,00    100% 99,52   

  
4 SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN 

DOKUMEN DPA SKPD 
            

6.975.342,00  
                 

6.897.320,00  
                                

78.022,00    100% 98,88   

  
5 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 

DOKUMEN DPA PERUBAHAN SKPD 
            

6.975.342,00  
                  

6.962.320,00  
                 

13.022,00  100% 99,81   

  

6 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 
LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR 
REALISASI KINERJA SKPD 

            
 

8.187.479,00  
                  

8.158.192,00  
                 

31.287,00  100% 99,62   

  
7 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 

DAERAH 
           

8.353.607,00    
                 

8.261.820,00  
                                

81.787,00    100% 98,90   
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2.  KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN 

PERANGKAT  
           

  3.922.252.923,00  
 

3.771.352.273,00  
               

150.900.650,00  100% 96,15   

 
1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN 

TUNJANGAN ASN 
           

3.630.210.829,00  
 

3.489.319.133,00  
               

140.891.696,00  100% 96,12   

 
2 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI 

PELAKSANAAN TUGAS ASN 
        

  226.889.300,00  
                

217.080.000,00  
                                

9.809.300,00    100% 95,68   

 
3 SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN 

DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 
             

34.920.000,00  34.920.000,00                   
                                

0,00    100% 100,00   

 
4 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 
            

8.943.850,00  
                  

8.935.376,00                   8.474,00  100% 99,91,00   

 

5 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 
LAPORAN KEUANGAN 
BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD 

 
            

10.759.549,00  
                 

10.678.096,00  
                                

81.453,00    100% 99,24   

 
6 SUB KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN DAN 

ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 
           

10.529.395,00  
                 

10.419.668,00  
                               

109.727,00    100% 98,96   

 
3.  KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

PERANGKAT DAERAH  
           

0,00   0,00                 0,00  0% 0,0  

 
1 SUB KEGIATAN PENINGKATAN SARANAN DAN 

PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI 
           

7.800.000,00   0,00                 0,00  0% 0,0   
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 5.  KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 
DAERAH   

           
211.848.600,00   162.939.200,00  

               
48.909.400,00  100% 76,91  

 1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN 
INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 
KANTOR 

           
  

 9.984.690,00  9.922.000,00 
               

62.690,00  100% 99,37   

 2 SUB KEGIATAN RALATAN DAN PERELENGKAPAN 
KANTOR 

        
  31.004.991,00  

                
30.827.250,00  

                                
177.741,00    100% 98,57   

  
3 

 
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR 

            
14.009.544,00  

                 
13.954.000,00  

                                
55.544,00    100% 99,60   

  
4 

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN CETAKAN DAN 
PENGGANDAAN 

            
50.309.640,00  

                  
50.309.598,00                   42,00  100% 99,99   

 5 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

           
54.120.000,00    

                 
47.150.000,00  

                                
6.970.000    100% 87,12   

 6 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT 
KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 

        
71.973.400,00  

                 
62.686.146,00  

                                
9.287.254,00    100% 87,10   

 6.  KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH 
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH   

           
0,00  0,00                 0,00  100% 0,00  

 1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PENGADAAN SARANA 
DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU 
BANGUNAN LAINNYA 

 
           

0,00  0,00                 0,00  0% 0,00   
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 7.  KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH DAERAH   

           
208.522.120,00   198.692.644,00  

               
9.829.476,00  100% 95,29  

 1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, 
SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK 

          
17.530.600,00 9.973.543,00  

               
7.557.057,00  100% 56,89   

 2 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN 
UMUM KANTOR 

            
190.991.520,00  188.719.101,00                   

                                
2.272.419,00   100% 98,81   

 8.  KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK 
DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH   

           
 

401.269.500,00  367.564.670,00  
               

33.704.730,00  100% 91,60  

 1 SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA 
PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN 
PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS 
JABATAN 

 
 
 

     38.670.000,00   34.867.960,00  
               

3.802.040,00  100% 80,00   

 2 SUB KEGIATAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA 
PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN 
PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS 
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 

        
   
 

349.923.400,00  
                

320.040.710,00  
                                

29.882.690,00    100% 91,46   

 3 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN 
MESIN LAINNYA 

            
12.676.100,00  12.656.000,00                   

                                
20.000   100% 99,84   
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II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 
          

2.176.983.730,00 
               

2.099.093.400,00  
               

76.064.219,00 100% 96,42   

 

1.  KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

          
 

2.176.983.730,00 
               

2.099.093.400,00  
               

76.064.219,00 100% 96,42  

  
1 SUB KEGIATAN MONITORING OPINI DAN ASPIRASI 

PUBLIK 
           

65.532.008,00   21.364.900,00  
               

44.167.108,00  100% 32,60   

  

2 SUB KEGIATAN MONITORING INFORMASI DAN 
PENETAPAN AGENDA PRORITAS KOMUNIKASI 
PEEMRINTAH DAERAH 

 
        

  161.465.893,00  
                

158.255.500,00  
                                

3.210.393,00    100% 98,01   

  
3 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN KONTEN DAN 

PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 
             

1.094.277.394,00  1.087.429.300,00                   
                                

6.848.094,00    100% 99,37   

  
4 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA 

KOMUNIKASI PUBLIK 
            

 128.832.946,00  
                 

128.390.200,00  
                                

442.746,00    100% 99,66   

  
 

5 
 
SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

            
147.833.675,00  

                  
131.841.100,00  

                 
15.992.575,00  100% 89,18   

  
 

6 
 
SUB KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 

           
523.147.838,00    

                 
523.030.500,00  

                                
117.338,00    100% 99,98   

  
7 SUB KEGIATAN KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU 

KEPENTINGAN 
            

22.804.320,00  
                 

16.589.900,00  
                                

5094.420,00    100% 73,19   

  

8 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA 
DAN PRSARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

           
 

33.089.656,00    
                 

32.092.000,00  
                                

101.545,00    100% 96,98   
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III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN 

INFORMATIKA 
          

2.191.414.202,00 
               

2.142.123.806,00  
               

49.290.396,00 100% 97,75   

 

1.  KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG 
TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT 
DAN SUB DOMAIN DILINGKUP PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
 
          

693.793.494,00 
               

691.315.740,00  
               

2.477.754,00 100% 99,64  

  

1 SUB KEGIATAN PENATALAKSANAAN DAN 
PENGAWASAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 
 
           

  25.768.614,00   23.372.200,00  
               

2.396.414,00  100% 90,70   

  
2 SUB KEGIATAN PEYELENGGARAAN JARINGAN 

INTRA PEMERINTAHAN DAERAH 
        

668.024.880,00  
                

667.943.540,00  
                                

81.340,00    100% 99,99   

 

2.  KEGIATAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN E-
GOVERNMENT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 
          

1.497.620.708,00 
               

1.847.427.422,00  
               

227.758.678,00 100% 89,02  

  

1 SINKRONISASI PENGELOLAAN RENCANA INDUK 
DAN ANGGARAN PEMERINTAHAN BERBASIS 
ELEKTRONIK 

 
           

  144.000.000,00   143.428.500,00  
               

571.500,00  100% 99,60   

  
2 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PUSAT DATA 

PEMERINTAH DAERAH 
        

  11.015.334,00  
                

8.342.900,00  
                                

2.672.434,00    100% 75,74   

 
3 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM 

KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 
 

915.863.467,00 893.272.100,00 22.591.359,00 100% 97,53  

  
4 SUB KEGIATAN SINKRONISASI SISTEM KEAMANAN 

INFORMASI 
             

15.902.643,00  15.415.200,00                   
                                

487.443,00    100% 96,93   
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5 SUB KEGIATAN LAYANAN APLIKASI DAN PROSES 

BISNIS PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK 
            

176.227.378,00  
                 

160.151.185,00  
                                

16.076.193,00    100% 90,88   

 
6 SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM 

PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH 
            

74.254.200,00  
                 

69.877.732,00  
                                

4.376.468,00    100% 94,11   

 

7 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN 
PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA 
CERDAS DAN KOTA CERDAS 

 
 

24.945.900,00 24.945.900,00 0,00 100% 100,00  

  

8 SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN 
PENGELOLAAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEEMRINTAH 
DAERAH 

            
 
 

112.611.786,00  
                  

112.574.541,00 
                 

37.245,00  100% 99.97   

  
9 SUB KEGIATAN PENGELOLAAN GEVERNMENT 

CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) 
           

22.800.000,00    
                 

22.800.000,00    0,00 100% 100,00   

 
III. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK 

SEKTORAL 
          

278.147.188,00 
               

247.332.900,00  
               

30.814.288,00 100% 88,92   

 

1.  KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK 
SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

          
 

278.147.188,00 
               

247.332.900,00  
               

30.814.288,00 100% 88,92  

 

1 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, 
PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA 
STATISTIK SEKTORAL 

 
 

75.979.247,00 52.915.000,00 23.064.247,00 100% 69,64  

 
2 SUB KEGIATAN MEMBANGUN METADATA 

STATISTIK SEKTORAL 
 

202.167.941,00 194.417.900,0 7.750.041,00 100% 96,17  
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III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI 

 
         

136.418.465,00 
               

126.504.124,00  
            

9.914.341,00 100% 92,73   

1.  PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK 
PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 
          

136.418.465,00 
               

126.504.124,00  
              

9.914.341,00 100% 92,73  

1. SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA 
KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI 
SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 
          

136.418.465,00 
               

126.504.124,00  
              

9.914.341,00 100% 92,73  

  TOTAL BELANJA 9.609.035.559,00 9.221.965.164,00 387.070.395 ,00 100%   95,97   
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang 

komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dilaksanakan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi : 

a) Penyediaan koneksi internet 

b) Revitalisasi Jaringan Fiber Optik Perangkat Daerah 

c) Pengelolaan layanan domain dan website desa 

d) Peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik 

e) Peliputan kegiatan pembangunan 

f) Pengelolaan informasi publik melalui media sosial 

g) Pembuatan Portal Satu Data Indonesia 

h) Pembuatan Buku Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral 

 

Capaian kinerja dinas mengenai pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika 

pada tahun 2024 bisa dikatakan baik, tetapi pada tahun anggaran 2025 ini akan lebih 

ditingkatkan lagi. Hal ini tentunya untuk mendukung program-program pembangunan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

 

 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

 

• Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Kabupaten Lampung Timur, 

sehingga data-data akan lebih terkoordinasi. 

• Perlunya Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik dan terintegrasi guna 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur dan 

Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

• Peningkatan Implementasi e-Goverment Kabupaten Lampung Timur. 

• Perlunya meningkatkan penyediaan layanan informasi webside online yang aman 

secara hukum (PDP), teruji kebenarannya (anti-hoaks), dan mudah diakses oleh siapa 

saja. 

• Perlunya pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal. 

• Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan 

pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, 

mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat. 

• Perlunya meningkatkan ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan 

diakses secara mudah dan cepat. 
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• Perlunya kaderisasi dan pelatihan bagi operator PPID di tingkat OPD. 

• Perlunya pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lampung Timur yang menguasai Teknologi Informasi. 

• Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu diupayakan aparaturnya untuk mengikuti 

pelatihan formal. 

• Guna meningkatkan kemampuan tim media sosial dalam membuat berita, maka perlu 

dilaksanakan diklat jurnalistik. 

• Dalam upaya peningkatan kinerja dinas agar lebih berkembang, maka perlu 

dilaksanakan studi banding ke daerah-daerah yang lebih maju dalam pengelolaan 

kegiatan di bidang komunikasi dan informatika. 

• Agar program-program nasional bisa dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan 

Informatika, maka perlu koordinasi yang lebih intensif ke Kementrian Kominfo. 

• Agar pelayanan internet di seluruh PD tidak terhambat, maka anggaran penyediaan 

bandwith harus ditambah lagi supaya mencukupi seluruh Perangkat Daerah, 

Kecamatan hingga ke desa. 

• Guna mengkover penawaran kerjasama dari seluruh media, maka anggaran untuk 

publikasi media massa harus ditambah lagi. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN,   

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 17 Januari 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 

18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024. Berdasarkan lampiran Perpres tersebut, 

pemerintah akan memprioritaskan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang 

berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan, meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, 

revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infra struktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun linkungan hidup, meningkatkan 

ketahanan bencana, dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas polhumkam dan 

tranformasi pelayanan publik.. 

 

RPJMN 2020-2024 adalah penjabaran atas visi dan misi Presiden Joko Widodo dan 

KH. Makruf Amin, merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (2020-2025). RPJMN berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga 

dalam menyusun rencana strategis, bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah, mejadi 

pedoman pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan dasar 

dalam pemantauan dan evaluasi RPJM Nasional. Selain itu RPJMN juga dapat menjadi acuan 

bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 

 

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur 

juga harus merujuk pada Renstra Kementerian Kominfo untuk dapat membantu dan 

mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. 
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Pembangunan Komunikasi dan Informatika nasional sangat berpengaruh besar 

terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang komunikasi dan informasi 

berperan penting dalam kegiatan komunikasi dan informasi keseluruh pelosok tanah air dan 

antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan komunikasi dan informasi berdampak 

signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. 

 

Sesuai arahan RPJNN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 

adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh yang berlandaskan keunggulan kompetitip di berbagai wilayah 

yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 

 

Sementara visi kementerian Kominfo RI adalah : 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, mandiri dan berkepribadian Berdasarkan 

Gotong Royong” 

 

Adapun Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika tersebut di atas yaitu :  

1. Terwujudnya Indonesia Informatif, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan 

antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses 

dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai 

nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

2. Masyarakat sejahtera, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu 

menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan 

aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba 

berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi 

fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani. 

3. Pembangunan kominfo berkelanjutan, adalah pembangunan komunikasi dan 

informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk 

menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna. 

4. Pembangunan kominfo yang merakyat, adalah ketepatan sasaran pembangunan 

kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk 

mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga 

mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa. 

5. Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan, adalah penyelenggaraan 

pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung 

oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan. 
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6. NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang 

menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh- sungguh. 

 

Dari Visi Kementerian Kominfo tersebut ditetapkanlah Rumusan Misi,                            

sebagaimana berikut : 

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 

2. Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri dan Berdaya Saing ; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ; 

4. Mencapi Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ; 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa : 

6. Menegakkan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya : 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga 

8. Pengelolaan pemerintah yang bersih dan terpercaya : 

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Kominfo memberikan arahan bagi daerah 

(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi 

dan Informatika. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RenjaDinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur di Bidang Kominfo, yaitu: 

1. Keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan 

mengakses informasi. 

2. Penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi 

yang didukung oleh teknologi informasi. 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dibidang Komunikasi dan Informasi. 

4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa usaha Bidang 

Komunikasi dan Informatika serta pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat. 

 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1. Tugas Pokok 

Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Komunikasi 

dan Informatika  
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2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 

Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang 

Komunikasi dan Informatika. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. 

d. Pelaksanan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD 

3.2.1 TUJUAN 

1. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika 

yang bertakwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era 

globalisasi. 

2. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan prima 

kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika. 

3. Menyediakan sarana dan prasarana komunikasi, dan informatika sebagai penunjang 

perekonomian di perkotaan dan pedesaan. 

4. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna meningkatkan 

pengetahuan masyarakat disegala bidang. 

5. Terselenggaranya layanan persandian dan layanan statistik sektoral Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur. 

3.2.2 SASARAN 

1. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan kemampuan 

teknis dan disiplin pegawai. 

2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan 

Informatika. 

3. Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi, dan informasi bagi masyarakat. 

4. Meningkatnya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

5. Meningkatnya layanan persandian dan statistik dalam rangka penjaminan keamanan 

informasi dan pembangunan daerah. 
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3.3  PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran guna pencapaian target kinerja jangka menengah 

RPJMD dan Renstra, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung 

Timur mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan  pada Tahun 2025 adalah 

sebagai berikut: 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.  

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD. 

1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA 

SKPD. 

1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 

1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA 

SKPD 

1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.  

2.2.  Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaamn Tugas ASN 

2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun 

2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Semesteran SKPD 

2.6. Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 

 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

3.1. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah 

pada SKPD 
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4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

 

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalsi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

5.5. Sub Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 

5.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

5.7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 

5.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

 

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

  Daerah 

6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. 

 

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah  

    Daerah 

8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan 

8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
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B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah  

    Kabupaten/Kota 

1.1. Sub Kegiatan Relasi Media 

1.2.  Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi 

Masyarakat 

1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik 

1.4. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi 

1.5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik 

C. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika 

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah  

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 

Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama Domain 

Pemerintah Desa 

2. Kegiatan Pengelolaan Government di Lingkup Pemerintah Daerah  

    Kabupaten/Kota 

2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi 

2.2. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus 

yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 

2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 

2.4. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE 

Pemerintah Daerah 

2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi  Penyelenggaraan Kabupaten atau 

kota Cerdas 

2.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

2.7. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam 

rangka Penyelenggaraan SPBE 

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah  

    Kabupaten/Kota 

1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statsistik Sektoral 
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1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan 

Prinsip Satu Data Indonesia 

 

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah  

    Kabupaten/Kota 

1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan 

Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1.2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang 

didalamnya mencakup penjabaran Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan 

Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam 

mencapai tujuan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta menjadi dasar 

untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Lampung Timur agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama 

dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik. 

Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua Pihak dan tersedianya 

anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Lampung Timur serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan 

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk 

mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat,akurat, transparan dan 

adil. 

 

 

Sukadana,               Juni 2025 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

 

 

 

 

 

MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19721018 200003 1 006 
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LAMPIRAN 



PEMERINTAH DAERAH 

2025  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

RENJA  

RANCANGAN  AWAL  RENCANA  KERJA 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 



 

 KATA PENGANTAR 

 
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Akhir 

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 telah disusun sebagai 

dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur untuk 

periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang memuat program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Lampung Timur yang disusun berdasarkan 

pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

Substansi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 

2021-2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2021– 2026 dan memuat agenda prioritas Bupati Lampung Timur. 

Dinamika perubahan lingkungan kerja terjadi begitu cepat 

dengan perubahan pimpinan daerah terutama dengan adanya 

perubahan susunan organisasi perangkat daerah 

 

 



 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Adanya 

penyesuaian struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur menekankan pada 

penyediaan infrastruktur dasar wilayah berupa jalan, jembatan, 

irigasi serta pengembangan wilayah sebagai basis penyusunan 

rencana dan program untuk pembangunan berorientasi hasil yang 

tidak hanya menekankan output namun juga outcome dan impact. 

Akhirnya, dengan izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, 

serta segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang kami mengharapkan seluruh target 

sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur ini dapat 

tercapai sehingga mensukseskan program Pemerintah Daerah 

terutama dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas 

infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial. 

 

 

Sukadana,                             2024 

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  

Kabupaten Lampung Timur  

 

 

 

C. SURYA EDI HW, S.KM. 

NIP. 19671022 198701 1002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus 

memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau 

biasa disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rencana Kerja 

Perangkat Daerah). Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana 

Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rencana Strategis 

Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, 

kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, 

kelompok sasaran, dan pendanaan. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang 

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat 

Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis 

jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian 

Visi dan Misi Daerah. Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga 

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan 

yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam 

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur adalah 

sebagai berikut:  

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja 

Tahap ini dilakukan dengan:  

a. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur;  

b. Melaksanakan orientasi mengenai Rencana Kerja untuk 

penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang;  



 

c. Menyusun tata cara sebagai panduan kerja; dan 

mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. 

2. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum 

dan Penataan Ruang  

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan Rencana Kerja 

Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat 

Edaran Bupati yang mengacu pada rancangan awal RKPD 

Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan tersebut mencakup 

perumusan rancangan Rencana Kerja dan penyajian rancangan 

Rencana Kerja. 

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 

Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan 

untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target 

kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok 

sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang.  

4. Penetapan Rencana Kerja Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan 

Ruang  

Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang disusun dengan sistematika:  

I. Pendahuluan  

II. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah 

tahun lalu 

III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah  

IV. Penutup  

Rancangan akhir Rencana Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Tahun 2025 adalah: 



 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Dati II 

Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah;  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang DaerahDan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 



 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar 

Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 5); 

17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur 

Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Berikut adalah maksud dan tujuan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Lampung Timur:  

1. Maksud  

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

disusun sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode I 

(satu) tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Lampung 

Timur dan berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang. 



 

2. Tujuan  

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

disusun untuk:  

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan 

kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran; 

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan 

Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024; 

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam 

perencanaan anggaran dan program kegiatan yang ada 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

1.2 Landasan Hukum  

1.3 Maksud dan Tujuan  

1.4 Sistematika Penulisan  

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU  

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat 

Daerah 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN  

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  

3.3 Program dan Kegiatan  



 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

BAB V. PENUTUP 



 

BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Perangkat 

Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah 

ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana 

kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan 

kegiatan. Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Lampung 

Timur serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 melaksanakan 10 

Program, 18 Kegiatan serta 53 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah  

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

2.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

2.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 



 

Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum  

3.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  

4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 

Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  

5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai 

dalam Daerah  

6. Program Penataan Gedung  

6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di 

Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung 

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya  

7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kot 

8. Program Penyelenggaraan Jalan 

8.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 

9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil 

Konstruksi 

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   

10.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang 

Daerah Kabupaten/Kota 



 

Berdasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, 

dapat diketahui bahwa masih terdapat program, kegiatan maupun sub 

kegiatan dengan tingkat capaian rendah dikarenakan adanya 

pengajuan Surat Pembayaran Dana yang tidak disetujui oleh BPKAD 

dan terdapat pekerjaan-pekerjaan fisik yang pembayarannya masih 

terhutang . Sehingga anggaran belanja infrastruktur pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami pergeseran yang 

membuat tingkat capaian realisasi anggaran maupun target pada renja 

tidak mampu memenuhi target 100%.  

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dilakukan 

berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

NSPK dan SPM maupun IKK yang sesuai dengan  Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berikut merupakan 

ketentuan dalam pengukuran kinerja utama dan pengukuran kinerja 

program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 

Lampung Timur tahun 2023.  

 

Tabel 2.2  

Pengukuran Kinerja Utama  

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) 
Realisasi 

(%) 
Persentase 

(%)  

1 2 3 4  

Meningkatnya 
Kemantapan Jalan 

Kabupaten 

Persentase panjang 

jalan kabupaten 

dalam kondisi  
mantap 

68 49,17 72,3 

Meningkatnya 
Ketersediaan 

Sumber Daya Air 

yang Mantap 

Persentase 

Peningkatan 

Jaringan Irigasi 

Permukaan Kondisi 
Baik 

5 2,75 55 

Meningkatnya 

Kuantitas Dan 

Kualitas 
Infrastruktur 

Dasar Permukiman 

Persentase Rumah 

Tangga Pengguna 

Sumber Air Minum 
Bersih 

74 88,2 119,18 

Persentase Rumah 
Tangga berfasilitas 

tempat BAB 

43 88,5 205,93 

Persentase Desa 

Yang Terlayani 
10 26,89 268,94 

Meningkatnya 

ketaatan  
terhadap RTRW 

Persentase Ketaatan  

Terhadap RTRW 
56 50,70 90,54 



 

 

Tabel 2.3.  

Pengukuran Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Tahun 2024 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) 

1 2 3 

Meningkatnya Kemantapan 

Jalan Kabupaten 

Persentase panjang jalan 
kabupaten dalam kondisi  

mantap 68 

Meningkatnya Ketersediaan 

Sumber Daya Air yang Mantap 

Persentase Peningkatan 
Jaringan Irigasi Permukaan 

Kondisi Baik 

3 

Meningkatnya Kuantitas Dan 

Kualitas Infrastruktur Dasar 
Permukiman 

Persentase Rumah Tangga 

Pengguna Sumber Air Minum 
Bersih 

89 

Persentase Rumah Tangga 
berfasilitas tempat BAB 

89 

Persentase Desa Yang Terlayani 30 

Meningkatnya ketaatan 

terhadap RTRW 

Persentase Ketaatan Terhadap 

RTRW 
60 

 

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang menyelenggarakan satu urusan yaitu urusan 

pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada tahun 2024 Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan 11 Program 

dan 22 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut: 



 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya serta urusan 

pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur 

pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang 

menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi 

SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih 

terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai 

berikut: 

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk 

pelaksanaan teknis tugas pokok dan fungsi. 

2. Belum tersusunnya basis data yang baik untuk indikator 

kinerja program/kegiatan.  

3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang berfokus 

kepada penanganan jalan kabupaten. 

4. Pengendalian sistem manajemen mutu yang lemah.  

5. Belum adanya inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk 

peningkatan pembangunan jalan dan jembatan. 

6. Pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik 

jalan. 

7. Terbatasnya jumlah alat berat/sarana prasarana pekerjaan 

umum, dan kondisi peralatan yang sudah tidak memadai. 

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung 

berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta 

terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih  

adanya sasaran program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat 

pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya 

pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi 

dan misi kepala daerah. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di 



 

bidang teknis berdampak pada standar pengendalian manajemen mutu 

dan pencapaian SPM dan SGDs, maupun RPJMD Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021 – 2026. 

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka 

meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di 

masa yang akan datang, peluang dan tantangan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: 

1. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

2. Penyusunan basis data yang menyatu dalam dokumen 

perubahan rencana strategi sesuai dengen ketentuan dan 

peraturan terbaru. 

3. Peningkatan angaran untuk penanganan jalan kabupaten dan 

tetap memberi perhatian kepada infrastruktur di daerah 

terisolir dan tertinggal. 

4. Peningkatan kinerja jasa konsultansi untuk perencanaan dan 

pengawasan pekerjaan. 

5. Pemenuhan kriteria kesiapan lokasi pekerjaan. 

6. Penguatan sistem dan mitigasi bencana terkait banjir dan 

longsor, dan kejadian alam yang memerlukan penanganan 

tanggap darurat 

7. Revisi perda tentang alat berat dan rencana pengadaan dan 

peremajaan sarana dan prasarana pekerjaan umum 

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan 

program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah: 

A. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah 

1. Sumber Daya Air  

• Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk 

konstruksi irigasi belum tersedia dengan baik 

• Jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak  

• Bendung irigasi dalam kondisi rusak 

• Masih kurangnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan 

• Minimnya operasional Unit Pengelola Irigasi 

• Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola 

SDA 



 

• Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi 

peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda 

• Kurang optimalnya pengelolaan dan pengawasan 

alokasi air irigasi 

2. Sistem penyediaan air minum  

• Belum update-nya rencana, kebijakan, strategi dan 

teknis spam 

• Kurangnya pembangunan/ peningkatan spam 

jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan 

perdesaan 

• Tidak terpeliharanya spam jaringan perpipaan di 

kawasan perkotaan dan perdesaan 

• Pembangunan baru /peningkatan spam bukan 

jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 

3. Sistem air limbah  

• Belum update-nya rencana, kebijakan, strategi dan 

teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam 

daerah kabupaten/kota 

• Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah 

terpusat skala kota/permukiman 

4. Sistem drainase 

• Belum tersusunnya Outline Plan pada Kawasan 

Genangan 

• Kurangnya Pembangunan Sistem Drainase 

Lingkungan 

5. Bangunan gedung 

• Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli 

Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan 

Gedung, serta Implementasi SIMBG 

• Masih adanya bangunan gedung daerah kabupaten 

yang belum terselesaikan pembangunannya 

• Adanya Bangunan Gedung daerah kabupaten dalam 

kondisi rusak 



 

6. Bangunan dan lingkungannya 

• Belum tersusunannya Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

semua wilayah kabupaten kota 

• Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan 

• Belum tersedianya Database dan Keputusan Bupati 

tentang bangunan Gedung untuk dilindungi dan 

dilestarikan 

7. Tingkat kemantapan jalan 

• Belum tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 

• Terbatasnya Personil tenaga teknis Dinas 

• Leger Jalan belum dikelola dengan baik 

• Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum 

standar lebarnya 

• Pelaksanaan penanganan bencana alam dan mitigasi 

bencana pada pekerjaan jalan dan jembatan belum 

optimal 

• Belum optimalnya pengelolaan asset jalan kabupaten 

• Peningkatan Jalan dan Jembatan Masih terbatas 

penganggarannya 

• Pemeliharaan jalan dan jembatan masih terbatas 

penganggarannya 

8. Pengembangan jasa konstruksi 

• Masih kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi 

• Belum tersusunnya Data dan Informasi Potensi Risiko 

Investasi Infrastruktur 

• Belum tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja 

dan Badan Usaha 

• Belum Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina 

Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif 

dengan data termutakhir 



 

9. Penataan ruang 

• RTRW Kabupaten Belum selesai direvisi 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat 

Daerah 

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam 

penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan 

penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap 

rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5.



 

Tabel 2.5  

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 03 01

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH

20.958.457.354

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH

20.958.457.354

1 03 01 2.01

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

1.750.000.000

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

1.750.000.000

1 03 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat

Daerah (dokumen)

1 1.500.000.000

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat

Daerah (dokumen)

1 1.500.000.000

1 03 01 2.01 02

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Sukadana

Jumlah Dokumen 

RKASKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD (Dokumen)

1 100.000.000

Koordinasi dan 

Penyusunan Dokumen 

RKA-SKPD

Sukadana

Jumlah Dokumen 

RKASKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Dokumen RKA-

SKPD (Dokumen)

1 100.000.000

1 03 01 2.01 06

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Sukadana

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

(Laporan)

1 100.000.000

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Sukadana

Jumlah Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD dan

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD (Laporan)

1 100.000.000

1 03 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah
Sukadana

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

(Laporan)

1 50.000.000
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah
Sukadana

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

(Laporan)

1 50.000.000

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
Sukadana

Jumlah Orang 

yang Menerima 

Gaji dan

Tunjangan ASN 

(Tahun)

1 8.360.783.641
Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN
Sukadana

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN 

(Tahun)

1 8.360.783.641

1 03 01 2.02 02
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN
Sukadana

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan 

Tugas ASN 

(Dokumen)

1 1.008.230.000
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN
Sukadana

Jumlah Dokumen 

Hasil Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN (Dokumen)

1 1.008.230.000

1 03 01 2.02 03

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan 

dan 

Pengujian/Verifika

si Keuangan SKPD 

(Dokumen)

1 150.000.000

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikas

i Keuangan SKPD 

(Dokumen)

1 150.000.000

1 03 01 2.02 05

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Sukadana

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

SKPD (Laporan)

1 20.000.000

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Sukadana

Jumlah Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD dan 

Laporan Hasil 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

(Laporan)

1 20.000.000

1 03 01 2.02
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah
9.599.013.6419.599.013.641

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 01 2.02 06

Pengelolaan dan Penyiapan 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

(Dokumen)

1 20.000.000

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan Pemeriksaan

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut 

Pemeriksaan 

(Dokumen)

1 20.000.000

1 03 01 2.02 07

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan 

/Semesteran SKPD

Sukadana

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulan

an/Semesteran 

SKPD dan 

Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulan

an/Semesteran 

SKPD (Laporan)

1 40.000.000

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulanan 

/Semesteran SKPD

Sukadana

Jumlah Laporan 

Keuangan 

Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD (Laporan)

1 40.000.000

1 03 01 2.03

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

40.000.000

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

40.000.000

1 03 01 2.03 01

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Sukadana

Jumlah Rencana 

Kebutuhan 

Barang Milik 

Daerah SKPD 

(Dokumen)

0 0

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Sukadana

Jumlah Rencana 

Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD 

(Dokumen)

1 0

1 03 01 2.03 06
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

SKPD (Laporan)

1 40.000.000
Penatausahaan Barang 

Milik Daerah pada SKPD
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penatausahaan 

Barang Milik 

Daerah pada SKPD 

(Laporan)

1 40.000.000

1 03 01 2.05

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

60.000.000

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

60.000.000

1 03 01 2.05 03
Pendataan dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian
Sukadana

Jumlah Dokumen 

Pendataan dan 

Pengelolaan 

Admiinistrasi 

Kepegawaian

1 60.000.000

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Sukadana

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

PerundangUndanga

nn (Orang)

1 60.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 01 2.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah
554.000.000

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah
554.000.000

1 03 01 2.06 01

Penyedia Komponen 

Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

Sukadana

Jumlah Paket 

Komponen 

Instalasi 

Listrik/Peneranga

n

Bangunan Kantor 

yang

Disediakan (Paket)

1 9.000.000

Penyedia Komponen 

Instalasi Listrik / 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

Sukadana

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 

yang

Disediakan (Paket)

1 9.000.000

1 03 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
Sukadana

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan (Paket)

7 100.000.000
Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
Sukadana

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan (Paket)

7 100.000.000

1 03 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga
Sukadana

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan (Paket)

1 15.000.000
Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga
Sukadana

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 

Disediakan (Paket)

1 15.000.000

1 03 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor
Sukadana

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan (Paket)

1 200.000.000
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor
Sukadana

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 

Kantor yang 

Disediakan (Paket)

1 200.000.000

1 03 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan
Sukadana

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

(Paket)

1 80.000.000
Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan
Sukadana

Jumlah Paket 

Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

(Paket)

1 80.000.000

1 03 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

Undangan

yang Disediaka 

(Kegiatan)

1 70.000.000

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Sukadana

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan

yang Disediaka 

(Kegiatan)

1 70.000.000

1 03 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Lampung Timur 

dan Luar Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD (Laporan)

1 80.000.000

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Lampung Timur 

dan Luar Daerah

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD (Laporan)

1 80.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 01 2.07

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

6.520.000.000

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

328.412.900

1 03 01 2.07 02

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Sukadana

Jumlah Unit 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Disediakan (Unit) 

1 400.000.000

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Sukadana

Jumlah Unit 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Disediakan (Unit) 

1 278.412.900

1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Sukadana
Jumlah Alat Besar 

yang Disediakan
5 6.100.000.000 Pengadaan Alat Besar Sukadana

Jumlah Alat Besar 

yang Disediakan
1 50.000.000

1 03 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Sukadana

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan 

Lainnya yang 

Disediakan 

(Kegiatan)

1 20.000.000

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Sukadana

Jumlah Unit 

Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

yang Disediakan 

(Kegiatan)

1 50.000.000

1 03 01 2.08

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1.524.443.713

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

1.524.443.713

1 03 01 2.08 01
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

(Laporan)

1 5.000.000
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

(Laporan)

1 5.000.000

1 03 01 2.08 02

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Dyaa 

Air dan Listrik

Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

(Tahun)

1 115.443.713

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Dyaa Air dan Listrik

Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan (Tahun)

1 115.443.713

1 03 01 2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

(Kegiatan)

1 30.000.000
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

(Kegiatan)

1 30.000.000

1 03 01 2.08 04
Penyedia Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

(Tahun)

1 1.374.000.000
Penyedia Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
Sukadana

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan (Tahun)

1 1.374.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 01 2.09

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

911.000.000

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah

911.000.000

1 03 01 2.09 02

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Sukadana

Jumlah 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

(Tahun)

1 596.000.000

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Sukadana

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya 

(Tahun)

1 596.000.000

1 03 01 2.09 03

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Perizinan 

Alat Besar 

Sukadana

Jumlah Alat Besar 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 

Perizinanny 

(Tahun)

1 15.000.000

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar 

Sukadana

Jumlah Alat Besar 

yang Dipelihara dan 

dibayarkan 

Perizinanny (Tahun)

1 15.000.000

1 03 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Sukadana

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara / 

Direhabilitasi

1 300.000.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Sukadana

Jumlah Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara / 

Direhabilitasi

1 300.000.000

1 03 02
PROGRAM PENGELOLAAN 

SUMBER DAYA AIR (SDA)
4.360.000.000

PROGRAM 

PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR (SDA)

4.360.000.000

1 03 02 2.01 

Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

260.000.000

Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman 

Pantai pada Wilayah 

Sungai (WS) dalam 1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

260.000.000

1 03 02 2.01 61

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah 

Perkumpulan 

Petani Pemakai Air 

yang 

Diberdayakan 

(Kelompok)

70 260.000.000

Pembinaan dan 

Pemberdayaan 

Kelembagaan Pengelolaan 

SDA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah 

Perkumpulan 

Petani Pemakai Air 

yang Diberdayakan 

(Kelompok)

70 260.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 02 2.02

Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah 

Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 1 

(Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

4.100.000.000

Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem 

Irigasi Primer dan 

Sekunder pada Daerah 

Irigasi yang Luasnya 

dibawah 1000 Ha dalam 

1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

4.100.000.000

1 03 02 2.02 35

Penyusunan Rencana 

Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan 

Rawa

Lampung Timur

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Bidang Pengairan 

(Dokumen)

1 365.000.000

Penyusunan Rencana 

Teknis dan Dokumen 

Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Irigasi dan 

Rawa

Lampung Timur

Jumlah Dokumen 

Perencanaan 

Bidang Pengairan 

(Dokumen)

1 365.000.000

1 03 02 2.02 14
Rehabilitasi Jaringan 

Irigasi Permukaan
Lampung Timur

Panjang Saluran 

Irigasi Kondisi 

Baik (km)

2,5 2.435.000.000
Rehabilitasi Jaringan 

Irigasi Permukaan
Lampung Timur

Panjang Saluran 

Irigasi Kondisi Baik 

(km)

2,5 2.435.000.000

1 03 02 2.02 21
Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi Permukaan
Lampung Timur

Jumlah Daerah 

Irigasi Kondisi 

Baik (Kawasan)

1 1.100.000.000

Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

Permukaan

Lampung Timur

Jumlah Daerah 

Irigasi Kondisi Baik 

(Kawasan)

1 1.100.000.000

1 03 02 2.02 34
Operasional Kelembagaan 

Pengelola Irigasi
Lampung Timur

Tersedianya 

Operasional UPT 

Pengairan (Tahun)

1 50.000.000
Operasi Unit Pengelola 

Irigasi
Lampung Timur

Tersedianya 

Operasional UPT 

Pengairan (Tahun)

1 50.000.000

1 03 02 2.02 32

Pengelolaan dan 

Pengawasan Alokasi Air 

Irigasi

Lampung Timur

Pengelolaan 

Alokasi Air Irigasi 

(Tahun)

1 150.000.000

Pengelolaan dan 

Pengawasan Alokasi Air 

Irigasi

Lampung Timur
Pengelolaan Alokasi 

Air Irigasi (Tahun)
1 150.000.000

1 03 03

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN AIR 

MINUM 

4.994.000.000

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PENYEDIAAN 

AIR MINUM 

4.994.000.000

1 03 03 2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota

4.994.000.000

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota

4.994.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 03 2.01 22
Pembangunan SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaan 
Lampung Timur

Jumlah Rumah 

Tangga yang 

Terlayani melalui 

Pembangunan 

Baru SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaa 

(Rumah Tangga)

920 2.100.000.000

Pembangunan Baru SPAM 

Bukan Jaringan 

Perpipaan di Kawasan 

Perdesaan 

Lampung Timur

Jumlah Rumah 

Tangga yang 

Terlayani melalui 

Pembangunan Baru 

SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaa 

(Rumah Tangga)

920 2.100.000.000

1 03 03 2.01 25

Penyudunan Rencana , 

Kebijkaan, Strategi dan 

Teknis SPAM

Lampung Timur

Jumlah Rencana, 

Kebijakan, 

Strategi dan 

Teknis SPAM yang 

disusun 

(Dokumen)

1 25.000.000

Penyudunan Rencana , 

Kebijkaan, Strategi dan 

Teknis SPAM

Lampung Timur

Jumlah Rencana, 

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis SPAM 

yang disusun 

(Dokumen)

1 25.000.000

1 03 03 2.01 26
Peningkatan SPAM 

Jaringan Perpipaan 
Lampung Timur

Penyediaan Air 

Minum (Rumah 

Tangga)

400 

Liter/detik
115.000.000

Peningkatan SPAM 

Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perdesaan 

Lampung Timur

Penyediaan Air 

Minum (Rumah 

Tangga)

40 115.000.000

1 03 03 2.01 04
Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 
Lampung Timur

Jumlah 

sambungan 

rumah yang 

terlayani melalui 

Kegiatan Padat 

Karya/SPAM 

Berbasis 

Masyarakat 

(Rumah Tangga)

400 

Liter/detik
2.754.000.000

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan di 

Kawasan Perdesaan

Lampung Timur

Jumlah sambungan 

rumah yang 

terlayani melalui 

Kegiatan Padat 

Karya/SPAM 

Berbasis 

Masyarakat 

(Rumah Tangga)

60 2.754.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 05

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH

600.000.000

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM AIR LIMBAH

725.000.000

1 03 05 2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Air 

Limbah Domestik dalam 

Daerah Kabupaten / Kota

600.000.000

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Air Limbah Domestik 

dalam Daerah 

Kabupaten / Kota

600.000.000

1 03 05 2.01 22

Pembangunan SPALD 

Terpusat Skala 

Permukiman

Lampung Timur

Penyediaan 

Fasilitas BAB 

(Rumah Tangga)

60m3/hari 575.000.000

Pembangunan / 

Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air Limbah 

Terpusat Skala 

Permukiman 

Lampung Timur

Penyediaan 

Fasilitas BAB 

(Rumah Tangga)

1 575.000.000

1 03 05 2.01 01

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 

Lampung Timur

Jumlah Rencana, 

Kebijakan,

Strategi dan 

Teknis SPALD 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang

Disusun 

(Dokumen)

1 25.000.000

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah Rencana, 

Kebijakan,

Strategi dan Teknis 

SPALD dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang

Disusun (Dokumen)

1 25.000.000

1 03 06

PROGRAM PENGELOLAAN 

DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE

703.500.000

PROGRAM 

PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

SISTEM DRAINASE

703.500.000

1 03 06 2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

703.500.000

Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai 

dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

703.500.000

1 03 06 2.01 12
Pembangunan Sistem 

Drainase Lingkungan 
Lampung Timur

Panjang Saluran 

Drainase 

Lingkungan yang 

Dibangun (M)

9 703.500.000

Pembebasan 

Lahan/Tanah untuk 

Penyelenggaraan Jalan

Lampung Timur

Panjang Saluran 

Drainase 

Lingkungan yang 

Dibangun (M)

9 703.500.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 08
PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG
4.996.000.000

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG
4.996.000.000

1 03 08 2.01

Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung di 

Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, 

Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan 

(IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung 

4.996.000.000

Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

4.996.000.000

1 03 08 2.01 01

 Penyelenggaraan 

Penerbitan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG), 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 

Surat Bukti Kepemilikan 

Bangunan Gedung 

(SBKBG),  Rencana Teknis 

Pembongkaran Bangunan 

Gedung (RTB),  Tim Profesi 

Ahli (TPA), Tim Penilai 

Teknis (TPT), Penilik, dan 

Pendataan Bangunan 

Gedung melalui SIMBG

Lampung Timur

Jumlah 

Penyelenggaraan 

Penerbitan 

Persyaratan 

Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat 

Laik Fungsi (SLF), 

peran Tim Profesi 

Ahli (TPA), 

Pendataan 

Bangunan 

Gedung, serta 

Implementasi 

SIMBG (Dokumen)

190 150.000.000

Pelaksanaan Pelatihan 

Tenaga Terampil 

Konstruksi

Lampung Timur

Jumlah 

Penyelenggaraan 

Penerbitan 

Persyaratan 

Bangunan Gedung 

(PBG), Sertifikat 

Laik Fungsi (SLF), 

peran Tim Profesi 

Ahli (TPA), 

Pendataan 

Bangunan Gedung, 

serta Implementasi 

SIMBG (Dokumen)

190 150.000.000

1 03 08 2.01 02

 Pembangunan, 

Pemanfaatan,  Pelestariaan 

dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan 

Bangunan Gedung 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

(Dokumen)

2 4.306.000.000

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan, dan 

Pemanfaatan Bangunan 

Gedung Daerah 

Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Pengawasan dan 

Pemanfaatan 

Bangunan Gedung 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

(Dokumen)

2 4.306.000.000

1 03 08 2.01 12

 Pengubahsuaian 

Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah Bangunan 

Gedung untuk 

Kepentingan 

Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang Dilakukan 

Rehabilitasi, 

Renovasi dan 

Ubahsuai (Unit)

6 540.000.000

Rehabilitasi, Renovasi dan 

Ubahsuai Bangunan 

Gedung untuk 

Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota

Lampung Timur

Jumlah Bangunan 

Gedung untuk 

Kepentingan 

Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota 

yang Dilakukan 

Rehabilitasi, 

Renovasi dan 

Ubahsuai (Unit)

6 540.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 09

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA

5.322.500.000

PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN DAN 

LINGKUNGANNYA

5.322.500.000

1 03 09 2.01

Penyelenggaraan 

Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya di Daerah 

Kabupaten/Kota

5.322.500.000

Pengawasan Tertib 

Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan dan 

Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi

5.322.500.000

1 03 09 2.01 03

 Penataan Bangunan dan 

Lingkungan Kawasan Cagar 

Budaya, Kawasan 

Pariwisata, Kawasan Sistem 

Perkotaan Nasional dan 

Kawasan Strategis Lainnya

Lampung Timur

Jumlah Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan Cagar 

Budaya dan 

Tradisional 

Bersejarah, 

Kawasan 

Pariwisata,  

Kawasan Sistem 

Perkotaan

Nasional dan 

Kawasan Strategis 

Lainny (Kawasan)

5.322.500.000

Kegiatan Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan

Lampung Timur

Jumlah Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan di 

Kawasan Cagar 

Budaya dan 

Tradisional 

Bersejarah, 

Kawasan 

Pariwisata,  

Kawasan Sistem 

Perkotaan

Nasional dan 

Kawasan Strategis 

Lainny (Kawasan)

5.322.500.000

1 03 10

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN

99.768.377.646

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

JALAN

99.768.377.646

1 03 10 2.01
Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota
99.768.377.646

Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota
99.768.377.646

1 03 10 2.01 01

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, dan Strategi 

Pengembangan Jaringan 

Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan

Lampung Timur

Jumlah Dokumen 

Hasil pelaksanaan 

Advis dan 

Layanan Teknis, 

Kajian Kebijakan, 

Bantuan Teknis,

Bimbingan Teknis, 

Pengelolaan 

Pengendalian 

(Dokumen)

1 240.000.000

Penyusunan Rencana, 

Kebijakan, dan Strategi 

Pengembangan Jaringan 

Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan

Lampung Timur

Jumlah Dokumen 

Hasil pelaksanaan 

Advis dan Layanan 

Teknis, Kajian 

Kebijakan, Bantuan 

Teknis,

Bimbingan Teknis, 

Pengelolaan 

Pengendalian 

(Dokumen)

1 240.000.000

1 03 10 2.01 04
Survey Kondisi Jalan/ 

Jembatan
Lampung Timur

Jumlah Data dan 

Informasi

Terkait Kondisi 

Jalan/Jembatan 

(Dokumen)

1 1.500.000.000
Survey Kondisi Jalan/ 

Jembatan
Lampung Timur

Jumlah Data dan 

Informasi

Terkait Kondisi 

Jalan/Jembatan 

(Dokumen)

1 1.500.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Lampung Timur

Panjang Jalan 

yang Dilakukan 

Rekonstruksi 

Jalan (KM)

18 63.073.377.646
Pemeliharaan Berkala 

Jalan
Lampung Timur

Panjang Jalan yang 

Dilakukan 

Rekonstruksi Jalan 

(KM)

18 63.073.377.646

1 03 10 2.01 10
Pemeliharaan Berkala 

Jalan
Lampung Timur

Panjang Jalan 

yang Dilakukan 

Pemeliharaan 

Secara Berkala 

(KM)

36 15.000.000.000 Pemeliharaan Rutin Jalan Lampung Timur

Panjang Jalan yang 

Dilakukan 

Pemeliharaan 

Secara Berkala 

(KM)

36 15.000.000.000

1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Lampung Timur

Panjang Jalan 

yang Dilakukan 

Pemeliharaan 

Secara Rutin (KM)

3 2.108.000.000 Pembangunan Jembatan Lampung Timur

Panjang Jalan yang 

Dilakukan 

Pemeliharaan 

Secara Rutin (KM)

3 2.108.000.000

1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Lampung Timur

Panjang Jembatan 

yang Dibangun 

(M)

2 17.000.000.000 Rehabilitasi Jembatan Lampung Timur
Panjang Jembatan 

yang Dibangun (M)
2 17.000.000.000

1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Lampung Timur

Panjang Jembatan 

yang Dilakukan 

Rehabilitasi (M)

1 847.000.000 Rehabilitasi Jembatan Lampung Timur

Panjang Jembatan 

yang Dilakukan 

Rehabilitasi (M)

1 847.000.000

1 03 11

PROGRAM 

PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI 

1.050.000.000

PROGRAM 

PENGEMBANGAN JASA 

KONSTRUKSI 

1.050.000.000

1 03 11 2.01

Penyelenggaraan 

Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi

1.050.000.000

Penyelenggaraan Pelatihan 

Tenaga Terampil 

Konstruksi

1.050.000.000

1 03 11 2.01 04

Pelaksanaan Pelatihan 

Tenaga Terampil 

Konstruksi

Lampung Timur 

Jumlah Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi 

Jabatan Operator 

dan Teknisi atau 

Analis yang 

Mengikuti 

Pelatihan (Orang)

90 550.000.000

Pelaksanaan Pelatihan 

Tenaga Terampil 

Konstruksi

Jumlah Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan 

Operator dan 

Teknisi atau Analis 

yang Mengikuti 

Pelatihan (Orang)

90 550.000.000

1 03 11 2.01 06
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga 

Terampil Konstruksi
Lampung Timur 

Jumlah Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi 

Jabatan Operator 

dan Teknisi atau 

Analis yang 

Tersertifikasi 

(Orang)

60 500.000.000

Fasilitasi Sertifikasi 

Tenaga Terampil 

Konstruksi

Jumlah Tenaga 

Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Jabatan 

Operator dan 

Teknisi atau Analis 

yang Tersertifikasi 

(Orang)

60 500.000.000



Program / Kegiatan / sub 

kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Program / Kegiatan / 

Sub Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 

Capaian 

Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)
Catatan 

Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode

Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD Hasil Analisa Kebutuhan

1 03 12

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG

1.717.165.000

PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG

1.717.165.000

1 03 12 2.03

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota

1.717.165.000

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang 

Daerah Kabupaten/Kota

1.717.165.000

1 03 12 2.03 05

Pelaksanaan Sinkronisasi 

Program Pemanfaatan 

Ruang

Lampung Timur 

Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan 

Ruang untuk

Investasi dan 

Pembangunan 

Daerah (Dokumen)

30 1.717.165.000

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang untuk Investasi 

dan Pembangunan Daerah

Lampung Timur 

Jumlah Dokumen 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang 

untuk

Investasi dan 

Pembangunan 

Daerah (Dokumen)

30 1.717.165.000

Jumlah 144.470.000.000 144.470.000.000Jumlah



 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

Berdasarkan pada kedudukan dan fungsinya serta urusan 

pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur 

pelaksana pemerintah daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten di bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi yang 

menjadi kewenangan, tugas pembantuan dan tugas lain sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi 

SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih 

terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai 

berikut: 

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk 

pelaksanaan teknis tugas pokok dan fungsi. 

2. Belum tersusunnya basis data yang baik untuk indikator 

kinerja program/kegiatan.  

3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur yang berfokus 

kepada penanganan jalan kabupaten. 

4. Pengendalian sistem manajemen mutu yang lemah.  

5. Belum adanya inventarisasi kebutuhan pengadaan lahan untuk 

peningkatan pembangunan jalan dan jembatan. 

6. Pemetaan lokasi rawan longsor serta bencana alam ruang milik 

jalan. 

7. Terbatasnya jumlah alat berat/sarana prasarana pekerjaan 

umum, dan kondisi peralatan yang sudah tidak memadai. 

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung 

berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta 

terhadap capaian program nasional, seperti SPM dan SDGs. Masih  

adanya sasaran program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat 

pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya 

pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak pada pencapaian visi 

dan misi kepala daerah. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten di 



 

bidang teknis berdampak pada standar pengendalian manajemen mutu 

dan pencapaian SPM dan SGDs, maupun RPJMD Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021 – 2026. 

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka 

meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di 

masa yang akan datang, peluang dan tantangan dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah: 

1. Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. 

2. Penyusunan basis data yang menyatu dalam dokumen 

perubahan rencana strategi sesuai dengen ketentuan dan 

peraturan terbaru. 

3. Peningkatan angaran untuk penanganan jalan kabupaten dan 

tetap memberi perhatian kepada infrastruktur di daerah 

terisolir dan tertinggal. 

4. Peningkatan kinerja jasa konsultansi untuk perencanaan dan 

pengawasan pekerjaan. 

5. Pemenuhan kriteria kesiapan lokasi pekerjaan. 

6. Penguatan sistem dan mitigasi bencana terkait banjir dan 

longsor, dan kejadian alam yang memerlukan penanganan 

tanggap darurat 

7. Revisi perda tentang alat berat dan rencana pengadaan dan 

peremajaan sarana dan prasarana pekerjaan umum 

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan 

program dan kegiatan prioritas tahun 2025 adalah: 

A. Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah 

1. Sumber Daya Air  

• Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk 

konstruksi irigasi belum tersedia dengan baik 

• Jaringan irigasi permukaan dalam kondisi rusak  

• Bendung irigasi dalam kondisi rusak 

• Masih kurangnya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan 

Irigasi Permukaan 

• Minimnya operasional Unit Pengelola Irigasi 

• Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pengelola 

SDA 



 

• Perlu ditingkatkannya koordinasi dan sinkronisasi 

peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sda 

• Kurang optimalnya pengelolaan dan pengawasan 

alokasi air irigasi 

2. Sistem penyediaan air minum  

• Belum update-nya rencana, kebijakan, strategi dan 

teknis spam 

• Kurangnya pembangunan/ peningkatan spam 

jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan 

perdesaan 

• Tidak terpeliharanya spam jaringan perpipaan di 

kawasan perkotaan dan perdesaan 

• Pembangunan baru /peningkatan spam bukan 

jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 

3. Sistem air limbah  

• Belum update-nya rencana, kebijakan, strategi dan 

teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam 

daerah kabupaten/kota 

• Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah 

terpusat skala kota/permukiman 

4. Sistem drainase 

• Belum tersusunnya Outline Plan pada Kawasan 

Genangan 

• Kurangnya Pembangunan Sistem Drainase 

Lingkungan 

5. Bangunan gedung 

• Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli 

Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan 

Gedung, serta Implementasi SIMBG 

• Masih adanya bangunan gedung daerah kabupaten 

yang belum terselesaikan pembangunannya 

• Adanya Bangunan Gedung daerah kabupaten dalam 

kondisi rusak 



 

6. Bangunan dan lingkungannya 

• Belum tersusunannya Rencana, Kebijakan, Strategi dan 

Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di 

semua wilayah kabupaten kota 

• Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan 

• Belum tersedianya Database dan Keputusan Bupati 

tentang bangunan Gedung untuk dilindungi dan 

dilestarikan 

7. Tingkat kemantapan jalan 

• Belum tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi 

Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan 

Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 

• Terbatasnya Personil tenaga teknis Dinas 

• Leger Jalan belum dikelola dengan baik 

• Masih banyaknya ruas jalan kabupaten yang belum 

standar lebarnya 

• Pelaksanaan penanganan bencana alam dan mitigasi 

bencana pada pekerjaan jalan dan jembatan belum 

optimal 

• Belum optimalnya pengelolaan asset jalan kabupaten 

• Peningkatan Jalan dan Jembatan Masih terbatas 

penganggarannya 

• Pemeliharaan jalan dan jembatan masih terbatas 

penganggarannya 

8. Pengembangan jasa konstruksi 

• Masih kurangnya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 

Terampil Konstruksi 

• Belum tersusunnya Data dan Informasi Potensi Risiko 

Investasi Infrastruktur 

• Belum tersusunnya Data dan Informasi Tenaga Kerja 

dan Badan Usaha 

• Belum Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina 

Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif 

dengan data termutakhir 



 

9. Penataan ruang 

• RTRW Kabupaten Belum selesai direvisi 

 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat 

Daerah 

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam 

penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan 

penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap 

rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5.



 

Tabel 2.5  

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 



 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang merupakan hasil rumusan perencanaan yang di 

mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam 

perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan 

untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang 

tidak tertampung dalam pintu perencanaan. 

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini 

melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan 

kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil 

melalui proses E-planning dan E-Pokir. 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugasnya yaitu sebagai 

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas 

pembantuan, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur 

mempunyai fungsi, sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan 

standar pedoman di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 

2. Penyediaan dukungan/bantuan untk kerjasama antar 

kecamatan dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah; 

3. Penyediaan dukungan/bantuan untuuk pengelolaan sumber 

daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi, dan pemeliharaan 

jaringan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; 

4. Pemberian rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan 

jembatan, irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum; 

5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi 

beserta bangunan pelengkapnya, jalan dan jembatan berserta 

simpul-simpulnya; 

6. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan 

koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, 

jalan dan jembatan; 

7. Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan 

sumber daya air, jalan dan jembatan; 

8. Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran. 



 

BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah 

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yaitu 

“Rakyat Lampung Timur Berjaya”. Sedangkan misi nya 

adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan Program Petani Berjaya  

b. Peningkatan pembangunan infrastruktur multi sektor 

berbasis perdesaan 

c. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan 

berkarakter melalui pelayanan Kesehatan, Pendidikan, 

keagamaan, dan social kemasyarakatan 

d. Meningkatkan peran korupsi, UMKM, BUMDes, BUMD, 

Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan 

perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan 

berbasis pada ekonomi local 

e. Meningkatkan Pendidikan politik dan kesadaran hukum 

masyarakat  

f. Meningkatkan good governance (tata kelola 

pemerintahan) yang bertanggungjawab 

g. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor 

dengan memberdayakan potensi sumber daya kearifan 

lokal 

h. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, 

pencegahan dan pemberantasan narkoba serta 

penanggulangan bencana 

i. Meningkatkan tata Kelola lingkungan hidup dan sumber 

daya alam yang berkualitas  

Rancangan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2025 memiliki tema yaitu “Melanjutkan 

Pembangunan SDM, Ekonomi Infrastruktur dan Pelayanan 

Publik untuk Penguatan Fondasi Transformasi Daerah 

Berkelanjutan” 



 

. Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan Kualitas SDM Berkualitas dan Berdaya 

Saing Tinggi;  

b. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi 

Daerah Berkelanjutan; 

c. Memantapkan Infrastruktur Mendukung Peningkatan 

Ekonomi dan Pelayanan Dasar;  

d. Meningktkan layanan SPM, Penanggulangan Kemiskinan, 

Prevalensi Stunting dan Perlindungan Sosial Masyarakat; 

e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan 

Publik Berkualitas dan Merata; 

f. Membangun Keluarga Berkualitas, Perlindungan Anak 

dan Perempuan, serta Pemuda dan Olahraga; 

g. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; 

 

Tabel 3.3  

Rancangan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 

No. Indikator Capaian Daerah 
2022 

(Baseline) 
2025 

1 
Indeks Pembangunan 

Manusia 
72,44 73,97 

2 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka (%) 

3,30 3 

3 LPE Non Migas (%) 5,20 5,2 

4 LPE Migas (%) 2,02 3,02 

5 PDRB per Kapita (juta/th) 44,15 46,5 

6 
Kemantapan Jalan 
Kabupaten (%) 

47,29 52 

7 
Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

64,16 64,5 

8 Tingkat Kemiskinan 13,8 12,36 

9 Prevelensi Stunting 18,1 15,3 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada 

Visi, Misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat 

serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai 

dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga 



 

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan 

semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi 

suatu organisasi. 

Pada tahun 2019, Bupati Lampung Timur telah 

mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 59 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung 

Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang melakukan review terhadap renstra 

OPD dan merefokuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi. 

Arah kebijakan pembangunan untuk urusan Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yaitu: 

➢ Pemenuhan SPM Bidang PUPR 

➢ Peningkatan Konektivitas wilayah 

➢ Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman 

➢ Penyelesaian RTRW/RDTR serta Penegndalian Pemanfaatan 

Ruang 

➢ Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara 

Tertib dan Handal 

 

Terkait dengan uraian diatas, dalam rangka meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka perlu 

ditetapkan tujuan dan sasaran yang bersinergi dengan Rencana 

Strategis 5 (lima) tahunan, yaitu:      

 



 

3.3 Program dan Kegiatan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 

merumuskan program dan kegiatan mempertimbangkan faktor-

faktor antara lain: 

➢ Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan 

Renstra Perangkat Daerah yaitu aspek pelayanan umum, 

fokus layanan urusan wajib, bidang urusan pekerjaan umum 

dan penataan ruang, dengan indikator kinerja pembangunan 

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 50%. 

➢ Pencapaian Sustain Development Goals 

Sebagai kesepakatan pembangunan global, program dan 

kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

mempertimbangkan agenda Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan dengan berdasarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan, dan Rencana Aksi Daerah Kabupaten 

Lampung Timur dengan tujuan yang berkaitan dengan Tugas 

dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

adalah : 

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan 

2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan 

dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian 

Berkelanjutan 

3. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan 

Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong 

Inovasi 

4. Mengurangi Kesenjangan 

5. Membangun Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, 

Tangguh dan Berkelanjutan 

➢ Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan 

Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan 

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bidang 



 

Urusan Pekerjaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota terdiri 

dari dua jenis pelayanan dasar, yaitu :  

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan  

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik  

➢ Pendayagunaan potensi ekonomi daerah khususnya yang 

berbasis agribisnis, untuk mendukung hal itu Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan fokus pada 

penyediaan infrastruktur jalan untuk prasarana transportasi 

logistik dan kegiatan ekonomi serta penyediaan irigasi 

pertanian untuk mendukung kebijakan ketahanan pangan. 

➢ Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, dalam 

rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dan 

penyediaan infrastruktur yang tangguh, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang akan membangun prasarana 

dasar transportasi dengan strategi untuk mengembangkan 

wilayah strategis dan cepat tumbuh dan mengurangi 

ketertinggalan daerah-daerah terisolir.  

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

tahun 2024 mencakup 10 program yang terdiri 18 kegiatan serta 

53 Sub Kegiatan. 



 

Tabel 3.5  

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

Tahun 2023 



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2025

NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 144.470.000.000,00 150.541.000.000,00

1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

138.370.000.000,00 144.441.000.000,00

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN
RUANG

138.370.000.000,00 144.441.000.000,00

1. 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perangkat daerah

76.61 % 76.61 % 14.858.457.354,00 76.61 % 14.727.457.354,00

1.03.01.2.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja (Laporan)

- 19 Laporan 1.750.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Layanan
Publik
Berkualitas
& Merata

Kabupaten Lampung
Timur

- 1.750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

 1 Dokumen 1.500.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Meningkatk
an Tata
Kelola Pem
erintahan
dan
Layanan
Publik
Berkualitas
& Merata

Kabupaten Lampung
Timur

 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

- Kabupaten Lampung
Timur

 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Layanan administrasi
keuangan

- 6 Kegiatan 9.599.013.641,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 9.599.013.641,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

 97
Orang/bulan

8.360.783.641,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 8.360.783.641,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

 1 Dokumen 1.008.230.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 1.008.230.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulana
n/Semesteran SKPD

 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

Jumlah layanan administrasi
Barang Milik Daerah

- 2 Kegiatan 40.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

- 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 40.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah layanan administrasi
kepegawaian (orang)

- 132 Pegawai 60.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

- 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 60.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah layanan administrasi
umum

- 7 Kegiatan 554.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 554.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan

 1 Paket 9.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 9.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

 4 Paket 100.000.000,00 - - - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

 1 Paket 200.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

 1 Paket 80.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 70.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

 1 Laporan 80.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 80.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan Barang
Milik Daerah

- 18 Unit 420.000.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 520.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan

 1 Unit 400.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah layanan Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

- 4 Kegiatan 1.524.443.713,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 1.393.443.713,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

 1 Laporan 115.443.713,00 - DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 115.443.713,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

 0 Laporan 30.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan

 1 Laporan 1.374.000.000,00 - DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 1.243.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Pemeliaharaan
Barang Milik Daerah

- 3 Kegiatan 911.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 811.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

 47 Unit 596.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 596.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Alat Besar yang
Dipelihara dan dibayarkan
Perizinannya

 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 15.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

2. 1.03.02 PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR (SDA)

Persentase jaringan irigasi
permukaan kondisi baik
Luas jaringan irigasi
permukaan
kewenangandaerah yang
dibangun
Persentase luas sawah
beririgasi

15�%
200�Ha
200�Ha
54�%

12 %
150 Ha
53 %

4.360.000.000,00 15�%
200�Ha
200�Ha
54�%

4.360.000.000,00



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman Pantai
pada Wilayah Sungai (WS)
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelola SDA yang
diberdayakan (Orang)

- 70 Orang/Kel
ompok

260.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

- 260.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga
Pengelolaan SDA
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Dibina
dan Diberdayakan

 40 Lembaga 260.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 260.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.02 Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya
di Bawah 1000 Ha dalam 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Panjang Saluran Irigasi
dalam Kondisi Baik

- 3.8 KM 4.100.000.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 4.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Panjang Jaringan Irigasi
Permukaan yang
Direhabilitasi

 3 KM 2.435.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 2.435.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Panjang Jaringan Irigasi
Permukaan yang
Dioperasikan dan Dipelihara

 50 KM 1.100.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi yang
Terkelola dan Terawasi
Alokasi Airnya

 58 DI 150.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

Jumlah Lembaga Pengelola
Irigasi yang beroperasi

 1 Lembaga 50.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

- Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

0  0 0 365.000.000,00 - DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- - Kabupaten Lampung
Timur

 365.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. 1.03.03 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

Indeks kategori kinerja
PDAM
Persentase rumah tangga
yang menempati hunian
dengan akses air minum
layak
Persentase rumah tangga
dengan akses air minum
jaringan perpipaan
Persentase rumah tangga
yang menempati hunian
dengan akses air minum
aman

99�%
79,2�%
2,95�%
10�%

2,9 %
79 %
8 %
98,88 %

4.994.000.000,00 99�%
79,2�%
2,95�%
10�%

5.094.000.000,00

1.03.03.2.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah rumah tangga
pengguna sumber air minum
bersih

- 1720 Rumah
Tangga

4.994.000.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 5.094.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan

Jumlah Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Bukan
Jaringan Perpipaan yang
Dibangun

 920 Unit 2.100.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Jumlah Dokumen Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) yang
disusun

 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang ditingkatkan

 400
Liter/Detik

115.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Kapasitas Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
yang dibangun

 400
Liter/Detik

2.754.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 2.754.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

4. 1.03.05 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH

Persentase rumah tangga
yang menempati hunian 
dengan akses sanitasi (air
limbah domestik) layak dan
aman

50 % 50 % 600.000.000,00 50 % 600.000.000,00

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Fasilitas BAB - 60 Rumah
Tangga

600.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kapasitas Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat
Skala Permukiman yang
dibangun

 60 M³/Hari 575.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Jumlah Dokumen Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik
(SPALD) yang disusun

 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

5. 1.03.06 PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE

Persentase panjang jalan
kabupaten berdrainase
(TPB)

30 % 30 % 703.500.000,00 30 % 703.500.000,00



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kawasan
Bebas Genangan (%)

- 8 % 703.500.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

- - 703.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Panjang Saluran Drainase
Lingkungan yang Dibangun

 1000 M 703.500.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

-  703.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

6. 1.03.08 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Cakupan rumah
berIMB/PBG

40 % 40 % 4.996.000.000,00 40 % 4.996.000.000,00

1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

Jumlah Bangunan Gedung
Tertangani

- 11 Unit 4.996.000.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 4.996.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Bangunan Gedung
untuk Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota
yang Diubahsuaikan

 8 Bangunan
Gedung

540.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 540.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan,  Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Pembangunan,
Pemanfaatan,  Pelestariaan
dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Kabupaten/Kota

 1 Dokumen 4.306.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

- Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 4.306.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),  Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),  Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Penerbitan
Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), Surat
Bukti Kepemilikan Bangunan
Gedung (SBKBG),  Rencana
Teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT), Penilik,
dan Pendataan Bangunan
Gedung melalui SIMBG

 190
Dokumen

150.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

- Kabupaten Lampung
Timur

 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

7. 1.03.09 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

- - - 5.322.500.000,00 - 5.322.500.000,00

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan
Lingkungannya di Daerah
Kabupaten/Kota

- - - 5.322.500.000,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 5.322.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Cagar
Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
yang Ditata

 8 Kawasan 5.322.500.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 5.322.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

8. 1.03.10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN

Tingkat Kemantapan Jalan
Kabupaten
Persentase jembatan
dalam kondisi baik

75�%
92�%

73 %
89 %

99.768.377.646,00 75�%
92�%

105.870.377.646,00

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan
Kabupaten/Kota

Panjang Jalan Kabupaten
dalam kondisi baik

- 145.8 KM 99.768.377.646,00 Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 105.870.377.646,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Pengembangan
Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan yang Disusun

 1 Dokumen 240.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 240.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan

Panjang Jalan yang
Direkonstruksi

 74 KM 63.073.377.646,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 74.175.377.646,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Panjang Jalan yang
Dipelihara Secara Berkala

 15 KM 15.000.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan

Jumlah Jembatan yang
Direhabilitasi

 10 Jembatan 847.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 847.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Jembatan yang
Dibangun

 4 Jembatan 17.000.000.000,00 Kab. Lampung
Timur,
Sukadana,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 17.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Panjang Jalan/Jembatan
yang Disurvey Kondisinya

 1 KM 1.500.000.000,00 - DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur

Kabupaten Lampung
Timur

 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Panjang Jalan yang
Dipelihara Secara Rutin

 0.8 KM 2.108.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

Melanjutka
n Pengemb
angan Infra
struktur dan 
Meningkatk
an
Lapangan
Kerja yang
Berkualitas,
Mendorong 
Kewirausah
aan, Menge
mbangkan
Industri
Kreatif
serta Meng
embangkan 
Agromariti
m Industri
di Sentra
Produksi
Melalui
Peran Aktif
Koperasi

Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 2.108.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

9. 1.03.11 PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

Persentase cakupan jasa
konstruksi terfasilitasi

55 % 55 % 1.050.000.000,00 55 % 1.050.000.000,00

1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan
Tenaga Terampil Konstruksi

- - - 1.050.000.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

- 1.050.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator dan Teknisi
atau Analis yang Difasilitasi
Sertifikasi

 60 Orang 500.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator, Teknisi
atau Analis yang Dilatih

 165 Orang 550.000.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

Kabupaten Lampung
Timur

 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

10. 1.03.12 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

Pemanfaatan ruang sesuai
RTRW

60 % 60 % 1.717.165.000,00 60 % 1.717.165.000,00

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

- - - 1.717.165.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

- - 1.717.165.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen sinkronisasi
program pemanfaatan ruang

 1 Dokumen 1.717.165.000,00 Kab. Lampung
Timur, Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

-  1.717.165.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

X NON URUSAN 6.100.000.000,00 6.100.000.000,00

X.XX URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG XX

6.100.000.000,00 6.100.000.000,00

1. X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perangkat daerah

76.61 % 76.61 % 6.100.000.000,00 76.61 % 6.100.000.000,00



NO KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB

KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA

OPD

REALISASI
CAPAIAN

RENJA OPD
TAHUN 2023

PRAKIRAAN
CAPAIAN

TARGET RENJA
OPD TAHUN

2024

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA        
TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

TARGET
2025 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA

PRIORITAS
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan Barang
Milik Daerah

- 18 Unit 6.100.000.000,00 - Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

- - 6.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

X.XX.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar

Jumlah Unit Alat Besar yang
Disediakan

 5 Unit 6.100.000.000,00 - DANA
TRANSFER
UMUM-DANA
ALOKASI UMUM

- Pembangu
nan Infrastr
uktur
Memantapk
an
infrastruktur
mendukung 
peningkata
n ekonomi
&
pelayanan
dasar

-  6.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

J U M L A H 144.470.000.000,00 150.541.000.000,00



 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Catatan Penting 

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode satu tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dan 

berpedoman pada Renstra Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan 

Ruang tahun 2021 – 2026. 

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 

2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator 

kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan 

pendanaan. Untuk tahun 2025 Renja Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang terdiri dari 10 program, 18 kegiatan dan 53 

Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar                                     

Rp 144.470.000.000 (Seratus Empat Puluh Empat Milyar Empat 

Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).  

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 

2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur dalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 

2025. 

 

4.2 Kaidah Pelaksanaan 

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar 

pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam 

artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung 

keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, 

dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh 

pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang 

tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, 

diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin 

pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan. 

 

4.3 Rencana Tindak Lanjut 

Untuk mencapai target sasaran Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kab. Lampung Timur yang telah ditetapkan 



 

pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan 

kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu 

dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam 

rangka sinergitas. 
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SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–

rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk priode 1 (satu) tahun kedepan atau sesuai dengan Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja diartikan sebagai dokumen 

perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas.  

Selain itu Renja juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk 

mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun 

daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah 

dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini 

Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk 

memenuhi perubahan yang terjadi. 

Perencanaan strategis dapat disebut sebagai Metode yang berhubungan dengan 

kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi juga 

merupakan suatu metode untuk menanganikompleksitas lingkungan internal yang di 

timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung 

Timur. 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Dasar Hukum didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan  

Kabupaten Lampung Timur adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur 

dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3825); 



2. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004 

No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No.4421); 

3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lebaran Negara Republik   Indonesia Nomor   5587), 

sebagaimana telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun  2015 tentang Perubahan kedua atas  Undang-Undang  

Nomor  23   tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara   Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor   58, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 No33 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No.4700); 

5. Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lebaran Negara Republik   Indonesia Nomor   4725), sebagaimana telah  

diubah  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara   Republik  Indonesia Tahun  2020  Nomor   245, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang –Undang Nomor 5  Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 81); 

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 



Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah 

Propinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1540); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114) ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Propinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Propinsi Lampung Nomor 200); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2029 sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029  

(Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 499); 

26. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019-2024 



(Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 500); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 

Nomor 10); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 4); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 

Nomor 15); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18). 
  

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 

merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi 

dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah 

Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada RPJMD Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2025-2029. Agar Rencana Kerja (RENJA) Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2026 selaras dengan 

kebijakan pembangunan daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan 

daerah yang ditetapkan dalam RPJMD yang berhubungan atau mempengaruhi 

pembangunan daerah. 

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku 

pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang dan 

antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

 



1.4. Maksud dan Tujuan 

Dinas Perhubungan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk 

membuat Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2026 yang memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, 

Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang di susun sesuai dengan Tugas dan 

Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur serta berpedoman kepada RPJM 

Daerah Kabupaten Lampung Timur dan bersifat indikatif. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul 

dalam persaingan yang semakin ketat dan  semakin  berubah dengan akselerasi yang tinggi 

dan komplek sebagai  akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Timur secara kontinu melakukan perubahan – perubahan kearah yang 

lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan 

berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorintasi kepada 

Pembangunan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur. 

Renja merupakan suatu proses, sebagai suatu proses maka Perencanaan ini 

menentukan apa yang dikehendaki Dinas Perhubungan dimasa mendatang, dan bagaimana 

upaya mencapainya. Juga merupakan suatu kerangka berfikir logis dalam menentukan  : 

 Dimana Posisi kita sekarang  ( scaning) ? 

 Akan kemana kita (Misi) 

 Bagaimana kita menuju kesana (strategi) 

 Apakah desain teknis untuk melaksanakan strategi  ? 

 Dan apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar (evaluasi). 

Perencanaan Strategis juga merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas 

dalam mengembangkan Visi dan merefleksikan masa depan yang di inginan. 

Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses 

yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan.  

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin 

timbul pada Dinas Perhubungan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan Dinas 

sekaligus Daerah, yang kemudian diikuti dengan upaya pengembangan Struktur, Prosedur, 

dan operasionalisasi serta evaluasi, sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan 

yang di inginkan tersebut. 

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong 

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk mempersiapkan diri agar eksis dan 



berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan 

senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus 

di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat 

menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat. 

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung 

Timur menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi 

kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, 

untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur memiliki Misi, Visi, Tujuan dan 

Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti 

apa yang di inginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung 

Timur 

1.5. Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab  I.  Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar 

dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RENJA Dinas 

Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. 

Bab  II.  Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah 

Bab ini membahas gambaran kondisi umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung 

Timur dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, 

Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah, yang 

dikombinasikan dengan deskripsi tentang hasil pencapaian pembangunan tahun 2024 

Bab III. Gambaran Keuangan Perangkat Daerah 

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya 

dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan 

keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah  

BAB  IV.  Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah 

Bab ini menguraikan mengenai Permasalahan Umum serta Faktor-Faktor Kunci 

Keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. Pada Bab ini terdiri 

dari 5 (lima) Sub Bab yaitu Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, serta 

Penentuan Isu-isu Strategis. 

 



BAB  V.  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Dalam Bab ini memuat uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai dengan 

indicator kinerja. 

BAB  VI.  Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 

dalam satu tahun mendatang. 

BAB  VII.  Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. 

BAB  VIII.  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah 

Bab ini memuat penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah satu tahun 

mendatang. 

BAB IX. Penutup 

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada 

waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan 

definitif, kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu 

kecamatan Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi 

kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 

2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 

232 desa. 

Kemudian pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 

tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung 

Timur, maka jumlah kecamatan menjadi 23 kecamatan definitif. Selanjutnya pada 

tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan Kecamatan Marga Sekampung, jumlah kecamatan di Kabupaten 

Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan definitif. 

Pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 19 desa dan Peraturan Bupati Lampung 

Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Lampung 

Timur Nomor 13 Tahun 2003, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur 

berubah menjadi 257 desa. Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di 

Kabupaten Lampung Timur, maka jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur 

berubah menjadi 264 desa definitif. 

Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun 

memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah 

Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi 

masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk 



mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten yang ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah. 

 

2.2.   Aspek Kesejahteraan Masyrakat 

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 2016-2020 

menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif. Pada 

tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur masih 

tumbuh positif yakni sebesar 4,54 persen, 4,58 persen, 3,71 persen dan 3,81 persen di 

tahun 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 

2020 mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini 

sangat dipengaruhi oleh menurunnya nilai tambah bruto pada Lapangan Usaha 

Pertambangan dan Penggalian, dimana Lapangan Usaha ini memberikan share 

terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Lampung Timur, selain hal ini 

dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di pelosok 

negeri turut menyumbang kontraksi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur. 

2.3. Aspek Pelayanan Umum 

Berdasarkan data Polres Lampung Timur, jumlah kecelakaan lalu lintas berdasarkan 

kepolisian sektor pada Tahun 2015-2020, sebagaimana ditampilkan pada Tabel dan 

Grafik di bawah ini: 
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Grafik 2.2. 

Perekembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kepolisian  
 



2.4. Aspek Daya Saing Perangkat Daerah 

Daya saing yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur 

dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan menjadi isu strategis. Penanganan 

kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet  ( level macro 

= tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street 

level), serta dinamika Kabupaten Lampung Timur semakin berkembang  

sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertambahan jumlah kendaraan setiap 

hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat. 

2. Rendahnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan 

mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi 

untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga 

keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. 

3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta 

meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, 

pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap juru parkir, pemilik 

usaha serta pengguna jasa dalam upaya penertiban perparkiran. 

4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya 

serta semakin berkurang angkutan umum sehingga perlu adanya kajian 

dalam hal penataan kembali trayek serta mencari pola/jenis angkutan umum 

yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan 

kelancaran (tepat waktu) sehingga dapat menarik bagi masyarakat dalam 

menggunakan angkutan umum. 

2.5. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau 

kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 

serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau 

kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan 

menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan 

melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM 

adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak 



masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah 

dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat 

dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Pelayanan dasar dalam SPM merupakan urusan pemerintahan wajib yang 

diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan 

dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri dari: 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan 

f. Sosial 

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai 

dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang 

dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD, sedangkan OPD 

memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai 

dengan penghitungan kebutuhan ke dalam dokumen Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah. 

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi 

variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mewujudkan Visi dan 

Misi Dinas Perhubungan. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang 

memberi pengaruh keberhasilan pencapaian visi dan misi. Adapun faktor-faktor 

dimaksud sebagai berikut : 

1. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara   Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor   

58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti perbengkelan, 

kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum 

dikelolanya kaitan pemanfaatan tarnsportasi sungai sehingga dapat dijadikan 

salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu 

dikembangkan dan di tata. 

3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait, Aparat Kepolisian 

dan Pelindo. 

 



2.6. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD, kondisi umum wilayah Kabupaten 

Lampung Timur sebagaimana dibawah ini: 

1. Daya Dukung Lahan 

Daya dukung lahan merupakan kondisi lahan untuk mendukung perikehidupan 

manusia, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan kesinambungan diantaranya. 

Daya dukung lahan pada dasarnya ditentukan oleh adanya ketersediaan (supply) 

dan kebutuhan (demand). Daya dukung lahan berfungsi mengindikasikan 

karakteristik lahan berdasarkan kemampuannya untuk menampung kegiatan 

sehingga keluaran dari analisis ini berupa klasifikasi lahan potensial, lahan 

memiliki kendala untuk pembangunan, dan lahan yang dibatasi agar tidak 

dilakukan kegiatan pembangunan wilayah. 

Analisis ini menggunakan data kondisi fisik lingkungan namun dengan metode 

ambang batas boleh dan tidak bolehnya dilakukan pembangunan, tidak 

berdasarkan skoring seperti analisis kemampuan lahan sehingga hasil analisis 

dapat dijadikan bahan dalam menganalisis lebih lanjut yaitu daya tampung lahan 

pada lahan potensi dan kendala, namun mutlak untuk mengeleminasi lahan 

limitasi agar pembangunan wilayah kedepannya tidak mengarah ke lahan 

limitasi. 

2. Daya Dukung Fungsi Lindung 

Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung 

Lingkungan   Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan 

eksisting Kabupaten Lampung Timur, maka Didapatkan nilai daya dukung 

fungsi lindung sebesar 0,24 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung 

fungsi lindung masih berada pada klasifikasi rendah. 

3. Daya Dukung Lahan Terbangun 

Daya dukung lahan terbangun dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah 

dalam penyediaan lahan terbangun guna menampung jumlah penduduk tertentu 

untuk dapat bertempat tinggal secara layak serta mendapatkan fasilitas dan 

mendukung kegiatan lainnya. Analisis daya dukung (Carrying Capacity 

Ratio/CCR) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana 

dalam menilai tingkat kemampuan lahan dala mendukung segala aktivitas yang 

ada di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data penggunaan lahan yang 

telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Timur 



seluas 61.675,05 hektare. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan 

sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas 

lahan terbangun menjadi seluas 74.010,06 hektare. Apabila rata-rata koefisien 

lahan terbangung adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka 

dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebesar 3,23. 

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun 

Kabupaten Lampung Timur masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 1, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki 

daya tampung lahan untuk dibangun yang cukup dalam pengembangan 

pembangunan di masa yang akan datang. 

4. Daya Dukung Air Permukaan 

Daya Dukung Air dihitung berdasarkan gap atau selisih antara ketersediaan air 

dengan kebutuhan air yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Kebutuhan air 

didapatkan dari kebutuhan air untuk hidup layak yaitu 1600 m3/Kapita/Tahun. 

5. Daya Dukung Pangan 

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan ini pada dasarnya adalah 

perbandingan antara supply dan demand. Hal ini berguna untuk kemudian 

mempersiapkan dalam skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun 

juga untuk kebutuhan di masa depan. Karena daya dukung merupakan salah satu 

komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Daya dukung 

pangan di Kabupaten Lampung Timur dilihat dari neraca beras diketahui bahwa 

ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2020 

masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 1.800.735,25 ton/tahun. 

6. Daya Tampung Lahan 

Kapasitas lahan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per 

kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga 

sebagai ketersediaan lahan atau supply of land (SL). Setelah mengetahui 

ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari 

luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2026 

sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per 

kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2026 

dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (5 jiwa) 

yaitu sebesar 36m2. Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL. 



Status daya tampung lahan diperoleh dari pembandingan antara ketersediaan 

lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat 

dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila 

SL> DL daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika SL < DL, daya 

dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat 

rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa 

urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

 Jika SL/DL > 1 

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk 

mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan 

penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat 

ekspansif dan eksploratif lahan. 

 Jika SL/DL = 1 

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan 

antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini 

perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat 

pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya 

kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan 

pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan. 

 Jika SL/DL < 1 

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah 

tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan 

eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu 

mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan 

ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan 

penduduk. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

 

1.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan 

dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai 

kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung 

dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak 

daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak 

ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola 

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta 

hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau 

kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan 

keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD). 

Aktivitas pengelolaan APBD Kabupaten Lampung Timur kurun waktu lima 

tahun terakhir secara umum diarahkan dalam rangka pencapaian target dan 

sasaran pembangunan daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 



2021-2026. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD 

2021-2026, tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan 

banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah 

yang selanjutnya dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. 

Walaupun partisipasi masyarakat ternyata juga ikut menentukan keberhasilan 

pelaksanaan program dan kegiatan, namun demikian ketersediaan dana 

pembangunan masih tetap merupakan faktor yang sangat menentukan. 

Gambaran keuangan daerah yang disajikan pada Bab ini seyogyanya berisi 

gambaran periode kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung 

Timur Tahun Anggaran 2016- 2021, namun untuk penyajian datanya diuraikan 

mulai Tahun 2015 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode Tahun 

2016-2021, serta untuk memenuhi teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan. 

Data kinerja keuangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 diperoleh dari 

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 

2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, sedangkan untuk data Tahun 2020 

menggunakan Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan data sangat 

sementara dan belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. 

Secara struktur, APBD Kabupaten Lampung Timur yang termuat dalam LPPA 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2015-2019 dan LRA Tahun 2020 

menggunakan struktur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sebagaimana diketahui sejak Tahun Anggaran 2021 dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

APBD Kabupaten Lampung Timur telah menggunakan struktur APBD yang 

sesuai dengan regulasi terbaru. 

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka struktur APBD Tahun 

Anggaran 2024-2026 yang notabene merupakan periode RPJMD 2024-2026 

akan menggunakan struktur APBD yang baru. Menyikapi kondisi tersebut, 

untuk lebih memudahkan dalam menganalisis dan memproyeksikan kapasitas 

fiskal daerah lima tahun ke depan, maka dalam penyajian data keuangan daerah 

dalam Bab ini, dilakukan penyesuaian terhadap data LPPA menyesuaikan 

dengan struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 



Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 

3.1.1.  Kinerja Pelaksanaan APBD 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021, struktur APBD Kabupaten Lampung Timur terdiri dari (1) 

Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan 

Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya 

terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.  

3.1.2  Neraca Daerah 

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang 

meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan 

neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen 

pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi 

pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau 

keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada 

tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah daerah meliputi aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan 

dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. 

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau 

tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan 

informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim 

pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban 

Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.47,8 Milyar. 

Dari Tahun 2015 hingga 2020, jumlah kewajiban relatif fluktuatif, yaitu 

terendah Tahun 2015 dan tertinggi Tahun 2016, karena itu nilai pertumbuhan 

tidak merefleksikan kecenderungannya. 

  

3.2.  Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, APBD mempunyai fungsi berikut ini: 



1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar 

untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang 

bersangkutan. 

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan 

untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah me 

7. njadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian daerah. 

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang 

terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3.2.1.  Proporsi Penggunaan Anggaran 

Dalam jangka waktu tahun 2021-2026, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan 

pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan 

misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

capaian kinerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2020, adalah 

sebagai berikut : 

1. Capaian Indikator Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka 

dan guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan 

Kabupaten/Kota 0 %, hal itu dikarenakan pada tahun 2020 anggaran untuk 

kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan 



guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU) mendapat refocusing 

sehingga tidak ada pengadaan perlengkapan jalan (rambu, marka dan 

guardrill) dan Penerangan Jalan Umum (PJU); 

2. Capaian Indikator Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum 

yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota 0%, hal itu dikarenakan tidak 

raadanya angkutan umum yang melayani trayek dalam Kabupaten 

Lampung Timur; 

3. Capaian Indikator Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan 

0%, hal ini dikarenakan pengujian kedaraan bermotor tidak 

beroperasi sehingga tidak ada angkutan umum dan barang yang 

melakukan uji KIR; 

4. Capaian Indikator Persentase Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja 

Dinas Perhubungan 100%. Sampai dengan tahun 2020 akuntabilitas 

kinerja Dinas Perhubungan 75; 

5. Capaian Indikator Persentase Terkelolanya lahan parkir yang ada di 

Kabupaten Lampung Timur 100%. Sampai dengan tahun 2020 lahan 

parkir yang ada di Kabupaten Lampung Timur ada 169 titik lokasi. 

Secara total  rata-rata capaian keseluruhan indicator sasaran Renstra Dinas 

Perhubungan tahun 2016-2021 adalah 40% rendah, hal ini dikarenakan ada 3 

indikator yang capaiannya 0%. 

 

3.2.2.  Analisis Pembiayaan 

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal 

pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran 

berikutnya. 

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran 

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 



 

3.3.  Kerangka Pendanaan 

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan 

daerah dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan 

alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada 

kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan 

pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. 

3.3.1.  Proyeksi Pendapatan dan Belanja 

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran 

adalah pendapatan daerah, karena akan berkaitan dengan kapasitas Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada 

publik. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk satu tahun 

kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan satu tahun kebelakang.   

Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, 

serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, 

wajib, mengikat serta prioritas utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

 

4.1. Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa 

yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan 

yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, 

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-

faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal 

dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah. 

Terkait dengan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yang diselaraskan dengan isu dan masalah pembangunan di Dinas 

Perhubungan antara lain : 

1. Kecelakaan lalu lintas meningkat di Tahun 2019 dan mengalami penurunan 

di Tahun 2020. Kecamatan Sukadana dan Kecamatan Sekampung Udik 

merupakan kecamatan dengan jumlah kecelakaan tertinggi di Tahun 2020. 

2. Moda angkutan umum darat sangat terbatas dan alat uji KIR kendaraan 

angkutan darat belum beroperasi. 

4.2. Isu Strategis 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang 

dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun 

regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan rencana strategis 

sebagai berikut :  

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka 

kecelakaan yang disebabkan human error; 

2. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian 

target SPM Bidang Perhubungan; 



3. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan 

dan penanganan serta penertiban parkir liar; 

4. Beroperasinya kembali Pengujian Kendaraan Bermotor agar bisa 

meningkatkan PAD di Sektor Perhubungan; 

5. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian 

kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan 

bermotor yang memadai.  

6. Meningkatnya konektivitas jasa layanan transportasi keselamatan dan 

keamanan transportasi berorientasi zero accident; 

7. Terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan 

Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

5.1. Visi 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sangat dipengaruhi dan 

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Lampung Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun 

dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur sejalan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Lampung Timur Tahun  2021 – 2026.  

Pecapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yang disusun untuk memenuhi 

amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu 

“RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA” 

dan beberapa Misi, yaitu : 

1. Meningkatkan program petani berjaya. 

2. Peningkatan pembangunan insfrastruktur multi sector berbasis pedesaan. 

3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter melalui 

pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan social kemasyarakatan. 

4. Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BumDes, BUMD, lembaga 

keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat 

agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi local. 

5. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat. 

6. Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang 

bertanggung jawab. 

7. Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sector dengan 

memberdayakan potensi sumber daya kearifan local. 

8. Meningkatkan penanganan pandemic penyakit menular, pencegahan dan 

pemberantasan narkoba serta penanggulangan bencana alam. 

9. Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang 

berkualitas. 

10. Misi Kabupaten Lampung Timur yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten 



Lampung Timur mendapat amanat terdapat pada misi ke-5 yaitu “Meningkatkan 

pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat”. serta pada Misi ke-6 

yaitu “Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang 

bertanggung jawab” 

Dalam Misi ke-5 ditetapkan Tujuan melalui Meningkatkan pendidikan politik 

dan kesadaran hukum masyarakat Bermakna untuk meningkatkan pendidikan 

berpolitik dan mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. 

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Perhubungan memuat 

keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan 

secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun 

berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan 

(per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi 

Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut 

ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi 

masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui 

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan 

datang. 

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah : 

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan 

memberikan nilai tambah.” 

Penjelasan dari Visi ini yaitu : 

1. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan 

transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), 

tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau 

seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

2. Pelayanan transportasi yang berdaya saing, diindikasikan oleh 

penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau 

(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, 

berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.  

3. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah, diindikasikan 

oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan 

produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya 



peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan 

laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke 

seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 

percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja 

terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran 

pelayanan transportasi. 

5.2. Misi   

Misi Kementerian Perhubungan adalah : 

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan 

memberikan nilai tambah.” 

 

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya 

peningkatan pelayanan jasa transportasi. 

Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor 

transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis 

keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi 

sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to 

accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada 

penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas 

SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan 

maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. 

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa 

transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar 

wilayah. 

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang 

perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, 

kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan 

pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah. 

2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. 

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia 

tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi 

karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan 

kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula 



pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi 

dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat 

pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung 

keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja 

pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan 

pelayanan optimal bagi masyarakat.  

Sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi 

dan perawatan sarana dan prasarana transportasi. 

3. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang 

peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan 

hukum secara konsisten Sesuai dengan prinsip good governance. 

Melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi 

telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan 

transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta 

dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi 

Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian 

kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk 

dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang 

regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang 

memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa 

transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan 

melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan 

reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan 

profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan 

jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

4. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah 

lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. 

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa 

transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan 

prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan 

penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu 

perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan 



dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa 

transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan 

berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan 

skema pendanaan yang ditetapkan. 

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi 

daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur di 

Bidang Perhubungan, yaitu: 

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur dalam upaya 

penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman 

(comfortable), tepat waktu (punctuality),  membenahi sistem keselamatan dan 

keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan 

kualitas SDM transportasi, serta pembenahan regulasi dan mengoptimalkan 

Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi. 

2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi 

dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis 

dan mekanisme transportasi. 

3. Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan 

sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi. 

 

5.3. Tujuan dan Sasaran  

1. Tujuan 

a. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perhubungan yang 

bertaqwa, mandiri, handal, dan menguasai teknologi untuk menghadapi era 

globalisasi. 

b. Melaksanakan catur tertib dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

prima kepada masyarakat dibidang perhubungan. 

c. Menciptakan tertib lalu lintas dengan partisipasi masyarakat. 

d. Menyediakan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang 

perekonomian di perkotaan dan perdesaan. 

e. Menyediakan akses informasi bagi kecamatan dan desa guna 

meningkatkan pengetahuan masyarakat disegala bidang. 

 

 



2. Sasaran 

a. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan peningkatan 

kemampuan teknis dan disiplin pegawai. 

b. Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang 

perhubungan. 

c. Terwujudnya masyarakat yang berdisplin dalam bertransportasi serta sadar 

akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi. 

d. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan bagi masyarakat. 

e. Terbukanya akses informasi guna peningkatan pengetahuan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 

Daerah, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah 

daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi 

merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2021-2026. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam 

perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). 

Untuk melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang 

telah ditetapkan, maka dilakukan penetapan strategi dalam pencapaian tujuan sasaran 

yang meliputi kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Perhubungan 

Kabupaten Lampung Timur. 

Kebijakan yang merupakan penajaman strategi adalah pedoman pelaksanaan 

tindakan-tindakan dalam menuju arah tujuan dan pencapaian sasaran. 

 Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk merealisasikan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain : 

1.  Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur pemerintah. 

2.  Peningkatan pelayanan bidang perhubungan. 

3. Penertiban angkutan dan peningkatan disiplin serta pengguna jasa transportasi guna 

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta dalam rangka peningkatan Penghasilan 

Asli Daerah (PAD). 

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur 

Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VII 

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  

PERANGKAT DAERAH 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, program perangkat 

daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen 

arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah 

disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam 

mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. 

Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa 

hal, yaitu : 

1. Penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih. 

2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah. 

3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). 

4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, 

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya 

saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. 

5. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten. 

Rencana program Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun 

Anggaran 2025 berjumlah 2 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib 

dan urusan pilihan sesuai kewenangan daerah, serta fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur disajikan 

berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel untuk mendukung pelaksanaan 

program perangkat daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana 

telah dihitung dan dianalisis pada Bab III Renja ini. 

 



BAB VIII 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan 

dokumen RPJMD dimanatkan untuk menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Penetapan indikator kinerja daerah tersebut bertujuan untuk memberi gambaran 

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 

daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. 

Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan 

menyesuaikan dengan evaluasi kinerja daerah jangka menengah lalu, serta sejalan 

dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan 

daerah Tahun 2021- 2026, ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yangmengacu pada sasaran pokok pembangunan daerah. 

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur mendukung 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 

yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah 

ditetapkan. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

A. Bidang Perhubungan : 

MISI  1  RPJMD : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur fisik, 

Ekonomi dan Sosial 

Tujuan RPJMD  : Menyediakan infrastruktur wilayah yang berkualitas, 

manusiawi dan merata guna mendukung pembangunan daerah 

dan nasional 

Sasaran : Terwujudnya system transportasi public yang mantap dan 

merata 



 

Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IX 

PENUTUP 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran 

yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Dokumen RPJMD yang memuat 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah 

dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam penyusunan 

penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. 

Dalam menjamin pencapaian visi dan misi tersebut, pelaksanaan RPJMD 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab bersama antara 

pemerintah daerah dan seluruh stake holder pembangunan di Kabupaten Lampung 

Timur. Upaya pencapaian RPJMD ini akan dilakukan secara bertahap melalui target 

capaian pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan melalui upaya yang 

sungguh-sungguh guna mewujudkan visi “RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA” 

9.1.  Kaidah Pelaksanaan 

 

Dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 merupakan 

pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD Tahun 

2021- 2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh seluruh perangkat 

daerah dalam menyusun dokumen perencanaan untuk satu tahun kedepan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan 

sebagai berikut: 

1. Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk melaksanakan 

program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan 

berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Lampung, 

pemerintah kabupaten dan kota sekitar, serta masyarakat termasuk dunia usaha. 

2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dalam menjalankan tugas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengerahkan 

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dengan 

mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah. 

 



3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam 

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-

langkah optimalisasi  pelaksanan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya. 

4. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Gubernur berkewajiban 

menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Lampung Timur 

Tahun 2021-2026 kepada masyarakat. 

5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Renja 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 

6. Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2021 sampai dengan 

Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-

2026, yang selanjutkan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 

2021 sampai dengan 2026. 

7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur berkewajban menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman 

pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. 

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang 

ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi 

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum 

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak 

dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut 

dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan 

masukan dari perangkat daerah. 

9.2.  Pedoman Transisi 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya 

pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan 

pada tahun 2026. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir periode 

RPJMD Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada 



RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026-2046, RPJMD Provinsi Lampung dan 

RPJM Nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan 

RAPBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2027. 

 

 

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, 

 

 

 

 

Dr.WAN RUSLAN ABDUL GHANI, S.E.M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP.19680127 199303 1 002 
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   KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan dalam penyusunan Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan 

Hidup,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung 

Timur Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 

daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur 

tahun anggaran 2025. 

 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) sebagai 

terlaksananya Anggaran Tahun 2025 ini  juga sebagai acuan dalam Penyusunan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 

serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan 

perkiraan capaian tahun berjalan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan 

program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru 

untuk mempersiapkan kesinambunganya sekaligus menjalani urusan pemerintahan 

wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup. 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Tahun 2025 

terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun 

berjalan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan pencapaian 

rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan  berserta sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan 

progran dan kegiatan. 

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( RENJA 

SKPD ) ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Lampung 

Timur pada tahun 2025 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukadana,     Agustus 2024 

KEPALA  DINAS 

 

 

 

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si     

NIP. 19680623 198901 1 001 
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1.1 Latar  Belakang 

Dinas Lingkungan Hidup. Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan 

Daerah Kabupaten  Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur 

serta Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan 

pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis  Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung  yang 

dibuat sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) 

mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menyatakan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA 

SKPD ) sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung 

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat 

sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung menerjemahkan dan 

mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ke dalam 

program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada 

pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan 

strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Lampung Timur. 

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui 

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan 

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun  

 sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) juga diintegrasikan dengan prioritas 

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan 

Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa  

Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai 

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam 

dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan 

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) yang menitikberatkan pada pembahasan 

untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta 

masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. 

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) mempunyai kedudukan yang strategis, 

yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan 

 

BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
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perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan 

Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) berfungsi menjabarkan rencana strategis 

kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan  pembangunan, prioritas 

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan 

Kerja Perangkat  Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) merupakan pedoman dalam 

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan 

APBD. 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran 

program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung 

Timur 2021 - 2026  serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang 

telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, serta 

mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 - 2025. 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur 

2025 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi 

rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 

Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah. 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup  

adalah sebagai berikut:  

a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara                

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400 ); 

c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor4421 ); 

d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah         

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah 

diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 4438 ); 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan         

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ); 
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i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

4614 ); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia); 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat  

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,  

Tambahan   Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara, 

penegndalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 

p. Perpres No  5/2010 (Januari 2010) Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019  

q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 07 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 

Kabupaten Lampung Timur 

r. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  

 

2.1 Maksud dan Tujuan  

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA 

SKPD ) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung dimaksudkan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan 

sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. 

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur adalah : 

a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan 

pembangunan di bidang lingkungan hidup, Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

b. Meningkatkan  kualitas lingkungan hidup,Perumahan Kawasan 

permukiman dan Pertanahan   Kabupaten Lampung Timur melalui 

berbagai program dan kegiatan yang disusun. 

c. Merumuskan Program program prioritas sebagai tindak lanjut dari upaya 

penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan dan tahun 

berjalan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin 

dihadapi pada tahun mendatang. 
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d. Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efisien, 

efektif dan berkelanjutan 

 

3.1 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut 

: 

 

BAB I.  PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

 1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

 

 

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas 

Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun lalu 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Lampung Timur   

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggarakan Tugas dan Fungsi 

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  

3.3 Program dan Kegiatan. 

BAB IV. PENUTUP 
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah, setiapa dokumen perencanaan harus dievaluasi 

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD )  Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 juga harus 

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 meliputi 3 

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan 

rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.   

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta 

pengalokasiannya; 

b. Tujuan yang dikehendaki; 

c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; 

d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;  

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025,  juga 

memperhatikan hal–hal sebagai berikut: 

 

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 

sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 serta kebutuhan 

serta belum terselenggaranya capaian kinerja; 

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga 

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan 

sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; 

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah  ( 

RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sampai dengan triwulan 

IV, sebagaimana disajikan pada Laporan Triwulan IV Tahun 2023 terlampir dari 

laporan tersebut, terlihat bahwa Program dan Kegiatan pada  Dinas  Lingkungan 

Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung 

terealisasi sebesar  91,39 persen merupakan suatu prestasi yang sangat 

membangakan karena dapat melaksanakan program kegiatan dengan sebaik 

baiknya. 

 

 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup  

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya . Dinas Lingkungan Hidup Perumahan 

Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 253 , Dinas Lingkungan Hidup.Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan funsi : 

 

BAB II 
 

EVALUASI PELAKSANAAN 
RENCANA KERJA TAHUN LALU 
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1. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang 

lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang 

meliputi tata lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, perumahan, Kawasan 

permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pelayanan 

pertanahan;   

2. pelayanan dan verifikasi teknis pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH) kecuali izin pengumpulan limbah B3 pelumas/oli 

bekas;  

3. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3); 

4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan 

kebersihan dan persampahan;  

5. pengumpulan dan analisis data dalam rangka perencanaan kegiatan 

pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar, lingkungan permukiman dan 

perkotaan;  

6. pemrosesan kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset daerah sampai 

dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara; dan 

7. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan. 

 

Dalam menjalankan fungsi pelayanan yang diberikan dalam hal memberikan 

verifikasi teknis dalam memberikan rekomendasi permohonan ijin serta menfasilitasi 

sengketa pertanahan serta membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan 

kelayakan Rumah dengan progran Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat 

membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih sehat. 

 

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan  

       Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

 

Dalam menyelenggaraka Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan 

,Kawasan Permukiman dan pertanahan menghadapi beberapa isu strategis antara 

laian :  

a. Pengelolaan sampah plastik yang populer adalah melalui konsep               3 R 

yaitu Reduce ( mengurangi penggunaan dan pembelian barang barang 

berbahan dasar plastik terutama yang sekali pakai ), Reuse ( menggunakan 

kembali ) dan Recycle ( mendaur ulang ) 

b. Program Kampung Iklim ( Proklim ), dalam rangka implementasi Permen 

LHK Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2011/2016 tentang Program 

Kampung Iklim, dimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, serta upaya 

pengurangan/ penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat dan 

memangku kepentingan lainnya. 

     Pemerintah menargetkan terbentuknya 20.000 Kampung Iklim. Di tahun 

2023, Kabupaten Lampung Timur berhasil mencatatkan 13 Kampung Iklim 

kedalam Sistem Registri Nasional ( SRN ) 

c. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah,sarana dan prasarana Utilitas umum serta penerangan jalan bagi 

masyarakat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Minimal (SPM) 

d. Penyelesaian sengketa Tanah dalam masyarakat serta pembuatan sertifikat 

aset Pemerintah Daerah 

 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD 
 

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup,Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan pertanahan  Kabupaten Lampung Timur selama periode 
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2021-2026 dapat dilihat dengan semakin banyaknya lokasi perumahan yang 

memerlukan Pasarana Utilitas Umum yang direncanakan akan dilaksanakan 

pembangunan Paving Blok, Pagar Makam serta pemasangan maupun pemeliharan 

Penerangan Jalan Umum yang  lokasinya  tersebar di Kabupaten Lampung Timur, 

serta akan dilaksanakannya pemberian bantuan bedah rumah guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian Sengketa pertanahan juga menjadi perhatian 

yang sangat serius guna menyelesaikan permasalahan pertanahan. 

Dalam bidang lingkungan hidup, dilakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha 

untuk menghindari pencemaran baik Udara maupun Air yang akan berakibat dalam 

penilaian Indeks Kualitas Lingkungan. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
 

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring 

aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan 

sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ,Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur. Usulan program dan 

kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya 

menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan 

kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, 

bukan hanya pemerintah saja. Untuk  Tahun Anggaran 2025, terdapat program dan 

kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, Program dan kegiatan diusulkan 

dalam rangka memenuhi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta 

tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
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3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) Dinas 

Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi Lampung 

serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. Oleh 

karena itu, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA SKPD ) 

Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Rencana Strategis Dinas 

Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan   

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga 

dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA 

SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Lampung Timur bersinergi dengan dokumen 

perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-

2019, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi 

Lampung  2005–2025, RPJM Provinsi Lampung 2021–2026, RKPD Provinsi 

Lampung 2024; dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan RKPD 

Kabupaten Lampung Timur 2025. 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perubahan 

 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( 

RENJA SKPD ) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur tahun 2024  adalah: 

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas  Tahun 2021-2026 dalam rencana 

Program/kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2024; 

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tahun 

Anggaran 2025; 

c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan 

diantara bidang dan sekretariat Dinas  

d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran. 

 

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 terkait dengan isu strategis 

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, adalah: 

 

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengembangan 

kapasitas kelembagaan bank sampah 

Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dengan tersedianya sarana 

prasarana pelayanan persampahan dan terwujudnya reduksi timbulan sampah. 

Tersedianya sumber daya manusia di bidang pengelolaan Bank Sampah yang 

berkualitas dengan terwujudnya penguatan kapasitas pengelola Bank Sampah 

serta pengelolaan sampah yang berdaya guna 

2. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam, 

Pencegahan, Pemulihan Dan Rehabilitasi Lingkungan 

Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok – pokok kemakmuran 

rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan 

daya dukungnya dengan mengutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. 

3. Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam pengaruh perubahan iklim  

 

BAB III 
 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM 
DAN KEGIATAN 
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Peningkatan kemampuan masyarakat  dan mendorong pengembangan 

komunitas di tingkat tapak/lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim, 

melalui pembentukan dan pembinaan kampung ilkim yang melibatkan 

berbagai stakeholder terkait. 

4. Meningkatnya kesejateraan masyarakat melalui progran perumahan 

dan pelayana Utilitas Umum. 

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dilaksanakan dengan 

memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga terbangun rumah yang layak 

huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta tercapainya pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM). 

5. Meningkatkan pelayanan dalam penyelesaian sengketa tanah dan 

pembuatan sertifikat 

Dalam penyelesaian sengketa tanah berperan sebagai fasilitasinya di 

,sedangkan dalam proses sertifikasi tanah berperan melakukan pengukuran 

yang akan diajukan ke BPN guna proses penerbitan sertifikat. 

 

3.3 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan 

 

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Kabupaten 

Lampung Timur, Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program dan Kegiatan 

maupun sub Kegiatan Sebagai berikut : 

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

1.1     Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

1.1.1 Kegiatan Perencanaan .Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

1.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 

Perencanan Perangkat Daerah 

1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1.1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.1.2.1     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
1.1.2.2     Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas  ASN 
1.1.2.3      Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian 

/Verifikasi Keuangan SKPD 
1.1.2.4     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 
1.1.2.5     Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 
1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1.1.3.1    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
1.1.4.1      Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
1.1.4.2       Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
1.1.4.3      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
1.1.4.4   Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
1.1.4.5   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
1.1.4.6   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 
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1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
1.1.5.1  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
1.1.5.2   Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 
1.1.5.3   Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
1.1.6.1  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

1.1.6.2   Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
1.1.6.3   Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 
1.2 Program Pengembangan Perumahan 

1.2.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 

1.2.1.1   Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

1.2.2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   

1.2.2.1   Rehabilitasi Rumah Korban Bencana  
1.2.2.2   Fasilitas Penyrdiaan Rumah bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 
1.2.2.3  Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang 

Terdampak Relokasi Program Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

1.3 Program Kawasan Permukiman 
1.3.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 
1.3.1.1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang 

PKP 
1.3.1.2 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak 

Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 

1.3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 
1.3.2.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
1.3.2.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

Beserta PSU 
1.4 Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum ( PSU ) 

1.4.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 
1.4.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 
1.4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
Perumahan 

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN  

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2 BIDANG PERTANAHAN 

2.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

2.1.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 
2.1.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 
2.2 Program Pengelolaan Izin membuka Tanah 

2.2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah 
2.2.1.1 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 

 2.3 Program Penatagunaan Tanah 
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2.3.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu 
Daerah Kabupaten/Kota  

2.3.1.1  Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 
Penggunaan Tanah 

3 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

3.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 

3.1.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 
3.1.1.1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 

3.1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 
3.1.2.1 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 
3.1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD 

3.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan 

Hidup 

3.2.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
3.2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, 
dan Laut 

3.2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim 

3.2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 
kabupaten/kota 

3.2.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 
3.2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 
Masyarakat 

3.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ( KEHATI ) 

3.3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
Kabupaten/Kota 
3.3.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
3.3.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 

dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 
3.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3 ) 

3.4.1 Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 
3.4.1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan 

Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan 
sementara Limbah B3 

3.5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan 

izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH ) 

3.5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH 
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
3.5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau Izin PPLH 
3.5.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan 

Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3.6 Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk masyarakat 
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3.6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan 
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

3.6.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 
3.6.1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk 
Lembaga pendidikan formal/lembaga 
masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 

3.7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 
3.7.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
3.7.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3.8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 
3.8.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 
Kabupaten/Kota 
3.8.1.1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan 

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 
tingkat Kabupaten/Kota 

3.9 Program Pengelolaan Persampahan 
3.9.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah 

3.9.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengelolaan Persampahan 

3.9.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 

3.9.1.3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan 
sampah 

 
 

 

A. PENDANAAN 

Biaya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja SKPD yang terdiri dari 

program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas untuk perubahan Tahun 

Anggaran 2025 sejumlah Rp. 1.601.303.565,- ( Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta 

Tuga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian 

pembiayaan per kegiatan sebagaimana terlampir pada Matrik Usulan Kegiatan 2025. 
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Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan 

rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup,            

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 202 

1– 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur 

serta target dan Sasaran Pembangunan.  

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan   Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan dalam 

penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari 

anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan 

Rencana Kerja tahun lalu. 

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup , 

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang 

berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih 

terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur ini 

dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.  

 

 Sukadana,     Agustus 2024 

KEPALA  DINAS 

 

 

 

 

 

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si     

NIP. 19680623 198901 1 001 
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LAMPIRAN 



MATRIK RENJA APBD 2025 

DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pagu Anggaran 2025
             768.500.000,00 

1 2

PAGU OPD                                                               32.165.542.376 
1 URUSAN PILIHAN                                                               30.012.311.054 

1.01. PERTANIAN                                                               30.012.311.054 

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

                                                              17.793.357.783 

11.250.000
1.01.01.2-01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        45.000.000 

1.01.01.2-01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000

1.01.01.2-01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000

1.01.01.2-01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 10.000.000

1.01.01.2-01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
10.000.000

1.01.01.2-02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               15.290.291.778 

1.01.01.2-02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 
                                                               14.873.139.551 

1.01.01.2-02.02 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
                                                                         7.000.000 

1.01.01.2-02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 
                                                                    384.312.227 

 



1.01.01.2-02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 
                                                                       10.000.000 

1.01.01.2-02.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                          7.920.000 

1.01.01.2-02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 
                                                                         7.920.000 

1.01.01.2-03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                        20.000.000                   123.819.200 
1.01.01.2-03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        20.000.000 

1.01.01.2-06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                     136.819.300 285.975.920
1.01.01.2-06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

                                                                       10.000.000 

1.01.01.2-06.002 Penyediaan  Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
                                                                       30.000.000 

1.01.01.2-06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
                                                                       26.819.300 

1.01.01.2-06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        70.000.000 

1.01.01.2-08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  1.732.786.205 
1.295.005.152

1.01.01.2-08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
                                                                       92.286.205 

1.01.01.2-08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
                                                                       10.000.000 

1.01.01.2-08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
1.630.500.000

1.01.01.2-09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah                                                                     568.460.500 



1.01.01.2-09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                     536.760.500 

1.01.01.2-09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                          2.500.000 

1.01.01.2-09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        29.200.000 

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
                                                                 9.808.418.311 

3.27.02.0.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                  9.808.418.311 

3.27.02.0.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                                  8.075.481.606 

3.27.02.0.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                  1.732.936.705 

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 
PERTANIAN

                                                                 1.434.177.779 
28.779.472.215

3.27.03.201 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                  1.234.141.394 

3.27.03.201.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
                                                                       34.653.174 

3.27.03.201.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan/LCP2B

                                                                 1.199.488.220 

3.27.03.202 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                     200.036.385  koma 50 
3.27.03.202.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

                                                                       26.456.344 

3.27.03.202.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
                                                                    124.810.375 

3.27.03.202.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di 
Kecamatan serta sarana pendukungnya

                                                                       23.769.666 
 Rp                               12 

3.27.03.202.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian 
Lainnya 

                                                                       25.000.000 



3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 
PERTANIAN

                                                                    303.590.341 

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 303.590.341

3.27.05.2.01.0001 Pengendalin Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan 76.567.569

3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Perkebunan                                                                        74.151.250 

3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha 
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 89.859.600

3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, 
Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                                        63.011.922 

3.27.06 PROGAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                        20.234.256                   226.227.280 
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota
                                                                       20.234.256 

3.27.06.201.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha 
Pertanian

                                                                       10.000.000 

3.27.06.201.0005 Pembinaan dan pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian                                                                        10.234.256 
843.180.772.847

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                     652.532.584 
3.27.07.201 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                     652.532.584 
3.27.07.202 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan 

dan Desa
                                                                    466.588.957 

3.27.07.203 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
                                                                    165.000.000 

3.27.07.204 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 
Pertanian

                                                                         7.368.627 

3.27.07.205 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani                                                                        13.575.000 



2 URUSAN WAJIB                                                                  2.153.231.322 
2.09. PANGAN 2.153.231.322
2.09.02 PROGAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK 

KEDAULATAN DAN KEMANDIRIN PANGAN
                                                                       20.509.542 

2.09.02.2.01 Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan 
sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                        20.509.542 

2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastuktur Pedukung Kemandirian Pangan Lainnya
20.509.542

2.09.03 PROGAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHAN PANGAN 
MASYARAKAT

1.588.950.326

2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 
dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi 
Pasokan dan Harga Pangan

1.070.979.733

2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 
Pokok Strategis 40.419.733

2.09.03.2.01.0020 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani 
Indonesia

                                                                 1.030.560.000 

2.09.03.204 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahun 
sesuai dengan Angka KecukupanGizi                                                                     517.970.593 

2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per 
Tahun

26.645.000

2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 491.325.593



2.09.04 PROGAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                     304.355.032 
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan                                                                        10.000.000 
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhirar dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan 

Pangan
10.000.000

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota                                                                     294.355.032 

2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Penggelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan 
pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota

294.355.032

2.09.05 PROGAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                     239.416.422 
2.09.05.2.01 Pelaksana Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah 

Kabupaten/Kota
                                                                    239.416.422 

2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana  Pengujian keamanan dan Mutu  Pangan Segar Asal 
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 239.416.422

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas 

Tri Wibowo, S.STP., M.M.
NIP. 19850924 200412 1 002




